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PERATURAN FEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
MANAJEMEN FEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
FRESIDEN REFUBLIE INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan keteniuan Pasal 17, Pasal
LB ayat (4), Pasal 19 ayat {4}, Pasal 20 ayat {4), Pasal 57,
Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 7&, Pasal 21,
Fasal 35, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat [6),
Pasal 92 ayat (4], dan Pasal 125 Undang-Undang Nomeor
3 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Mansjemen
Pegawai Negeri Sipil;

1. Pasal 5 ayal (2] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1943;

2. Undang-Undang WNoamer 3 Tahun 2014 tentang
Aparatur 3ipil Negara {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

MEMUTUSKAN:

FERATURAN PEMERINTAH TENTANG MANAJEMEN
PELAWAIL NEGERI SIPIL.

EBAE 1
EETENTUAN UMUM

Pa=al ]

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Manasjemen | . .
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Manapemen Pegaweai Negen Sipil adalah pengelolann
pegawal negeri sipil untuk menghasilkan pesawaj
negeri sipil yang profesional, memitiki nilai dasar,
etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari
praktik karupsi, kolusi, dan nepatistne.

Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagl pegewai negeri sipil dan pegawai
pemetintah  dengan petjatijian kerja yang beketja
pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang sclanjutnya
dizcbut Pegawai ASN adalah pepawai tiegeri sipil dan
pegawal pomerintah dengan perjanjian kera vang
diangkat oleh pejabal pembina  kepepawaian dan
diserahi tugas dualam svatu jabatan pemerintahan
aftau  discrahi tugas neevars lainnva dan  digaji
herdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pegawal Negeri Sipil yang selanjutnya disingkar PNS
udualah warga negara Indoncsia vang memenuhi
syarat terfentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara
tetap aleh pejabual pembina  kepegawaian  uniluk
menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pegawal Pemcrintah dengan Pedanjisn Kerja yang

zelanjuinya disingkat PPPK adalah warga negara
lndenesia yang memenuhi  syarat  fertenin, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka
waktit lerientu dalam rangka melaksanakan tugas
poenlcrinlalae.
. Jabatan adalah Kedudukan yang menunjukkan
funige, lopas, tanggung jawal:, woewenang, dan hak
senrang pegawal ASN dalam suatu satuan organisasi.
. +Jabatan Fimpinan Tingg yang sclanjutnya disingkat
JPT adaleh sekelompok Jabualan tingpl pada instansi
pemerintah,

B, Pojabat . ..
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Pejabal Pimpinan Tinggl adalah Pegawal ASN vang
menduduki JPT.

- <Jabatanl Administrasi vang selanjutnya disingleal JA

Adalah sekelompok Jabalan yang berisi fungsi dan
Mgas berkaitan  dengan  pelayanan  publik serla
administrasi pemerintahan dan pembangunan.
Pejubat - Administrasi  adalah  Pegawai ASN  wvang
menduduki JA pada instansi pemerintah.

Jabatan PFungsional yvang zelanjutnya disinglat JE
adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelavanan fUungsional yang
herdasarkan pada  keahlian dan  keterampilan
Tertenid,

Pejabat Funpsional  adalah  Pegawai  ASN  yang

menduduki JF pada instansi pemerintah,

Kompetensi Teknis adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan
dengan brdang teknis Jabatan.

Kompetenai  Manajerial = adalah pengetahuan,
keterampilan, dan sikap/ perilakil yang dapat diamati,
diukur, dikembanglkan untulk memimpin danfatan
mengelala unil orpanisasi.

Kompetensi  Sosial Eullural adalah  pengetabuan,
keterampilan, dan sikap/ perilakin vang dupat diamati,
divkur, dan  dikembangkan terkait dengan
pengalamean bermleraksi - dengan masyarakal
majermik  dalam hal agama, suku dan  budaya,
perilalny,  wawasan  kebangsaan, etika, nilai-nila,
maral, emost dan prinsip, vang harus dipenuht cleh
setiap pemcgang Jabatan untuk smemperelch hasil
kerja sesual denpan peran, fungsi dan Jabatan.

L&, Pejabat | . .
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Pejabat Yang Berwenatg yung selanjutnya disingleat
FyEB adalah pejubat vang mempunyai kewenangan
melalisanakan proses pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian  Pegawai ASN  scsuai dengan
kotemtuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat  Pembina  Kepegawalan yang  selanjulnya
disingkat PPK adalah pejabat yang  mempunyai
kowenangan raenetakan pengangkatan,
permandahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan
pembinasn manajemen ASN di instansi petnetititah
sesual  dengan ketentuan  poraturan  perundang-
undangan.

Instansi Pemerintah adalah  instansi pusat  dan
instansi daerah.

Instansi  Pusat  adalah  kementetian, Ilcmbags
petncnntah nonkementeran, kesekrelanatan lembaga,
negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural,

Instansi Daerah adalah perangkat daerabh provinsi
dan perangkat daesrah kabupaten/kota yang mcliputi
sckretariat  dacrah, sekretadal dewan  perwakilan
rakyat daerat, dinas daerah, dan lembapga teknis
daerah.

Pemberhentian dan Jabatan adalah pemberhentian
yang mengakibatkan PNS tidak lagi mendudoki JA,
JF, atau JPT.

Pemberhentian  Semcntara  sehagai PNS  adalah
petnberhentian yang mengakibatkan PNS kchilangan
statusnva schagal PNS untuk scmentara walet,

23, Batas _ ..
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Balas Usla Pensiun adalah lratas usiza NS hams
diberhentikan dengan hormat dari PNS,

Sistein Merit adalah kebijukan dan manajemnen ASN
yang berdasarkan pada kualiikasi, kompetensi, dan
kinerja secara  adil dan  wejar  dengan  tanpa
membedakan latar belakang politik, ras, wama kulit,
agamd, azal usul, jenis kelamin, stalus permikahan,
umur, atan kondisi Kecacalan.

Pengisiom JI'I" secara Terbuka weang selanjulnya
discbut Seleksi Terbuka adalab proses pengisian JPT
rang dilakukan melalui komperisi sceara terbalea.
Perdidikar, dan Pelatihan  Terintegrasi  vang
sclanjutnya  disebul  Pelatihan  Prajabatan  adalah
proses pelatihan untuk metnbanpun integritas moral,
kojujuran, semangat dan motivasi nasionelisme dan
kebangsaan, karakier kepribadian yang unggul dan
bertanggung jawab, dan memperkuat profesinnalisme
gorta komperensi bidang bagi calon PNS pada thasa
petrvobaan .

Cutli PNS yang selanjutnya disingkat dengan Cuati,
adalah keadaan tidak masuk kerja yang dii@nkan
dalam jatngksa walctu tertent i,

Sistem Inlermasi ASN adalah rangkaian informasi dan
data mengenal pogawai ASN yang disusun secara
sislemalis, menyeluruh, dan  tetintegrasi  dengan
berbasis teknologi.

Sekolah Kader  adalah sistem pengembuangan
kompelensi  yang berlujuan  untuk  menylapkan

pcjabat  administrator  melalui  jalur  percepatan
peningkatan jabalan.

3, Badan . . .
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Badan Kepegawaian Negara vang  sclanjutnya
dizingkat HBEKN  adalah lembaga  pemerintah
nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan
pembinaan dan menyelenggarakath mansjemcn ASN
secara nasional sebagaimana diatur dulam undang-
uridang.

Lembags Administrasi Negara vang  selanjuinya

disingkat  LAN  adalah  lembage  pemetinlah
nonkementeran yvang diber kewenangan melakulan
penghkapan dan  pendidikan dan  pelathan ASN
scbagaimana diatur dalam undang-undang.

Menlerl adalab menleri yang menyelengearakan
unisan  pemerintahan di bidang  pendayegunaun

aparatur nepara,

Pasnl 2

Manajemen PNS mceliputi:

a,

oo

5w omon
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T

-

penyusunan dan penctapan kebutuhan;

- pengadaan;

pangkat dan Jalmatan;
pengetthanpan karier;
pola karier;

PLOMos];

mutasi;

penilaian kinetja;
penggajian dan Oujangan;
penghargaan;

disiplin

pemberhentian;

. Jaminan pensaiun dan jaminan har lug; dan

perlindungan.,

Pasal 3 . ..
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Pasal 3

Presiden seluku pemegang kekusasasn  tertitge]
pembinaan PNS berwetiang menetapkan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
PH3.

Presiden  dapat  mendclegasikan  Kewenangan

menelapkan  pengangkalan, pemindaban, dan

pemberhentian PNS kepada:

a. menter di kementeria;

b. pimpinan lembaga di  lembaga  pemerintah
nonkementerian;

<. sekretaris jenderal di sckretariat letnbuaga negara
dan lembaga nonstrakiural;

d. gubernur di provinsi; dan

¢. bupatijwalikota di kabupaten fkata.

Dikecualilkan dari keteniuan sehagaimata
dimaksud pida avatr £2], pongangkatar,
pemindahan, dan  pemberhentian  bagi  pejabar
pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tingsi
magdva, dan pejabat fungsional keshlian urama,
Ketentuan scbageimana dimaksod pada avat (2)
hurul 4 termasuk:

a. Jaksa Apung; dan

. Kepala Kepolisian Negara Republik Tndonesia,

Ketentuan scbapaimana dimaksod pada avat (2
huruf b termasuk jupa:

i Kcpala Badan [ntclijen Nepara: dan

k. Pgjabat lain yvang ditentukan oleh Presiden.
Kctentuan sebagaimane dimaksud pada aeyal [2)
hurt ¢ lermasuk  jpaga Sckretaris Mahkamash
AEITTE,

BAEBIT. .
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BAE II

PENYUSUNAN DAN FENETAPAN KEBUTUHANM

Bagian Hesaty
Umum

Paaal 4

Penyusunan dan penelapan kebutuhan jumlah dan jenis
Jabatan PNS dilakukan sesuai dengan siklus anggaran,

L1

{2}

(3]

(]

(3]

{1)

Bapian Kedun
Penyusunan Kebutuhan

Pazal &

detigp Instansi Pemenntah wajib menyusun
kebuwihan  jumlah dan jenis  Jabatan PNS
berdasarkan analizis Jabualan dan analisis beban
kerja,

Penyusunan kebutnhan jumlah dan jenis Jabatan
PNE sebapaimana dimaksud pada ayat {1} dilakukan
untuk jangka wakiu 5 flima) tahun vang dipening per
1 [$8lu] tahun berdasarkan priorites kebutuhan,
Petiyusunan kebutuhan PNS sebagaimana dimalkeud
pada ayat {1} harus mendukung pencapaian tujuan
Inztansi Pemerintats.,

Penyusunan Kebutuhan PNS untuk janpka wakhy 5
(brmaj tabun sebuagaimana dimaksud pada avat (2}
dialur  berdasarkan rencana  sirategis  [nstansi
Permerintah,

Dalamn  rangke  penvusunan  kebutuhan PGS
sehapaimana dimaksnd pada oyt {4
mempertimbangkan dinamika/perkembangan
organisasi Kemenlerian/ Lembaga,

Pasal &

Analisis Jabatan  dan analisis beban kerja
sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 5 avab (1)
dilakukan oleh instansi Pemerinlah mengacu pada
pedoman yang ditetapkan olch Menteri.

(2] Ketenbuan . ..
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(2) Ketentuam  lebibh  lamjut  mengenai  pedoman
pelaksunazn analisis Jabatan Jdan  analisis behan
kerju schagaimana dimaksud pada avab (1) diatur
dengan Peranaran Menteri

Pasal ¥

Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 aval (i} meliputi
kebuluhan jumiah dan jenis:

d, JA;
h. JK: dan
c. JPT.

Pazal 2

Kincian kebutuhan PNS selisp tahun  sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun berdasarkan:

a. hasil analisis Jabatan dan hasil analisis beban kerja;

. peta Jabatan di masing-masing unil organisasi yang
menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan
PNS untuk seliap jenjang JJabaran; dan

c. memperhalikan  kendisi geografs dacrah, jumlah
periudul, dan rasio alokasi anggaran helanja
PeEgawal.

Pasul 9

(1] Hasil penyusunan kebutuhan PNS 5 (lima) tahunan
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2}
disampaikan oclch PPK Instansi Pemerinteh kepada
Menteri dan  Kepala BEN  dengan melampirkan
dokumen rencana strategis Tnstansi Pemerintah.

{2) Rincian penyusunan kebutuhan PNS sctiap tabun
sebugaimmana dimaksud dalam Pasel 3 ayat {2) untok
penetapan kebutuhan  PNS lshun berikotnya
disampaikan olch PPK Instansi Pemerintall kepada
Menteri dan Kepala BKN paling lainbat akhir bulan
Marel labhun sebelurmtiya,

[3) Taalatn . ..
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(3} Palam hal terjadi perubahan rencana anggaran tabun
berikutnys yang mengakibalkan perubahan dalam
perencanaan kebutuhan PNS, penyampaian rincian
pemyusutian kebuivhan PNS sctiap tabiun
sebagaitnana dimaksud dalam Fasal 5 avat (2)
dilalukan paling lambat akhir bulan April tahun
sehelumnya.

Pasal 10

(1] Ferpyusunan kebuiuhan NS dilaksanakan dengan
mengpunakan aplikasi yang bersifal elektronik.

(4] Ketentuan mengenai tata cara  pelaksanaan
penyusunan  kebutuhan yang bersifat  elekironik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturat Menton.

Pasal 11

Ketentuan lebiby lanjut mengenai tata cars pelaksanaan
penyusunan Kebuluhan PNS distur dengan Peraturan
Kepala BEN,

Bagian Ketipa
Penelapan Eebutuhan

Pasal 12

(1] Kebutuhan PNS secara nasional ditctapkan  oleh
Menteri pada setiap ishun, sctelsh memperhatikan
pendapat menterz yvang menyelengparakan urusan
pemerinlahan di bidang keuangan dan pertimbangan
leknis Kepala BEN.

{Z) Pertimbangan  tekmis  Kepala BEN  aebapaimans
dimaksud pada avat [|] dissmpaikan kepada hMenteri
praling lambat akhir bulan Juli lahun sebolumnya.

(3} Bordasarkan . . .
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Herdasarkan  pertimbangan  teknis  Kepala BRN
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (2], Menteri
menyusun  rencand  pemeniahan kebuluhan  PNS
berdasarkan prioritas pembangunan nasicnal,

Rencana pemenuhan kebutuhan PRNS schagaimana
tdimaksud pada ayual (3) disampaikan olch Menteri
kKepads menteri vang meonvelenggarakan urusan
pemenintahan di bidang kevangan urtuk dimintakan
pendapat paling lambat akhir bulan April untuk
rencans pemenuhan kebutuhan PNS wahun
berikiitnya.

Fendapat menteri yang  menvelenggarakan urusan
pemerintahan  di bidang  keuangan scbhagaimana
dimaksud pada avat (4] disampaikan kepada Menteri
paling lambat akhir bulan Mei untuk rencana
pernerniban kebutuhan PNS lahun berikuinya.

Penetapan kebutuhan PNS pada  sctiap  Instansi
Pemerintah  setiap tahun ditetapkan oleh Mentert
paling lambar akhir bulan Mei luhun berjalan.

Petielapan kebutuhan PNS schagaimana dimaksud
rada ayat [1) dilakukan berdasarkan wuul dad;

#a. PPK Instansi Pusal; dan

b PPK Instanst Dacrah vang dikoordinasikan olch
Gubcrmur.

Pasal 13

Dalam pemberian periimbangan teknis Kepala BKN dan

penctapan kebuluhan PNS olch Menlen sebagaimana

dimaksud dalam Paaal 12 ayat (2) hars memperhatikan:

a.

urntuk Instansi Pusarc:

1. susunan organisasi dan tata kerja;

2. jenis . ..
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jemis dan sifal urusan pemerinlahan vang menjadi
tangeungawabnya;

jumlah dan kemiposisi PNS vang tersedia uriluk
sctiap jenjang Jabatan;

jumlah PNS wvang skan mcomasuki Batas aia
Pefisinan;

ruslo jumlah antara PN¥S yang mendudinki Jabalan
administrator, Jabatan pengawas, Jabalan
pelaksana, dan JF: dan

rasio anlara anggaran belanja pegawai dengan
anggarat belanja secara kesehuruhan,

untuk Inslansi Daerah provinsi:

1.
2

dara kelembagaan;

jumlah dan komposisi PN3 yang tersedia padsa
setiap jenjang Jabwatatn,

jumlah PNS yang akan memasuki Batas LUsia
Persiun;

rasic  amtara jumlah  FNS  dengan  jutnlah
kabupaten atau kota yvang dikonrdinasikan; dan

rasio antara anggaran bolanja pegawai denpan
anpegaran belanja secara keseluruhan.,

untk nstansi Daerah kabupaten fkota:

1.
2.

Ll

data kelembagaan:
luas wilayah, kondisi peografis, dan potensi
daerah untuk dikembangkan;

Jurnlah dan kamposiai PNS vang tcrsedia pada
setiap jonjang .fabatan;

- jumlaly PNS  yang akan memasuki Batas Usia

Pensiun:

o,orTASIO. ..
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2. rasie  antara  jumlahh PNS  dengan  jumlah
penduduk, dan

b, rasio antara anggaran belanja pegawai dengan

anggaran belanja secara keseluruhan.

Pazal 14

Dalem hal kebuluhan PNS yang elah ditetapkan pada
Instansl Pemenntah tidalk scluoruhnya  direalisasikan,
Menteri dapat mempertimbangkan sebagai tambabian
usulan kebutuhan PNS untuk tahun berikutnya,

BAE 11
PENGADAAN

Bapian Kesaty

Umum

Pa=zal 15

Pengadaan FNG  di Instansi Pomenintab  ditakukan
berdasarkan  pads  penetapan kebutuhan — PNS
schagaimana ditnaksud dalam Pasal 12,

Pasal 16

(1} Unruk menjatnin  kualitas PNS, pengadaan PNS
dilakuksan sccara nasional.

{Z) Pengadaan PNE merupakan kegiatan untuk mengisi

kebutuhan:

#. Jabatan  Admimiatrasi, khosus  pada  Jabatan
Pelakaana;

b, Jabatan Fungsional Keahlian, khusus pada JF ahli
pertama dan JiF ghli muda; dan

<. -Jabatan Fungsional Kelerampilan, khusus pada
JE pemula dan terampil.

Panal 17 ...
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Pasal 17

(1] Dalam rangka menjamin obyektifitas penpadasn PNS

(£]

[-4]

{4)

sccara nasional, Menteri membentuk panitia seleksi

nazicnal pengadaan PHSE.

Panitia sclckst nasional penpadasn FNS scbagaimang
dimadcsud pada Ayat (1) dikelusi olch Kcpala BKN.

Panitia sclcksl nasional pengadaan PNS schapaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

A

g.

kemenlerian  yang menyelenggarakat  Lrusan
pemerintahan di bidang pendaysgunaan aparalur
TWCEETS;

kementenan  vang menyelenggarsksn  urasan
pemerintahan i bidang pemenntahan  dalam
NCECTI;

kementenian vang  menyelenpgarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan;

kementerian  yang menyclenggarakan  urusan
pemerintahian di bidang pendidikan;

BEN;

Radan Pengawasan Kcuangan dan Pembangunan,
danjatau

kementetian atau lombaga terkait.

Patutia seleksl nasional penpadasn PNS sebagaimans

dimaksud pada ayat (1) mempunym tugas:;

4,
b

.

mendesain sistcm seleksi pengadaan PNS;
menyusin sodl seleksi kompetensi dasar,

mengoordinasikan  instanst pembing JIP dalam
petyllsinan matert sclcksi kompetensi bidang,

merekomendasikan kepada Menteri fenlang
atmbang batas kelulusan seleksi kempetensi dasar

unluk sctiap Instansi Pemerintah

c. mclaksanakan . - .
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v. melaksanakan selcksl kompetensi dasar bersama-
sama dengan Instansi Pemerintah:

[ mengoelah hasil seleks] kompetensi dasar;

g mengawas pelaksanaan seleksi kompetensi dasar
dan seleksi kompcetensi bidang,

h. menetapkan dan menyampaikan hasil seleksi
kompetensi  dasar dan menginteprasikan  hasil
scleksi kompetensi dasar dan selcksi kompetensi
hidang, dan

1. mengevaluasi den  meneembangkan sistem
pengadaan PNS.

Ketentuan lebihh  lanjut mengenai  susunan  dan

mekanisue Kegja panilia scicksi nasional pengadaan

PNB sebagaimans dimaksud pada awvat {1}, avat [2),

ayat [3), dan ayal {4) diatur dengan  Peraturan

Menteri.

Pa=zal 1§

[Halam  rangka pelaksanean penpadesn PNS di
Tnatansi Pemenneah, PPK membenmik panitia selelsi
inatansi pengadaan PNS.

Panitia seleksi instansi pengadaan PNS sebagaimana
dimnaksud pada ayat (1] dikeraai oleh PyE.

Panitia seleksl nstansi pengadaaon PNS sebagaimana
dimaksud pada avat |1] terdif atas unsur:

unit kerja vang membidangi kepegawaian,

d
b, util kerja yang memhbidang] pengawasan;

[

unit kerja yang memhdangl perencanaan;

d. unit kerja yang membidang] keuangan; danfatan
©. unit kerja lain yang terkait.

Pamitia scicksi instansi penpadasn PNS schagaimana

dimalksud pada ayat (1) mempunyai tugas;

4. INEnmyustn - oo .
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menyusun jadwal pclaksanaan seleksi peogadaan
FMNS:

?

mengumumkan  jenis  Jabatan vang  lowong,
jumlah PN3 yang dibutuhkan, dan persvaratan
pelamaran;

mclakukan seleksi admmistrasi terbadap berkas
latraran  dan  dakamen  persyaratan  lainnya

gebagaimans tercantum dalam pengumuman;

menviapkan HATATEA pelaksanaan seleksi

kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang;

melaksanakan seleksi kompetonsi dasar bersama-
sama dengan panitia aeleksi nasivnal pengadaan

PHE,

F

melalsanakan seleksl kompetensi hidang;

inengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil
seleksi hompetensi desar, dan hesil  seleksi
kompetensi hidany; dan

mengusulkan hasil seleksi les kompetensi hidang
kepada panitia seleksi nasional.

Pazal 19

Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud dalam Paszal 15
dilalulkan melalui lahapan:

oK

2 on

m

pcrencananll,
pengumuman lowongan:
pelamaran;

sclokesi;

petguimuman hasil selelsi:

penipangkatan calon PNS dan masa percobaan calom
FNS: dan

penpanpkatan menjadi PNS,

Bagian Kedua . . .
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Bapman Kedua

Ferencanaan

Pasal 20

Parulia scleksi nasional pengudsan PNS dan panitia
sclekes]l  instansi  pengadaan PNS menvusun dan
tnenelapkan percncanaan pengadaan PNS,

Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat. (1) paling sedilat melipul:
a. jadwal pengadaan PNS; dan

b prasarana dan sarana petigadaan PNS,

Bagian Ketipa
Pengumuman Lowongan

Pasal 21

Panitia seleksi tasional pungadasn PNE
tmengumumksan  lowongan  WJabatan  PNS secars
terbuka kepada masyarakat.

Pengumuman sebagaitnans dimaksud pada avat (1}
paling scdikit memuart

4. ndama4d Jabatan:
b. jumlah lowongan Jabatan;
¢, kuoalifikasi pendidikan,; dan

Instansi Pemenntah vang membutahkan Jabalan
PN4S.

Pasal 22

Panitia selels it1 slarisi pengadaan PN&
mengumumkan lowongan  Jabataty  PNS  scoara
lerbuka kepada masyatralcal berdasarkan
pengumuman lowongan oleh panitia scleksi nasional
pengadaan PNS sebagaimana dimaksud ¢alam Pasal

21.
(2} Pengumoyman - - .,
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(2] Pengumuman sebagaimana dimaksud pada avat {1}
dilaksanakan peling singkat 15 {lima helas) hand
kalendoer.

(3] Pengumumen sebagaimana dimaksud pada avat (1),
paling sedikil memauat;

o

=
L
d,
&
f
E

nama .Jabatan;

. jumlah lowongan Jaharan;

unit kerja penempatan;

kuahfikasi pendidilan;

alamat dan lempat lamaran ditujulan;
Jadwal tahapan seleksi; dan

syarat vang harmis dipenuhi oleh setiap pelamar.

Bapian Keemjpart
Pelarmn=ran

Pasal 23

1) Betiap warga negara Indoneszia  mowpunyai
kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PN3
dengan mememihi persyaratan sebagal berikut:

oL

usia paiing rendah 15 [delapan belas) tahun dan
paling tinggi 35 {tiga puluh lima) tahun pacda saat
melamar;
lidak pernah dipidana denpon pidana penjara
berdasarkan pulusan pengadilan  yang  sudah
mempunyal kckuatan  hulum tetap karena
melalukan tindak pidans dengan pidata penjata
2 (dua) tahun atau lebih;
tidale pernah diberhentikan dengan hormar bdalk
alas prrmintaan sendin atau tidak dengan hormat
sebagal PNS, prejurit Tentara Nasinoa]l Indonesia,
anggotn Kepolisian Negara Bepublik Indonesia,
atal] diberhentiikan tidak dengan hormal sebagad
PERAWAT awaslag

. ridak ..
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d. tidak berkedudukan sebagai calen PNS, PNS,
prajurit Tentara Nasional Indonesia, atan angsota
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

e tidzk megadi segeeta alanu pengurls  partai
pohitik atau terlibat politik praktis:

f. memiliki kualifikasi pendidikan scsuai dengan
persyaratan Jabatan;

o. schat jasmani dan  rhani  scsual dengan
persyaratan Jabatan yang dilamar;

h. bersedia ditempatkan di scluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indeonesia atau negara lain
yang ditentnkan oleh Instanai Pemerintah; dan

1. persyaratan lain scsuai kebutuhan WJahatan vang
ditctapkan oleh PPK.

Balas usia sebagaimana dimaksud pada zyat (1)

huruf o dapat dikecualikan bagi Jabalan lertentu,

vaita paling finggi 40 fempat puluh) tahun.

Jabatan tertentu sebagaimans dimaksud pada avat

(2] ditetapkan oleh Presiden.

Pazal 24

Jetlap pelamar wajib memenuhi dan menvampaikan
sCmug persyaratan pelamaran yang tercantum dalam
PEeNFUITIAMAL,

Setiap pelamar berhak antuk mempernleh informasi
tentang seleksi pengadsan  PNE  dar  Instansi
Permgritnitah vang aksn dilamar,

Panpt 35

I*enyampaian gEfmla persvaralan pelamaran

sebgpaimanas dimaksud dalam Pasal 24 diterima paling

lama 10 {sepilah] han kerja =chelum  pelaksanaan

selebzi.

Baglan Keclima . . .
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Bagian Kelims

Seleks dan Pengumuman [asil Seleksi

(1

2

[3)

(4]

]

(1]

Pasal 26

Selaksi pettgadaan FNS scbagaimana dimaksud dalam
Pasual 1% huruf d terdin atas 3 [tiga) tahap:

a. =seleksi adminisiras;
br. selelsi kompetensi dasar, dan
¢ seleksi kompetensi bidang.

Seleksi administrazi schagasimana dimaksud pada
avat [1) hurul a dilalkukan untuk mencocokloan
antara persyacatan dadmanistrasi dengan  dokumen
peiamaran yang disampaikan aleh pelamar,

Sclcksl  kompetensi dasar sebagaimana  dimaksud
padda. ayvat (1] humat b dilakukan uantuk menilai
kesesimian antara kompetensi dasar vang dimiliki
vleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS,
Standasr kompetensi dasar sehagaimana dimaksud
pada  ayat (3] melipun karaktenistik pnbadi,
intelegensta umum, dan wawasan kebangsaan.
HBelelkst kompetensi bidang scbagaimana dimaksued
pada ayar [1l) huru! ¢ dilakukan untuk menilad
kesesualan =2nlara kempelensi bidang vang dimilika
olch pelamar dengan standar kompetensi hidang

mesial keuanihan Jabatan,

Paxal 27

Panitiz selekyl inatansi pengadaan PNS melaksanakan
seleksl  administrasi  terhadap  sclunalh dokumen

pelamarsn vang ditcrima.

{2} Panifin . . .
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(2} Panitia  seleksi  instansi  pengadasn NS wajib

F3]

(L]

(2]

(3]

[1)

[2)

{3}

mengumumkan hasil seleksl administrasi  secars
Lerbuka.

Dralam  hal dekumen pclamaran tidak memenuhi
persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidsak
halus seleksi administrasi.

Pasal 2%

Pelamar vang luhis seleks] administrasi sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 27 menpgilootd selels
kompetensi dasar.

Bclcksl kompetensi dasur sebagaimana  dimaksued
pada avat (1] dilaksanakan olch panitin  selelsi
instans pengadaan PNS Dersams panitia  scleksi
nasinnal pengadaan PNS.

Pelamar dinvatakan Iulus seleksi kompelensi dasar
apahila memenuhi nilai ambang balas minimal
kelulusan  yang dilentukan dan  berdasarkan
peringkal nilai.

Pasal 20

Pelamar yvang dinyatakan lolus seleksi kompetensi
dasar scbagaimana  dimaksud dalam  Pasal 28
mengiloutl seleksi kompetensi bidang.

Scleksi kompetensi bidang scbagaimana dimaksad
pada ayat (1) dilaksanaltan oleh panitia  scleksi
inslansi pengadaan PNE,

Jumlah peserta yang mengikall seleksi kompetonsi
bidang sebaguimuna dimaksud  pada  avat (2
ditentukan paling banvak 3 (tiga) kali jumlah
kebutuhan masing-masing  Jabatan  berdasarkan

penngkat nilai seleksi komnpetensi dasar.

Pasal 30 0 . .
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Pasal 30

[alam hal diperlukan, panitia seleksi instansi pengadaan
PN5 dapal melakukan uji persyvaratan Asik, psikologis,
danfatau kcsehatan jiwa dualum pelaksanaan scleks
kompetensi bidang sesuai dengan persvaratan Jabatan
pada Tnstansi Pemerinlash.

Pasal 31

(1} Haml =sclcksi kompetensi bidany disampaiksan olch
panitia =seleksi instansi penpadaan PNS  kepada
panitia scleksi nasional pengadaatn PNS.

{2) Panitia seleksi nasiondl pengadaan PNS menetaploon
hasil akhir seleksi berdasarkan integrasi dan hasil
seleks| Kompetens dasar dan hasil scleksi kompetensi
hidang.

Pasal 32

PP mengumumbkan  pelamar yang dinyalakan  lulos
sclcksl pengadaan PNS  secara lerbuka, berdasarkan
penetapan hasil akhir seleksl scbagaimana dimaksud
dalamn Pasal 31.

Bagian keenamn

Pengangkatan Calon PNS dan
hMaza Percobaan Calon PNS

Pasal 33

Pelamar yang dinyatakan alus  seleksi schapaimsma
dimaksid  dalam Pasal 32 diangkat dan  ditetaplkan
sebagal calon PNS  oleh PPK setelah mendapart
persetujuan teknis dan penetapan nomor induk pepawsi
dari Kepala BEN,

Pasal 34 . ..
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Pasal 34

{1} Calon PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
wajilb menjalani maza percobaan selama 1 [saly)

tahin,

{2} Masa percobasn sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
meripakan masa prajabataty.

13] Masa prajabatan sehagaimana dimaksud pada ayaet
(2] ddakssmakan melelui proses pendidikan  dan
pelatiharn,

(4] Proses pendidikan dan pelatihan  sebagaimana
dimaksud pada avat (3) dilakukan secars terintepras
untuk membangun  intcgritas  moral,  Hejujuran,
selnangal dan motivasi nasionalistne dan kebangsaan,
karalkter kepribadian vanp unggul dan bertangpung
Jawsab, dan memperkuar prolesionalisme  scrta
kompetensi hidang,

(2] Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksoad
pada avat [4) hanya dapar diilout 1 (saiu) kali.

(0] Pembinaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakulkan aleh Kepada LAN.

(7] Ketentuan lebihh lanjut mengenal pendidikan dan
pelatihan sebagaimeana dimaksud pada ayat (4}, aval
(o), dan ayat (&) distur dengan Peraturan Kepala TLAN,

Pasal 35

Calon PNB yang mengundurkan divi pada saat menjaland
mass percobaan sebagainmana dimak=ud dalam Pasal 34
dikcnakan sanksi tidak boleh  mengiluti | selaksi

peripadaan PNS untuk jangka wakia Lertentu,

Baglan Kctujuh . . .
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Bapan Ketujuh
Pcngangkatan Menjadi PNS

Paszal 36

Calom PNS yang diangkal menjaudi PNS  harus
memenuhi persyaratan:

4. hlus pendidikan dan pelatihan sehagaimana

dimaksud dalam Pasal 34; duan

b, schat jasmani dan rohani.

Calon  PNS  vang telah memcnuhl persyaratan
schapmmana  dimaksud  pada  avat (1] diangkat
menjadi PNS aleh FPK ke dalam Jabatan dan pangkat

sesidal  dengan  ketentuan  peraluran  perundang-
undangarn.

Pasal 37

Calen DPNS vang fidak memenuhi ketentuan
scbagalmana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
diberhentikan sebagai calon PNE.

Selam pemberhentian scbagaimana dimaksud pada

avat {1, calon PNS diberhennkan apabila:

a. mengundurkan difd atus permintaan sendiri;

Iy, meninggal dunia,

. terbukti mclakukan pelanggaran disiplin timgkat
sedang atall berat;

i, memberikan kotcrangan atan bulkti vang tidak
benar pada walklu moelamar;

e. dihukum penjera atau kurungan herdasackan
putussn  pengadilan yang sudah  mempunyai

kelmatan hukum vang elap;

f. menjadi . .
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[ menjadi anggota dan/atau pengnrus partal politik;

atau

g. tidal bersedia mengucapkan sumpah/janji pada
sant diangkat menjadi PNS.

Pasal 38

Dralam hal calan PNE sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 tewas, diberhentikan dengan hormat dan diberilkan
hak kcpegawaian sesual denpan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Sumpah /.Janji

Pasul 39

{1] Seriap calen PNS pada maat diangkat menjadi PNS
wanb mensucapkan sumpah flanji.

(2] Pengurcapan sumpah/janjl scbapaimana  dimaksud
pada avat {1} dilakukan pada saat pelantikan oleh
PPK,

(3] Sumpeh/janil scbagaimana dimaksud pada ayat [1)
dilakukan menurut apama atau  kepercavaannya
kepada Tuhat Yanpg Maha Esa.

Pasal 41

Sumpah /janj sebageimana dimaksud dalam Pasal 39
berbunyi sebagal benlut:

“Dermni Allah, sava bersumpah:

bahwa saya, untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil,
akan setia den jasl sepenuhnya kepada Pancasila,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoenesia Tahun
14945, nepary, dan pomenntah;

hahmwa . ..
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bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku  dan  melaksanakan  fugas
kedinasan yang dipereayekan kepada sayva dengan penh
pongabdian, kesadaran, dan tanggung jawal;

bahwa sava, akan senantiasa menjunjung  tingg
kehormatsn negara, pemerintah, dan martabat pegawai
negerl  sipll, scrta akan  senatliasa mengutamakan
kepentingan negara daripada kepentingan saya sendir,
seseordang, atau polongan,

bahwa sava, akan memepang rahasia sesuatu yang
menurit sifatnya atau menurut perintah hams saya

rahasiakan,

bahwa sava, akan beletja denpan jyjur, tertib, cermat,

dan berscmangat untuk kepentingan negara”,

Masal 41

(1} Dalamm  hal calon PN5  berkeberatan  untuk
metigieapkan sumpah karena kevakinannya leniang
agama atall kepercavaanys kepada Tuhan Yang Maha
Exza, NS yang bersanglutan mengucaplian jarii.

{(2) Dalam hal calon PNS menpucapkan janji schagaimana
dimaksud pada ayat (1], maka [rasa “Demi Allah, saya
hersumpah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
diganti dengan kalimait: "Demi Tuhan Yang Maha Esa,
sava metyvalaksn dan began dengan  sungguh-
sunggih®.

{2) Bagi calon I'N3 vang beragama Kristen, pada akhir
sumpah/janji ditambahlkan frasa yang  herbuanyi:
“Kiranya Tuhan menoleng Sqaya”,

(4] Bagi . ..
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{4} Bagi calon PNS yang beragama Hindu, lcass *Tiemi
Allah” sebugaimana dithakeud dalam Pasal 40, diganti
dengan frasa “0m Atah Paramawisesa”™

i5} Bagi calon PNS yang beragama Budha, frasa “Demi
Allah® scbagaimana dimaksud dalam Pasal 461, digaati
dengan frasa “Demi Sang Hyang Adi Budha®.

(b) Bagi calon PNS wang beragama Khonghucou, frasa
"Demi Altah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,
diganti dengan frasa “Echadirat Tian di tempat vang
Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nahi Kong Zi,
Dipermulizkanlah™.

(¥] Bagl calon PNS vang herkepercayasn kepada Tuhan
Vang Masha Esa sclain beragama l1slam, Ktisten,
Hinglu, Budha, dan Khonghucu, frasa “Demi Allah”
sehagaimana dimaksud dalam  Pasal 40 diganu
dengasn  Kalimat lain yang  sesuai  dengan
leepercayaaninya terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

Pasal 42
(1] Bumpah/jamni dismbil olch PPK di lingkubgannva
masing-masing.
(2] PPK =mebagaimana dimeksud pada ayat (1) dapat

menunjuk  pejabat lain di  lingkungaonya  untuk
thengambil sumpah /jangi.

Pasal 42
(1] Pengambilan sumpash/janji sebageimana dimaksud
dalamn Pasal 39 dilakukan dalam upacara khidinat,
(2] Calon  PNS  yanpg mengangkat  sumpah /fjanii
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh
seoratiy rohaniwan.

3] Pengambilan . . .
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(3] Pengambilan sumpah/janji scbagaimana dimaksud
pada ayat (1} dizaksikan oleh 2 (dua) orang PNS yvang
Jabatannva paling rcndah sama dengan Jabatan
calon PNS yang mengangkal sumpah fjanji.

(4] Pejabat yang mengambil swunpak/janji sebagaimang
dimaksud dalam FPasal 42 tengicapka
sumpah/janji kalitnal demi kalimat dan diilouti oleh
calon PHNE yang mengangkat sumpah f janii.

(2] Pada saat pengambilan sumpah/janji sebagaimang
dimaksud pada avat (4], semua orang vang hadi
dalam upacara diwajibkan berdin,

(1) Calon PNS yang telah mengucapkan sumpah/jangi
sebagaimana dimaksud pada avar (1] diretapian
mergadi PNS,

Pagal 44
[1) Pejabatr yeng wmengambil sumpabh/janji membuat
berita acars lentang pecngambilan sumpah fjanii.

(2] Berita acars scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh  pejabat vang mengambil
sumpah /janji, PNS vang mengangkat sumpah fjanji,
dan saksi.

(3) Berita acara sebagaitnanas dimaksud pada ayat (1)
dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu:

a. 1 (satu} rangkap untuk PNS yans mengangkat
sumpah /janji;

b. 1 [safl) ranghkap untuk arsip Instansi Pemerintah
PNS vang borsanghkutan; dan

c. 1 (satu} rangkap untuk arsip BEMN.

Pasal 45

Kelenian  lebih lanjut mengenal pelunjuk reknis
pengadaan PG diatur dengan Peraturan Kepala REN.

BABTV ...
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Bapgiati Kesatu
Pangkat dan Jabatan

Paspl 45

(1) Pangkat merupakan kedudukan wvang menunjukan
tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan,
tangrung jawah, dempak, dan porsvaratan kualifilkasi
pekerjaan yang digunakan schapai dasar penggajian.

{2) Pangkat sebagmimana dimeksud pada ayat (1) diatur
dalam Perafiran Pomerintah vang mengalur
mengenal gaji, tunjangan dun fasilitas bagi PNS.

Fuasal 47

Jahatan PN3S terdiri atas:
a. JA;

lr. .JF; cdan

c. JPT.

Paznal 48

{1 Netnenklatur JJabatan dan pangkat JPT utama dan
JPT  maddya ditctapkan oleh Presiden  atas  usul
Instansi  Pemerintah  terkail  selclah mendapart
perlimbanpgan Menteri.

(2] Nomenkiatur Jabatan dan pangkat JPT pratama, JA,
dann JF untuk masinpg-masing  satuan  organisasi
Instanst  Femcrintah  ditetapkan  oleh  pimpinan
mstansi Pemcerintab setelah mendapst  persetujuan

Menierl,

Pasal 49 . _ .
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FPasal 49

Pengisian Jabatan pelaksana, JF keahlian jenjang ahli
perlama, JF kererampilan jenjang pemula, dan JF
keterampilan  jenjung  terampil dapat  ditakukan
melahii pengadaan PNS.

Pengisian Jabatan administrator, Jabatan pengawas,
JF keahlian jenjung ahli utama, JF Keahliat jenjang
ahli madya, JF keahlian jenjang «hli muda, JJF
kectcrampilan  jenjang  penyelia, WJF keterampilan
jenjang mahir, dan/atau JPT dapat dilakukan melalui
rekrutmen dan scleksi dari PNS vang lersedia, baik
vang berasal dan mtemal Instansi Pemerintah
maupun PN3 vang herasal dad Instansi Pemerintah
lait.

Bapian Kedoa

Jabalan Administrasi

Faragraf 1

Jenjang, Tanpgung Jawab, dan akuntabilitas

Jerfang JA dan yang paling tingei ke yang paling rendah

Pasal 20

terdiri atas:

a.
[+3

i,

(1]

Jubadtan administrator:
Jabatat pengawas; dan

Jubatan poelaksana.

Pasal 51

Pgjabal administrater schagaimana dimaksud dalam
Pazal 50 humif a bertangpung jawab mcomimpin
pelaksanaan seluruh kegiaran pelayanan publilke serta

administrasi pemerinlahan dan pembangunan.

(2] Pejabiat . . .
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(£] Pojabat pengawas sebagaimens dimaksud  dalam
Pagal 50 hurut b bertanpgung jawal: mengendalilzan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat
pelakasana.

{2} Pejabat pelaksans scbagaimana dimaksud  dalam
Pasal 50 huruf ¢ bertangpung jawab melaksanalkan
kegiatan  pelaysnan publik  scerta administrasi
pemerintahan dan pemmbangunan.

FPasel 52

{1} Setiap  pgabat administrasl harus menjamin
aluntabilitas Jabalan,

(2) Akuntabilitas Jabalan sebagaimana dimaksud pada
ayal {1} mnelipul lerlaksananya:

a. sehimh kepiatan  yang sudah  direncanakon
dengan  baik dan  cofisien  sesuai standar
aperasional  prosedur  dan tersclenggaranya
peningkatan kinerja secara berkesinambungan,
big Jubatan admimstrator,

b, pengendallan seiuruh kegiatan peolaksanasn yvang
dilakukan oleh pejalwt pelaksana sesuad slandar
operasional proscdur, bagl Jabatan pcngawas; dan

G, kegiatan sesual denpan  slandar  operasional
prosedur, bagi Jabatan pelaksana.

Pasal 53

Pejabat administrasi dilarang rengkap Jubuslan deongen
JF.

Paragraf 2
Pergyaralan dan Pengangkatan

Fasal o4

{1} Persyatatan unluk dapal disngkat dalam Jabatan
aglministratlor sebagai berikut:

a. berstatus . . .
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berstatus PHE;

memiliki kualifikasi dan tingkar pendidikan paling
rcndah sarjana atau diploma IV

memiliki integritas dan moralitas yang baik;
memililki pengalaman pads Jabatan penpawas
paling =ingkat 3 ([tiga} tahun atan JF yuang
selingst  dengan  WJabatan pengawas sesual
dengan  bidang  lugas Jabatan yang akan
diduduli;

seTiap unsur penilaian prestas] kerja paling sedikit
betnila bak dalam 2 {dua) tahun terakhir;
tnemiliki Kompetenst Teknis, Kompecrensi
Mangjenal, dan Kempetensi Sesial Kultural sesuad
slandar kompetenst yang dibuktikan herdasarkan
hasil evaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di
instansingya; dan

aehal jaymani dan rohani.

Perayaratan sebagaimana dimsksad pads ayval (1)

dikecualikan bagi PNS vang mengikud dan halus

sekalah kader dengan prediltat sangal memuaskat,

Persyaralun untuk dapat diangkat dalam .Jabatan

pengawds schaga benkut:

a.

b.

herstatns PNS:

memiliki kuaslifikasi dan tingkat pendidikan paling

rendah diploma IIT atau yang setara;
memilikl integritas dan maralitas yang baik;

memiliki pengalaman dalam -Jabatan pelaksana
paling singkat 4 {(empat] tehun ataa JF yang
setingkat  dengan  Jabatan pelaksana sesiad
dengan bidang Lagas Jubalan  yung akan
didudulki;

LTI R
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e, setlap unsur penilalan prestagd Kerju paling sedildt
bernila baik dalam 2 {dua) tahun 1erakhir;

. memiliki  Kompetensi  Teknis,  Hompetensi
Manajerial, dan Kompelensi Spsial Kultural sesuai
standar kompetensi yang dibuiklikan berdasarkan
hasil cvaluasi oleh tim penilai kinerja PNS di
instansinya, dan

g, sehat jasimary d4an rohani,

Persyaratan untult dapat dianpkal dalam Jabatan
pelakseana schagan berikut:

a. berstalus PN3;

. memiliki Kualilikasi dan tingkat pendidikan paling
rendab sekolah lanjulan tingkat atas atau yang
setara,;

.. telah  mengiluti dan lulus  pelathan rerkail
dengan Mdang lugas dan/atan lulus pendidikan
dan pelatihan terintegrasi;

d. memiliki Integritas dan moralitas yang baik;

¢. memiliki | Kompetensi  Teknis, Kompelensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai

dengan standar Kompelensi yang ditetapkan; dan
[.  =mchat jasmani dan rohani.

Bagi PNS yang berasal dari daerabh  fertinggal,
perbatasan, danfatau terpencil yang akan diangkart
dalam  Jabatan  administrator  pada  Instansi
Pemetitilah  di daerah  testinggal,  perbatasan,
dan fatan terpencil, dikecualilkan dar persyaratan
kualifikasi dan  tingkal pendidiken schagaimana
dimaksud pada ayal (1) huruf b

(&) PNS . ..
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PN3 sebapgaimana dimaksud pads avat {5 wagih
memenuhl persyaratan  kualifikasi dan lingkat
pendidilian paling latna 3 (limas) tahun sejak diangkat
dalam Jabatan.

Ketentuan lebih  lanjut mengenai  sekalah  kader
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Presiden.

Fagal 52

Kompetensi Jalatan adminisiralor, Jabatan
pengawas, dan  Jabatan  pelaksana sebagaimana
dimaksud dalamm Pazal 54 avat (1) hunaf £, avat {3)
hurd f, dan aval [4) hurof e meliputi Kompetensi

Teknis, Kompetensi Manajerial, dan  Kompetensi
Sosiat Kultaral.

Kempetens Teknis scbhapmmana dimaksud pada ayat
(1) diukur dari tingkat dan spesialisast pendididoar,
prelallban teknis funpgsional, dan pengalaman helerja
secara teknss.

Kompetens! Manajerial sebagaimana dimaksud pada
avat {1} diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan
struktural  atau  manajemen, dan  penrpalatnan
kepemimpinar.

Kompelensl Sesial Kultural schagaimana dimaksad
pada ayat [1) diukur dari pengalaman kerja berkaitan
dengan masyarakal majemuk dalam hal agama, suku,
dan budaya schingga memiliki wawasan kebangsaan.
Ketentuian  lebih lanjul  mengenai pedoman
penyvusunan  Kompetensi Telnis,  Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi  Sosial  Kuaitural
schagaimana dimaksud pada syan (2], ==l [(3), dan
avat (4} diatur denpan Peraluran Menterd,

Paragral 3 . .,
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Paragraf 3

Tata Cara Penganglkatan dalam Jabatan Administrasi

(]

]

(3]

(4]
3}

(&)

Pasal o6

Hetinp  PNS  yang memenvhi  syarat  Jabatan
mempunyal Kesempalan yang sama untuk diangkat
dalam .IA vang lowong.

B mengusulkan pengangkatan PNS  dalam JA
kepada PPH scielah mendapat peortimbangan tim
pendai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah.
Pertimbangan U penila kinerja PNS scbapaimana
dimaksud pada ayar (2] dilakukan berdasarkan
perbandingsan objektil antara kompetens:, kualifikasi,
syatal Jabatan, penilsian  atas prestasi kerja,
kepermimpinan, kerja  s=oma, kreativitas, tanpa
membedakean jender, suku, agama, ras, dan golangan.
PPK tnenelapkan heputusan pengangkatan dalamm .F4,
PPK szebagaimana dimaksud pada ayal (4] dapat
memberikan kvasa kepada pejabat di lingkusngannya
untuk menelapksn pengangkatan dalam JA.
kRetentuan lebih latjue menpenal lala cuara pembendan
kuasa pengangkatan dalam  WJA sebagaimana

dimaksud pada syat (5] diatur dengan Peraturatn
hMenteri.

Paragraf 4

Pelantikan dan Pengambilan Sumpahf.lanji

Jabatan Administrasi

Pasal 57

Setiap PNS yvang dianghal mengadi pejabat administrator
datr pejabal penyawas walbh dilantik dan menganglkal
sumpah /jang1 Jabatan menurut agama atau
kepercayaannya kepada Tuhan ¥Yang Maba Esa.

Pasal G&E . . .
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Pasal 58

Sumpah/janji Jabatan sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 57 berbunyi sebapai berikut:

"Drem Allah, sava bersumpsah:

bahwa saya, akun sctia dan taat kepada Undang-Undang

Thsar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan
menjalankan  segala peralUran  perundang-undangan
dengan selurgs-lursnya, demi dharma  bakti saya

kepada bangsa dan nogara;

bahwa save dalam menjalankan tugas Jabatan, aken
menjunjung efika Jabatan, beckerja dengan  sebaik-

baiknya, dat dengan penuh rasa tanggung jawaly;

bahwa  mava, akan menjaga tntegritas,  tidak
menvalahgunakan Kewenangan, scrta menghindarkan

diri dari perbuatan tercela;

Fasal 29
{1) Dalam ha] PN3 Dberkeberslan untuk mengucapkan
sumpah  karena keyakinan tentang agama atayg
kepercayaannyy kepada Tuhan Yang Maha Esa, PNS

vang bersangkutan mengucapkan janyi Jabatan.

(2] Dalam . . .
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Dalamm hal scorang PNS mengucapkan janji Jabatan
sebagaimana ditmaksud pada ayat (1), maka kalimat
"demi  Allah, saya  bersumpah®  sebagaitmana
dimalksud dalam Pasal B8 diganti dengan kalimar:
“Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya menvatakan dan
berjanji dengan sungguh-sunpouh”.

Bagi PNS vang Dberapama Krsten, pada  akhir
sumpah/janji Jabatan ditambahkan kalimat vang
berbunyi: “Kiranya Tuhan menalong sava’

Bagi PNS yang bersgama Hindu, maka frasa “Demni
Allah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diganti
dengan “0Om Atah Paramawisesa®,

Bagi PNS yang berapama Budha, maka {rasa “Demi
Allah™ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diganti
dengan “Demi Sang Hyang Adi Budha™.

Bagi PNS wyang beragama Khonghucu maks [tasa
“Nemi Allah™ scbagaimana dimaksud dalain Pasal 58
diganti dengan “Kehadiral Tian di tcmpat vang Maha
tingei denpan  bimbingan mohani Nabi Kong  Zi,
Dipermuliakanlah”,

Bagi PN3 yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa sclain beragama Islam, Krosten, Hinduo,
Duadha, dan Khonghucu maka frasa “Demi Allah™
schagaimana dimaksud dalam Pazal 58 diganti
dengan kalimat  lain yang  sésuai dengan
kepercayaarnys lechadap Tuhan Yang Maha Esa.

Fasal 60

Sumpah fjanji Jobhatan sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 537 diamhil oleh PPK di lingkungannyva masiog-
masing.

{2} PPK . . .
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(2] PPFK =cbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
toenunjitk  pejabat lain di lingkungannyva uantuk
mengambil sumpah /janji Jabatan.

Pasal Bl

(1) Pengambilan sumpah/jatyt Jabalan  sebapgaimana
dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan dalam suatu
upacara kKhidimal,

(2] PN8  vang mengangkal sumpah/janji  Jabatan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi cleh
scorang rohaniwan dan 2 [dua} ocrang saksi.

[(3) Bakst schagaimana  dimaksud  puds oayat {2)
tneripakan PNS vang Jabatannya paling rendah sama
dengan Jabatan PNS yvanp mengangkat sumpah /fjanji
Jabatan,

(4] Pgjabal yang mengambill sumpab/janji Jalbatan
sehagaitnans dimaksud dalam Pasal (0 mengucapkan
setiap kata dalam Kalimal sumpah /janji Jabatan yang
ditkutt oich 'S8 vang mengangkal sumpahn/jatijl
Jabatar,

Pasal 62
Pengambilan  sumpab/janji  Jabatan  sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 681 dituangkan dalam berita acara
vang ditandatangani  aleh  pejabat yang mengambil
sumpah/janji  Jabatan, PNS  yang  mengangkat
sumpah fjanj Jabatan, dan saksi.

Pasal &3

Ketenluan lebih lanjut mengenai tata cara pelantikan dan
penpambillan sumpah/janji Jabatan administrator dan
Jabatan pengawas diatur dengan Peraluran Kepala BEN.

Faragraf 5 . ..
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Paragral 5

Femberhentian dari Jabatan Administrasi

{1)

{2}

(3]

[+

{1}

(2

Pzaaal 64

FNE diherhentilan dari JA apabila:

a. menpundurkan diri dari Jabatat:

h. diberhentikan sementara sebagai PNS;

S, nenjalan cutn di luar tangguangan negara;

d. menjalan Llugas belagjar lebih dari & fenam) hulan:
e. ditugaskan secara penuh di luar JA; atau

f.  tidak memenuhi persyaratan Jabatan.

Plalam keadaan tertentu, permaohonan pengunduran
diri sebagaimeana dimaksud pada ayat (1) humd a
dapat ditunda untuk paling lama 1 [satu) tabun.
Selan alasan sebagaimana dimaksud pada svat (L),
pejabal  administrator  dapat  juga  diberhentilcan
apabila  tidak mclaksanakan Kewajiban uniuk
memermhi  persyaratan  kualifikasi  dan  lingkat
pendidikan scbagaimana dimaksud dalam Pasdal 54
aval {B).

FNS vang diberheniikan dag 24 karcna alasan
sebagaimana dimaksud peda ayat (1) harul b, huorad
¢, huraf 4, dan huruf ¢ dapat diangkar kembali sesuai
dengan JA yvang lwrakhir apabila tersedia lowongan
Jabatan,

Farapraf &
Tata Carg Pemberhentian dan
Jabatan Administrasi

Pazal &5

Femberhentian dad JA diusulkan oleh I'%B kepada
FPE.

PPK tnenelapkan kcputusan pemberbentian dalam
JN

Pasal 68 . . .
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Paual &6

(1] PPK sebapmimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat §2)
dapal mecmberikan  kuasa kepada  pejabat i

lhngkungannya wuntuk menctapkan pemberhentian
dalam JA,

(2] Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
kuasa dalam pemberhentian dar JA sebapaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Mcnter.

Bagian Kehipa
Jabatan Fungsional

Purapraf 1
Eedudukan, Tanggung Jawaby, Tugas, Kategori, Jenjang,
krileria, dan Akuntabilitas Jabatan Fungsional

Paszal 6y

Pejabar  Fungsional berkedudukan dibawsah  dan
berlanggung  jawah  secara langsung kepada pejabat
pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau
pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan  dengan
pelaksanaan tugas JF.

Fazal £18

JIT miemmliki tugas momnherikan  pelayanan  fungsional
yvang berdasarkan pada Keahliun dan  kotcrampilan
tertentu.

Paznl &

(1} Kalegori JF terdiri aras:
a. J¥ keahlian; dan
b. JF keterampilan,

(3] Jenjang . ..
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Jenjang WJIP keahlisti sebugaimana dimabksud pada
ayat (1] huruf a, terdiri atas:

a. ahli utama:

k. ahli madya,

o, ahli muda; dan

d. ahli pertama.

Jenjang JF kelerampilan scbagaimana dimaksud
pada ayal (1) haraf b, terdiri atas:

1. peuyelia;

Iy, tmshir

c. terampil; dan

d. pemula,

Jenjang JF ahl utama scbagaimana dimaltsud pada
ayval (2] huruf a, melaksanalan fugas dan Dngs
utama yang mensvaralkan kualiibasi profesional
tingkat tertinggi,

Jenjang JF ahli madya scbapaimana dimaksud pada
ayat (2] huruf b, melaksanalan mapgas dan fangsi
utama yang mensyvaratkan lualilikasi prolesional
tingleat tingegd.

Jenjang JF ahli muda schagaimana dimaksud pada
ayal (2] huruf ¢, mclaksanalen tugas dan fungesi
utama yang mensvaratken kualilikasi prolesionsl
Linapkat lanjutan,

Jenjang JF ghli pertama scbagaimana dimaksud
pada ayal (2] humai d, mclaksanakan fugas dan
lungs1  utama  yang mensyaratkan lgalifikas
profesionad tingkat dasar.

Jenjang JF penvelia sebagaimana dimaksud pada
ayat () nual s, melaksanskan tupas dan fungsi
knardinasi dalam JF keterampilan,

(] Jempang ., .
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{9}  Jenjang JF mahir sebagammana dimaksud pada ayat
[3) hurul b, melaksanakan tugas dan fungsi utama
dalam JF kereraniyalan.

{10] Jenjang JF terampil sebagaimans dimaksud pada
ayat (3) huruf ¢, melaksanalcan tugas dan [ungsi
vang bersifat lanjulan dalam JF keterampilan.

(11} Jeryang JF pemuls scbagaimana dimaksud pada
ayat [3) buruf d, melaksanalktan fugas dan Langsi
vang bersilal dasar dalam JF keterampilan.

Pasal T

JF diletapkan denpgan kritena sebagal hberikut:

A, Jungsi dan tugasnya herkaitan dengan pelaksanaan
fungsi dan tigas [Mstanst Pemenntah;

b. mensyaratkan keahlisn atau keterammpilan lerientu
rang dibudgikan dengan  sertllasi dan/atan
pcnilzian tertenti;

c. dapat disusun dalam  sualu jenjang Jabalan
berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi;

d. pelaksanaan tugas vang bersifat  mandir dalam

menjalankan tugas proefesinya;) dan

¢. kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilal atau
akumulasi nilai hutir-butir kegiatan dalam bentuk
angks kredil.

Pasal 71

(1) Setiap pejalac (ungsional harus TCIjAImin

altuntabilitas Jabatan.

(2} Aluntabilitas Jabatan sebagaimuns dimalosud pada

aval {1} meliputi terlaksananya:

A, pelavanan ...
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A- pelayanatn  [ungsional berdasarkan  leahlian
tertentu yang dimiliki dalae ranpks peninglatan
kinerja organizasi secara berlesinambungan bao
JF keahlian; dan

b. pelayanan fungsional berdasarkan Keterampilan
tertentu yang dimilki dalam ranpka peningkatan
kinerja organisasi secara herkesinambungan bag
JF keterampilat,

Paragraf 2
Klasifikasi Jabatan Fungsional

Puzul 72
{1} JF  dikelotnpokkan dalam  klasifikasi  Jabatan
berdasarkan Kesamasn karskteristik, mekanisme,
dan pola ke,
{2} Ketentuan lebih lanjul menpgenai kasifikasi Jabatan
schagaimana dimaksud pada aval (1] dialur denpuan

Feratitan Menlen,

Paragrad 3
Penelapan Jabatan Fungsional

Panal 73

(1} Penetapan JF dilakukan olech Mentcri berdasarkan
usulan darn pimpingan Instansl Pemerintah dengan

mengaod pacla klasifikaal dan kriteria JF.

12} Dralam hal dipcrlukan, Menteri cdapat menslapkan JF

tanpa usulan dari pimpinan Inslansi Pemenintah,

(3] Ketentuan ..
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Ketentuan  lebhilh lanjut  mengenal  lata cars
pengusulan den  penetapan  JF diatir denpan
Peraturan Menteri,

Parapgral 4

Pengangkatan dan Persyaratan Jabatan Fungsional

(1]

(]

(3]

(4]

(1]

Pasal 74
Fetigangkatan PNE ke dadam JF keahban dan JF
keterampiian dilakulkan melahii penganghkalan:
a. pertama;
b. perpindahan dari Jebatan lain; atag
. penyesuaian,
Selain pengangkatan scbapaimana dimaksud  pada
avatb (1], penganglatan ke dalam JF lerleniu daparc
dilakukan meclalu pengangkatan PPPE.

Jems JF tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] diatur dengan Peraturan Presiden.

Ketentuan lebih laniut mengenal tata cara
pengangkatan JF melahal penganglatan PFPK diatur
dengan Peraturan Pemerintab tersendiri,

Pasal 75

Penganglkatan dalam JE keablian melalai
pecngangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 71 horul a5 harus memenuhi peravaratan

sehagar Decikul:
A, hersialls PNS;

b. mcmoliki intcgritas dan meralitas vang baik,

(11 2 T} A
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. =ehat jasmani dan rohani,;

d. herijazah paling rendah surjuna atau diploma IV
sesta dengan kualibkasi pendidikan yang
tlibuinbikan;

g, mengikutl dan alus uji Kompetensi  Teknis,
Kempetensi Manajerial, dan Kompelensi Sosial
Kultural =sesuai standar kompetensi vang telah
disusun oleh instansi pembina;

{. milal prestasi kerja paling sedikit bernilai baik
dalam 1 {satu) tahun terakhir; dan

g, syaral lwnnya yang ditetapkan oleh Menteri

Fenpangkatan portama scbapgaimana dimaksud pada

ayat [1] merupakan pengangkatan untuk mengrsl

lowongan kebuwluhan JF yang telah  ditctapkan
melalul pengadaan PNE.

Pazal 74

Penpanelatan dalam JF keahlian trelalui

perpindahan dari Jabatan  lain scbhagaimana

dimaksud dalam Pasal 74 huruf b harus memenuhi
persyaratan schagan beriknaf:

8. berstatus PNE:

by, merniliki mlegritas dan moralitas yang baik;
sehat jasmani dan rohau;

d. berijezah paling rendah sarjana atau diploma IV
sesllal dengan  kualilikasi  pendidikan  yang
dibutuhkan:

¢, mengkuti dan lalus uwji Kempetensi Teknis,
Kompetenzi Manajerial, Jdan Kompetensi Sosial

Eultural sesuvai standar kompetensl yang telah

digisun oleh instansi pembing;

f. memiliki . . .
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memilikl pengalaman dalam pelaksanaan tugas di

hidang .JbF yang akan diduduk] paling kurang 2

fdua) tahun;

nilai prestasi Kegja paling scdikit bernilai baik

dulam 2 (dua) tabun terakhir;

berusia paling tinggi:

i} a3 (lima pulub tiga] tahun wunluk .JF ahl
pertama dan JF ahli muda:

2} o5 [Ilma pulub limal tabun untuk JF ahb
madya; dan

3} 80 [enam puluh) rabun untuk JF ahli utama
bagl PNS vang telah menduduki JPT; dan

svarat lainnya yanp ditetapkan olch Menteri.

{2} Pengangkatan JE keahlian sebapaimana dimaksud

pada ayat {1) harus mempertimbangkan ketersediaan

lowongan kebutubhan untuk JF yang akan didudoki.

Pasal 77

{1} Pcnganpkatan  dalam  JF  keahlian  melahy
penvesiaian sehagaimana dimaksud datarmn Pasal 74

hurul ¢ harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.
b.

*

.

borstatns PMNE;

memilikn integritas dan maralitas vang ik

gsehat jasmani dan rohani,

berijjazah paling rendah sarjans atau diploma IV;
memihki pengalaman dalam pelaksanaan tugas i

bidang JF wang akan didudula paling kurang
2 (du) tadiun,

filai presias ke paling sedikic bernilsd baok
dalam 2 [duaj tahun terakhir; dan

syarat lainnye vang ditetaplkan oleh Menteri

(2} Penpengkalan . ..



(<]

(3]

{1}

12}

PRZZIDEM
R=ZPUBLIkE OO RS

- 47 -

Pengangkatsn  dalam  JF keahlian  zebapaimana
dimaksud pada ayat {1) dapal dilakukan apabila PNS
vang bersangkutan pada saat penetapan JF aleh
Menter memilikd penpalaman dan masib menjalankan
tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan
keputusan PyE.

Penyesualan dilaksanakan 1 (ratu] kali untuk paling
lama 2 {dua] tahun sejak penetapan JF dengan
tnempertimbangkan kcbutuhan Jabatan.

Paual 78

Penganpkatan  dalam JF keterampilan melali
pengangkatan pertama scbhagaimana dimadosud dalam
Pasal 74 huouruf a harus memenuhi  persyaratan
sebagal berikut:

=l

berstatis PNS;

L

memiliki integritas dan moralitas yany bailk;

5

sehart jasmani dan rohani;

d. berjjazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat
atas atau  setara sesual dengan kualifikasi
pendidikan vang dibutuhlean;

e. mengikuti dan halus Wi Kompetensi  Teknis,
Kompetensi Mangjerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural =sesuai standar kompetensi vang elah
disusun cleh instansi petnbing;

f. nilai presiasi kega paling scdikit bernilai balk
tdalam 1 (satu} tahun terakhir; dan

g- svaratlaintiva yang ditelapkan oleh Menteri

Penganghkalan perlama schagaimana dimaksud pada

ayat {1} merupalian pengangkatan unluk mengisl

lowongan  kebutuhan JF yang  lelah ditetapkan
melalul pengadaan PNS.

Pasal 79 ...
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Penpangkatan  dalam JF  keterampilan melahai
perpndahan dari Jabetan  lan  scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 hurul b harus memenuhi
perayaralan scbagal berikur:
a. berstatis PN3;
b, mcmihkl mtegritas dan moralilas yang baik;

sehat jastnar dan rohani,

d. berijazah paling renduah sckolah lanjutan tingkat
atas  atau =etara sefba denpsn koalibkass)
pendidikan yang dibutiaihkan,

¢. mengikuli dan lulus uji Kompetensi Teknisa,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial
Kultural sesual slandar kompetonsi vang telah
disusun aleh instans pembina;

f. memiliki pengalaman datam pelaksanasn tugas di
bidang JF wvang akan diduduki paling kurang
2 {dua) tahu;

g. nilal prestasi kerja paling sedilat bernilai baik
dalam 2 [dua) tahun terakhir;

h. usia paling tingpi 33 [lima pulub Uga) tabon; dan

1. svarat lninnya vang ditelapkan oleh Menteri,

Penpangkalan  JF keterampilan  sebapaimana

dimaksud pada ayat (1) haris mempertimbangkan

kereraedinan lowongan kebutuhan uotuk JF yang

altan diduduki.

I*azal &0

Fenganghkatati duelam JF  keterampilan  melahii
penycsuaian sebagaimana dimaksud dalam *asal 74
hurud ¢ harus memenuhi persvaralzn sebagsi berikmt:

A, beratalus - .,
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a. berstalus PNS;
b, memiliki imegritas dan moralitas yang baik;
e, schat jasthani dan rohani:

d. berijjazah paling rendah sekolah lanjutan tingkal
atas atanl setars;

e. memiliki pengalaman dalam pelaksanasn tugas di
bidang JF yang skan diduduki paling singkat
2 (dua) tabun;

f. nilal prestasi kerja paling sedikit bernilai baik
dalam 2 [dua] tahun terakhir; dan

g. syarat lainnya vang ditetapkan oleh Menleri.

Penpgangkatan dalam JF kcterampilan sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) dapat dilakulkcan apabila FMNS
yvang pade ssatl penclapan JF alebh Menteri memiliki
pecngalaman dan masih menjalankan mugas di bidang
JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan PyvB.

Penyesuaian dilaksanakan 1 {sati) kali untuk jangka
waktu paling lama 2 (dua) tehun lerhitung scjak
fanpgal penctapan JF dengan mempertimbangkan
kebutuhian Jalatan,

Paszal Bl

Pengangkaran dalam JF  keuhiian dan JF
keterampilan melalui promesi selagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 huruf d harus memenuhi persyaratan
sebagal berikut:

4. mengikull dan lulus uwji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompelensi Sosial
Kultural sesuai standar kotnpetensi yang telah

disusun oleh instansi petnbing;

b. nilai. . .
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Ir. mnilar prestasi kerja paling scdikit bernilaj baik
tdalam 2 {dua) tahun terakhir: dan
c. svarat lainnva yvang ditctapkan oleh Menteri.

Pengangkatan JF keshlian dan JF keterampilan
sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1] harus
mempetlimbangkan ketersediaan lawaongan
kebutuhan untuk JF yang akan diduduki.

Paragraf &
Tata Cara Perrpangkatan Pertama
dalam Jabslan Fungsional

Paszal 82
PyB mengusuiltan penganglatan pertama FNS oalam
JF kepada PPK unthak:
a. JF ahli pertama;
b. JF ahli mmudas;
. JF pemula; dan
d. JF terampil,

Pengangkalan pertama dalam JF  schagaimana
dimalkesud pada ayat (1) ditetapikan oieh PPE.

Pazsprol £

Tara Cara Pengangkalan dalam Jabatan

Fungzional melalui Perpindaban Jabatan

Pasal 83

(1} Pengungkatan dalam JJF melalui perpindahan Jabatan

dinsulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden hagi PNS  vang  akan

menduduki JF ahli ulama; ataa

b. IyB. . .
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bh. PyB kepada FPE bagi PNS vang akan menduduki
JE selan JIF ehli wlama sebagaimana dimaksud
pada huraf &,
(2] Penganghkulan dalam JF sebagaimana dimaksud pada
avat [1) huruf a ditetapkan oleh Prosiden.
(3] Pengangkatan dalam JF scbagaimana dimaksud pada
ayat [11 hurul b ditetapkan oleh PPE,

Patrapral 7
Tata Cara Pengangkatan dalam Jabaten Fungsional
melalai Penyesuaian

Fasal 84
{1} Penganpkalan PNS vang akan menduduki JF melalui
penyesuaian diusulkan cleh PyE kepada PPE.

(2} Penganpkatan PNS dalatmn JF schagaimana dimaksuel
pada ayat (1) ditetapkan oleh PPE.

Paragraf &
Tata Cara Fengangkatan dalatn Jabatan Fungsional
melalui Promosi

Paxal 85

(1] Pengangkatan dalam JF melalul promosi diusulkan
oleh;
a. PPK kepada Presiden bagi PNS  vang akan
menduduki JF ahili ulama; atang
b. I¥E kepads PFK bagi PNS vung akan menduduki
JF selain JI ahll utama sebagaimana dimaksud
pacds buruf a,

(2] Pengangketean dalam JF sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] huruf a ditetapkan olch 1*residen.

(3] Pengangkatan dalam JF sebapgaimana dimaksud pada
avat [1] burul b ditetaphan oleh PRK.

Faragraf © . . .
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Paragraf @
Pendelegasian Pengangkalan dalam Jabatan Fungsional

Pasal 86

(1} PPK ¢dapat memberikan kuasa kepada pejabal yang
ditumjuk  di  lingkungannya untuk menetaplan
pengangkatan dalam JbF selain JF ghli madya.

{2} Ketenuuun lebih lanjut mengena tata cara pemberian
Kussa pengangkatan dalam JF  scbagaimana
dimaksud pada ayat (1} diatur dengan Peraluran
Menlen,

Purapraf 10
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/ Janji

Paual &7

Beriap PN3 vang diangkat menjadi pejabal [ungsional
wijib dilantile dan diambil sumpah/janii menurml agama
atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pazal BH

Sumnpahfjani Jabaran  sebagaimana dimaksud  dalam
Pazal 7 bertrunyi scbagai herikut:

"Demi Allah, saya borsumpah:

bahwa saya, ekan setia dan taat kepada Undung-Undang
Daxar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan
mergalankan  segala  peraluran perundang-undangan
dengan  selurus-lurusnys, demi dharma bakt  zava

kepada bangas dan negara;

bahwa . . .
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babwa saya dalwm meonjalankan tapas Jabatan, akan
menjunjung  etikas  Jabatan, bckerja  denpgan  sebaik-

baiknya, dan dengan penuh rasa langgung jawab;

bahwa saya, aksn menjaga intepritas, lidak
menyalahgunakan kewenangan, seria menghindarkan

diri dari perialzn terecla;

Pasal 89

(1] Dulam hal FNS berkeberatan untuk mengucapkean
sumpah karcena  kevallinun  lenlang  apams  atau
kepercayaanya Kepada Tuhan Yanpg Maha BEsa, FNS

yang bersanglkutan mengicapkan janji Jabatan.

(2] Dalam hal seorang PNS mengucapkan janiji Jalbatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kalimat
“Domi Allah,  saya bersumpah”  sebageimana
dimaksud dalam Pasal 88 diganti dengan kalimar:
“Demi Tuhan Yang Maha Esa, sava menvatakan dan

hetjanfi dengan sunpruh-sungguh®

(] Bagi PNS yuang beragama Kristen, pada akhic
sumpah/jany  Jabatan  ditambahksn kalimat:

"Kirany« Tuhan menolong sava”,

[4) Bagi . . .
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(¢) Bagi PN3 vanp beragama Hindu, maka frasa “Demi
Allah” sebagaimana dimakaud dalam Pasal 88 diganti
dengan *Chn Alah Paramawizsesa”,

(3} Bagt PN3 wang beragamas Budhe, maksa frasa *Demi
Allah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal B8 diganli
dengan "Demi Sang lvang Adi Budha”

[0y Bagn PNS yang herapama Khonghucu mabka frase
“Demi Allah® sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
diganti dengan *Kehadirat Tian di tempat yang Maha
tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi,
Dipermulialtanlah®.

{7) Bagi PNS yang berkepercavaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa selain beragama Islam, kristen, Hindu,
Budha, dan Khonghucu maka frasa “Detmi Allah”
sebagrimana dimaksud dalam Pasal 38 diganti

dengan  kalimat  lain vang  sesusi dengan
kepercayaannya terhuadap Tuhan Yang Meha Esa,

Pasal 9

{1} Sumpah/janji Jabalun diambil nleh  PPK di
hngkungannya masing-raasing.

{2} PI'K sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat
menunjuk pcjabat lain (i bngkungsnnya  untuk
mengambil sumpah/janji Jabatan.

Pasal 41

(1) Fengambilan sumpah fjanp Jabatan dilakukan dalam
suatl Lpacara kbidmeat.

[2) PN yang mengangkat sumpah/jangi -labatan
didammngi oleh scorang rohaniwarl.

(31 Pengambilan sumpali/janji Jabatan disaksilan oleh
dua oranpg N8 yang Jabalannya screndali rendahnya
sama  dengan  Jabatan  FNS  vang  mengangkat
sumpah/janji Jabatan,

4} Pejabart . ..
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{4} Pgjabat  yang menpambil sumpah/janji  Jabatan,

(1]

(]

{3

mengucapkan  susunan  kata-kats  sumpah/janji
Jdabatan kalimat demi kalimat dan diikuti aleh PNS
vang mengangkat sumpah fjanji Jabatan,

Pagal 92

Pejabat  yang mengambil  sumpah/janji  .Jabatan
membuat herita acara tentang pengambilan sumpsh/
janji Jabatan lersebut.

Berrta acara sehagaimana dimsksud pada ayat (1)
ditandatangani  oleh  projabat vang mengambil
sumpah/jangl  Jabatan, PNS  yang menganpkat
sumpal/janji Jabalan, dan saksi.

Berita acara schbagaimana dimaksud pada ayal (1)
dibual rangkap 3 (ftiga), yailu satu ranpgkap untuk
PNS wang menganpgkal sumpah/janji Jabaran, saru
rangkap untuk  lostans Pemerintah  yang
bersangkutan, dan satu ranghkap untuk BKN.

Pasal 93

Eelentuan lebih lanjut mengenad lata cara pelantikan dan

pengambilan sumpal/janji JF dislur dengan Peraturan
Kepala BKN.

Parapral 11

Femberherntian dari Jabatan Fungsional

(1]

Praual 94

PNS thberhenbkan dari JF apabila;
a. mengundurkan diri darl Jabalan;

b. diberhentlikan sementara sebaga FNS;

c. menjalani . ..
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c. menjalani culi di luar tanggungan tiegara;

d. menjalani tugas belajar Iebih dari 6 {enam) bulan,
¢. ditugaskan secara penuh di luar JF; atau

f.  tidalk memenuhi persvaratan Jabatan.

2] PN3 wyang diberbentikan dad JF karona  alasan
sebagaimana dimalisud pada ayat (1) hucal b, huraf
o, humaf d, dan huraf © dapat diangkat kembali sesua
dengan jenjang JF terakhir apabila tersedia lowongan
Jabatan.

Paragraf 12
Tata Cara Pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Pasal 95

(1] Pemberhentian <dari JF diusulkan oleh:
a. PPR kepada Presiden bagi PNS vanyg mendudoki
JF ahli ulamea; atan

b. PyB kepada PPK hagi PNS yanpg menduduki (JF
selain JF ahli utama sebagaimana dimaksud pada
huruf a,

(2] Pemberhentian dari JF sebagaimana dimaksud pada
aval (1) huraf a ditetapkan oleh Presiden.
(3] Pemberhentian dari JF scbagaimana dimaksud pada

ayat {1) huraf b ditetapkan oleh PPE.
Pasal 96

FEBK sehagaimana dimaksud dalam Pasal 95 avat (3)
dapal memberikan iasa kepada pejabat vang diturjuk
di lingkungannya untuk menetapkan pemberhentian dari
JF sclain JF ahli madya.

Pasal 97

Ketenruan lebih lanjut mengenai 1ata cara pemberhentian
dari JF dialur dengan Peraturan Montord.

Paragrat 13 _ ..
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Paragraf 13
Ranglkap Jabatan

Pasal Ui

Dolam rangka  cprimalisasi  pelsksanaan  luges  dan
pcncapaian  kinerja  organisasi, pejabat  fungsivoal
dilarang rangkap .labatan dengan JA atau JPT, kecuali
untuk JA atau WJPT vang kompetens: dan bidang tupas
Jabalannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan
kompetensi dan bidang magas JF.

Paragraf 14
[nstans Pembina

Pa=al ot

(1) Instansi  pembina JF  merupakan  kementerian,
lernbags pomerintah nenkemernleriarn, atau
kesekretarialan  lembaga negara vaty  gesuad
kelkhususan tugus dan fungsinya diterapkan menjadi
instansi pemhbina suatu JF.

(2] Instansi pembina berperan sebagai pengelola JF yuny
mecnjadi tanggung jawabnya untuk menjamin
terwujudnya standar kgalitas dun  profesionalitas
Jabatan,

{3 Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimalisud
pada ayat [¥], instansi pombina memiliki tugas
sebagal beriloof:

a. tnenyusun pedoman formeas JF,
b. menyusun standar kompetensi JF;
v. menyusun pelunjuk pelakzanaan dan pemnjuk

teknis JF;

d. menyusun ...
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menyusun standar  kwalitas hasil kega  dan
pedoman  penilaian Kualitas hasil kerja pejabat
hangsional;

menyusun pedoman perulisan karva tulis/ karya
ilmiah yang bersilat inovatif di bidang tugas JF;
menyusun karilulum pelatihan JF;
menyclenggarakan pelatihan JF;

membina penvelenggaraan pelatihan  fungsional
pada lembaga pelatihan;

menyelenggarakan ujl kompetensi JT;

menganalisis kebutuhan pelatihen fungsional «di
bidang tugas JF;

melakukan sesialisasi petunjuk pelaksanaan dan
petuwjuk tekras JF;

mengembanglkan sistem informasi JF;

. mcmiasilitasi pelaksatiasn tugas pokok JE:

memfasilitasi pembentukan organisast profesi JF;

mermiasilitasi penyusunan dan penctapan kode
ctik profesi dan kede perilaku (b,

mclakukan akreditasi pelalihan fungsional dengan
mengac Kepada ketentuan vang telah diletapkan
oleh LAN:

melakukan pemantavan dan evaluasi pericrapan
JF di oselwubh Inslansi Pemerintah wvane
mengginakan Jabatan tersehut: dan

telakukan koordinasi denpan Instansi penggana
dalam  rangka  pembinaan  karier  pejabat
(ungsicnal.

i kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat [3)
huruf i dapat dilakukan cleh Instans Pemcrintah
pengeuna  JF O selelah mendapar  akredilasi dan
tnstansi pembina,

(3] InatAnsl - .
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(3] Instansi pembina dalam  melaksanakan  tugas
pengeclolaan  wajib  menyampaikan secara  berleala
setiap tabun huasil pelaksanaan igas scbagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huraf ¢
hurof d, huraf e, hueaf 1, hurof k, hunf 1, hural m,
hurut n, hurul o, huruf g, dan hurul , pengelolasn JF
yany dibinanya sesual  dengan  purkembangan
prlaksanaan JF kepada Menteri dengan tembusan
Kecpala BEN.

(5] Instans: pembine menyampaikan sccara  berkala
seiap  tabhun  pelaksanaan  lugss scbagaimana
dimaksud pada avat [3) huruf {, humaf g hurof h,
huruf j, dan huril p kepada Mentocri dengan
tembusan Kepals LAN.

(7] Kerentuan lebih lanjut mengenai penyelenggarasn wji
kompctensi WV sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
huruf i diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 100

Pengawasan terhadap pelaksanaan  tugas  instansi
pcmbina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayal (3]
dilalauikan uleh Monteri.

Patagrat 15
Organisas] Profesi

Pa=al 1011

(1) Betiap JF wang tclah ditetapkan  wajib  memiliki
1 {satu} organisusi profesi JIF dalam jangka wakta
paling lama 3 (lima} tahun terhitung sejak tanggal
penctapan JJF,

(2} Betiap pejabat funpsional wajibh menjadi anggota
nrgatlsasl profesi R

(3] PFembentualman -,
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(3] Pembentukan organisasi profesi JF  sebagaimana
ditmakesud pada ayat (1) difasilitasi instansi pembina.

(4] Organisasi profesl JF sebagaimana dimmaksud pada
ayat {1] wajib menyvusun kode ctik dan kode perilaku
profesi,

(2] Organisasi profest JF memplorryal tupas:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi:

b, memberikan advokasi: dan

. memeriksa dan membetikan rekomendasi otas
pelangparan kode etik dat kode perilaku profesi.

(0] Kode etik dan kode perilalou profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4] dan ayat (5) huruf a
ditetaplkan oleh organisasi  profesi JF  setelah
mendapat  persctujuan dari pimpinan instans
prerbana,

(7] Ketentuan lebih lanjut menpenai gyaral dan tata cara
pembentukan organisasi profesi JF dan hubungan
kerja instansi pembing denpan orpanisasi profesi JF
diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keerpal
Jabatan Mmpinan Tingyi

Paragraf 1
Jerjanyg, Fungsi, dan Akuntabilitas
Jahartan Pimpinan Tinggi

Pasal 102
Jenjang JPT terdiri atas:
a, JPT ulams;
b. JJPT rmiadys; dan

¢. JPT pratama,
Masal 103 . _ .
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FPasal 103

JPT berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawad
ASN pada Instansi Pemerintah.

Pasal 104

(¥] Betiap pejabal pimpinan  tinggl harus  teenjamin
akuntabihitas Jalbatan.

(2] Alcaarabilitas Jabaian schapsimana dimaksud pada
ayval (1] mehputi:
A4, JPT ulama:

1. tersusunnva kebjakan  yang menduluing
pelaksanasn pembanminan;

2. peningkatan kapabilitas arganisasi;

3. twerwujudnyva sinergl  anlar  instansi  dalam
niciicapai yjuan pembangunan; dan

4, terselesaikannys  masalah  vang  memiliki
kompleksitas dan risile linpgi yany berdampak
palitis.

B, JPT mmadya:

. teowujudnya perumuisan  kebijjakan  yang
memberikan anhasi

2. terlaksananya pendaysgunasn sumber daya
untuk menjatnin produktivitas unit kerja;

3. lerlaksananya penerapan kebijakun dengan
risilen yang mirimal;

4. lersusunnya progran vang dapal menjamin
prIcapaian tujuan Organisuasi,

> erlaksananya penerapan program organisasi
vang berkesinambungan; dan

& terwyjudnya sinerpgl antar pimpinan i dalam

dan arlar organisasi untuk mencapa Lujusn
pembatigunan yang cfektif dan efisien,

o JPT L L
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c. JPT pratama;

1. tersusunnya rumusan  alternatf  kebijakan
varg memberikan solusi;

4, tercapainya hasil kKetja unit sclaras dengan
lujusan arganisasi;

3. tereujudnya  pengembangan  straregi vang
terintegrasi untuk menduliing  percapaian
tijuan oranisasi; dan

4. terwijudnya kapahilitas pada nrit kerja untok
MENCANAL oulcome organizasi,

Paragraf 2

Fersvaratan Jabatan Pimpinan Tingg:

(1]

(2]

(1

(2}

Fasal 105

JPT utama, JPT madya, dan JI*' pratama diisi dari
halangan PN,

Bcliap PNS  vang memenuhi  syarat  memputyva
kesempatan yang sama untuk mengisi JPT yang

lowong.

Pasal 106

JPT ulama dan JPT madya tertentu dapat diisi dan
kalangan naon-PNS dengan persenijuatl Presiden yang
pengisiantva  dilakukan  secara lerbuka dan
kompetiif  scrta ditetapkan  dalam  Keputusan
Presiden.

JET utama dan JPT madva terlenlo sebagaimana
dimakeud pada ayat (1) dikecualikan untuk JPT
utama datt JPT madya di Lidang rehasia ncgaua,
pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara,
kesekretariatan negara, pengelolaan sumber dayva
alam, dan bidang lain vang ditetapksn Presiden.

(3} Ketentnan . . .
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(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai JPT utama dan JFT
madya tertentu sehagaimana dimmaksud pada ayat {2)
dizlur dengan Peraturan Presidon.

Pasagl L7

Persyaralan untuk dapat diangkal dalam JPT dar
kalangan PNS sebageimans ditnaksud dalam Pasal 105

sehagal berikut;
4. JPFT utama-

7.

memilikd  kuahfikasi pendidikan paling rendah
sarjana atau diploma IV,

memiliki Kumpetenai Teknis, kompetensi
Mangcnal, dan Kompetensi Sosial Kultural scsuai
standar Kompelensl Jabatan yang ditetapkan;
memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas
yvang lerkait dengan Jabatan vang alen diduduki
secara kumnulbatl  paling singkal  sclama
L& {mepulubh) tahin,

sedang atay pertiah menduduki M1 madya atau
JF jenjang ahh utama paling singkat 2 jdus)
tahun;

memiliki reltam  jejuk Jabatan, integritas, dan
moralites yang baik;

usia paling ringgl 58 (lima puluh delapan) tahur
dan

sehar jasmani dan rohani.

k. JPT madva:

1.

memililki  lialifkasi pendidikan  paling  rendah
sarjana atau diploma TV;

metniliki Kompetons] Teknis, Kompelensi
Manajerial, dan Kumpetensi Sosial Kultural sesuai
standar kotnpelensi Jabatan vang ditetaplkan,

3. memililsl . . .
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3. memiliki penpzlaman Jabatan dalan bidang tugas
vang terkait dengan Jabatan vang akan diducduli
secara kumulatil paling singkat selama 7 [tujuh)
tahun;

4. sedang atau pernah menduduki JPT pratama slao
JV jenfang ahli utama paling singlat 2 (dug)
tahun;

3. memiliki rekam  jejak Jabatan, integritas, dan
moralitas yang baik;

fi. usla paling tinggi 58 [lima puluh delapan) tabun;
dan

7. mehal jasmani dan rohani.

JPYT pratema:

1. memiliki kualiikasi pendidikan paling rendah
sarjana atau diploma TV

2. memilin Kompetenai Teknis, Komprtensi
Manajerial, dun Kompetensi Sosial Euloural sesusai
standar kempetensi Jahatan yang ditetapkan;

3. memiliki pengalaman Jabalan dalam bidang tugas
vang tetkail denpan Jabatan vang akan diduduoki
sccara kumulalil paling kurang selama 5 (litna]
tehun;

4. scdang  ataul  pernsh menduduki Jabatan
admirustrator atan JF jenjang ahli madya paling
singltal 2 [dus} tahun;

a. memiliki rekam  jujak Jabatan, integrilas, dan
mdaralitas yang baik:

B. usia paling tingel 56 (Hma pulub enam) tahun;
dan

7. gehul jasmani dan rohani,

Panal 108,
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Pasal 108

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dan
Kalangan non-UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasaj
106 ayat (1] sehapa bernikuot:

a. JFT ulama:

1. warga nepara Indonesia;

2. memiliki Kualiikaszi pendidikan paling rencdabl
pascasarjana;

3. memnilia Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesusd
standar kompsetensi Jabatan vang ditetapkan;

4. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas
vang lerkail dengan Jabatan yvang alan didedubkd
secara kumulatf paling singlat 13 (ima belas)
tahun:

B, tidak menjadi anggota atau penguras  parlad
politik paling singkal 5 [lima} tabun sehelum
pendaftaran:

5. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara,

Y. mcmibkl rekam jejak Jabatan, integritas, <dan
moralitas yang baik;

8. Usia paling tinggi 58 {lima puluh delapan) tahun;

9. sehaf jasmani dan rabani; dan

10.tidals pernah diberhentikan tdak dengan hormat
dari PNE, prajurit Tentara Nasional lndonesia,
anggotn  Kepolisian  Repuhlik  Indonesia  alau
pegawal swasta.

. JPT madya:

1. warga negara Indonesia;

2. memiliki  koalifikasi  pendidikan  paling  rendah
pascasarana;

3. memiliki kompctensi Teknis, Eompetenst

Mangjerial, dan Kompetensi Sosial Kuloaral sesuad
standar kompetensi Jabatan vang dibuluhkan;

4, memiliki . ..
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4. memihkl pengalaman Jabatan dalam bidang tugas
yang terkait denguan Jabatan vang akan diduduli
scoara  kumulaul paling singkat 10 [sepuluh)
tahumn;

F..H

tidalk menjadi anggotafpenguris partal  polick

paling  singkat 5 (lima)  tahun  sebelum

prndaitaran;

3. tudak pernah dipidana dengan pidana penjara;

7. memiliki rckam  jejak JJabatan, integrilus dan
maralitas yang baik;

8. usia paling tinggi 58 {lima puluh delapan) tahun;

9. sehat jJasmani dan rohani; dan

10, tidak permah diberhentilcan tidak dengan hormeat

dari PN3, prajurt Tentara Nasional Tndonesia,

anggota Kepolisian Negara Repuhlik  Itrdonesia
atan pegawal swasta.

Pasal 104

Kaompetensi Tekmts sebagaimana dimaksoud dalam
Pasal 107 dan Pasal 108 diukur dari tingkal dan
spesialisasi pendidikan, pelatihen leknis fungsional,
dan pengalaman bekerja secara teknis

kompelensl Manajerial sebagaimana dimalcsud dalam
Fasal 107 dan Pasal 108 diukur dari  tingkat
pendidikan, pclatiban struktural alan manajemen,
dan pengalamat kepemimpinan.

Kompctensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 107 dan Pasal 108 diukur  dari
rengalamnan  kerja  berkaitan dengan  masyarakat
majemuk dalam  hal apama, suku, dan budava

achingpa memiliki wawasan kebangsaan.

{4} Standar . . .
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Standar Eompetensi Teknis, Kompetensi Mansjeral,
dan  Kompetensi  3Sosial  Kultural sebagaimana
dimaksud pada ayat {1}, ayal {2) dan ayat (3)
ditetapkan cleh Menter berdasarkan usulan Instansi
Pemerintah.

ketentuan  lcbih lanjut menpensi pedoman
pPenyLsUNAD Kompelenst  Telmis, Kompetensi
Manajerial, den  Kempetcnsi  Soszial  Kultural
sebagaimana dimaksad pada avar [2), wyatl (3), dan
avat {4} diatur denpgan Peraturan Menterd.

Paragraf 3

Tala Cara Pengisian dan Penpangkatan

{1}

1]

{-2]

(4]

Jabatan Pimpinan Tinggi

Pasal 110

Pengisian JPT ulama dan JJPT madva di kementeriar,
lembaga pemerintah nonketenlerian, kesclkretariatan
lcmbaga negara, lembags nonstruktural, dan Instans
Draerahy dilakukan secara terbuka dan kompettlil di
kalangan PME seslal dengan persyaratan
sebagammana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a dan
hurul .

Pengisian JPT utama dan JPT madya scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lingkat
nasionzal.

Pengisian JII pratamea dilakukan secara terbulca dan
kompetitif  di  kalangan PNS  sesuai dengan
persyaratan sebagaimans dimaksud dalam Pasal 107
huruf ¢

Pengisian JPT pratama sebagaimana dimeksul pada
ayat (3} dilakukan secara lerbuka dan kompetitif pada
tingkat nasinnal alau anlar kabupatenkota dalam
1 [sA11] provinsd.

Fasal 111, ..
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Pausal 111

Pengisian WJPT utama dan JPT madva tertenill vang
berasal  dari kalangan  non-PNS sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasul 106 sesuai  demgan
persyaratan sebagaimans dimaksud dalam Pasal 108
bt & dan hurof b

Pengisian JPT utama dan JPT madyva tertentu yang
berasal  dari kalangan  non-PNS  sebapgaimana
dimaksud pada ayat {1) harus terlebih  daholo
mendapat  persetujuan Presiden  serta  ditetapkan
dalam Keputusan Presiden,

Pasal 112

Fengisiann JPT utama vang memperoleh hak-hak
keuangan dan  fasilitas ldinnya sctara  menteri
cdiiakcubem melalni seleksi terbuka dan kompetiti]
sesuai sistem merit dan diangkat aleb Presiden.

Presiden  selaku pemegang  kekuasaan tertinggi
pembinaan ABN  dapar menpoangkat JPT utama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] melahi

penugasan atarl pentnjukan langsung,

Pagal 113

Pengislan JJPFT sebagaimana dimalsud dalam Pasal 110
dan Pasal 111 dilakukan melatui tahapan:

.
b.
",

o1,

PEreTCanaAan;
penglinumean lowongat;
polaunaran;
seleksi;
penpumuman hasil seleksi; dan
penetapan dan petiganpkatan.
Pasal 114 .,
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Pa=al 114

Perencansan pengisian JPT scbagaimana dirnadesud

dalam Paszal 113 huruf a melipurti:

a.  penentuan JPT vang akan diisi;

b pembentukan panitia selelesi;

C. penyusanan  dan  penetapan jadwal  lahapan
pengisian JFT;

. penenluan  metode  seleksi dan peonsusunan
materi zelelsi; dan

e, penentnan sistem vang digunaksn pada setiap
tahbapsan pengisian JPT.

Panita scleksi sebagaimana dimaksud pada ayat [1)

hurufl b untuk JPT Utama dibentuk nleb Presiden.

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat [1)

hurd b uniuk JPT Madya dan JPT Pratama dibentuk

pleh FPK, keouali JPT Madya lertentu dibentuk oleh

Presiden.

Dalam membentuk  panitin - seleksi sebagaimana

dimaksud pada avat {3), PPK berkoordinasi dengan

Komisi Aparatur Sipil Negara,

Fanitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri atas unsuar:

4. pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan
Instansi Pemerintah vang bersangloalan;

b. pcjabar pimpinan linpggi dari [nstansi Pemennlah
lain vang terkait dengan hidang tugas Jabatan
vang lowong; dan

. akademisi, pakar, atau profesional.

Fanitia selelsi schagaimana dimaksud pada ayat £2),

ayat (3], dan ayal (4] harus memenuhi persyacatan:

a. memihki pengetahuan danfatau  pengalaman
wedlal deongan jenis,  hidang  tupas,  dan
kompetensi Jabatan vang lowong;

3. eoernaliki . . .
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b. memiliki pengelahuan umum mefipenai penilaian
kompelensi;

c. tidal menjadi anpggota/penguras parlai politik:
dan

d. udak berpotensi menimbulkan kanflik
kepentimgan.

Pamulia scleksi sebagrimana dimaksud pada ayat (2)

berjumlah gasal waitu paling sedikit 5 [lima) orang

dan paling banvak 9 {zembilan) orang.

Pasal 115

Panita scleks) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

tnemiliki tugas:

d.

1x.

(1]

menyusun  dan menctapkan jadwal dan  tahapan
prngisian,
menentukan metode seleksi dan menyvusun materi

selelsi:

menentukan sistcin yang  dipunakan pada  setiap
tahapan penpisian;

menenlukan kriteria penilaizn seleksi administrasi

dan seleksi kompotens;

mengurmimkan  lowongan  JPT  dan  persyaratan
pelamaran;
melakukan seleksi administrasi dan kempelensi; dan

menyusin dan menyaimnpaikan laporan hasil selcksi
kepada PPE.

Pazal 116

Dalam melaksanaltan luguas scbagaimana dimaksad
dalam Pusal 115, panitia seieksi dibaruw  olch

sckrotariat.

(2] Bekretarial |
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[2) Sekrciariat sebagaimuana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh unil organisasi vang membiduangi
utisan kepegawaian.

{(3) Sekretariat sebagaimana dimaksod pada ayat (2)
memiliki (ugas memberikan dukongan administratif
kepada panitia selelsi,

Posal 117

1} Pengumuman lowotigen pengisian JFT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 huruf b wajib dilaluakan
sceara  toerbuka  melalui media  cetak  nasional
dan / atan modia elelitronik.

(2] Pengumuman lowengan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dilaksanakean paling singkat 15 (lima belas)
hari  lalenwder  schbelum  batas  akhir  langpal
penerimaan lamaran.

(¢) Pengumuman lewongan sebagaimana ditnaksud pada
avat (2] dilakukan berdasarkan ketentian seluwgad
berikur;

i. terbuka pada tingksl nazional kepada seluruh
Instansi Pemerintah wntuk JPT pada Instansi
Fusat dan JPT madva pada lostansi Daerah

PIOVITISL,

b. terbuka pada Ltngkal nasional atau  terbuka
antarkabupaten /kota dalam 1 (sain]  provinsi
untuk .JPT pratams  pada Instansi  Daerah
provinsi; aten

€. terbuke pada tingkat nasional atou terboka antar
kabupalen/kota dalam 1 {sata) provinsi untuk
JPT pratatna pada Instansi Dacrah
kabupaten/kata,

(4] Petigurniinan, | .
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Pengumumat lowongan sebagaitnana dinaksud pada
ayat () paling sedikit hars memuat;

a. nama JPT vang lowong;

. persyaratan sebageimeana dimaksud dalam Pasal
107 danalan Pasal 108;

c. kualifikasi dan standar kompelensi Jabatan yang
lowmng;

. balas waktu penvampaian berkas pelamaran;
¢. tahapan, jadwal, dan sistem sclcksi; dan

atarnal dan nomor telepon sekretanat panitia
seleksi yang dapat dihubungi;
Fengumumean lowongsn scbapaimana dimakoul pada
avat ) ditandalangani oleh kctua panitia selelosi atau
ketua sekrelariat panitia selekst atas nama ketua

panitia seieksi.

Pasal 11&

Fclamaran pengisian JFT sebagaimana  dimalosaed
dalam Pasal 113 huruf ¢ disampaikan kepada panitia
selelksi,

Pelamaran  yvang  dilakukan oleh  PNS  harus
direkomendasiltan oleh PPK instansinya,

Fasnl 112

Helain melalul pelamaran  sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 118, panitia seleksi dapat mengundang
NS yang memenuhi svarat sehagaimana dimalksod
dalam Pasal 107 untuk diikutsertakan di dalam
meleksi.

Dalam hal panitin  selekal monpgundang PNS vang
tmermenuhl syarat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) untuk ikut dalam selcksi, NS vang hersangkutan
harus tetap mendapat rckomendasi  dari PPR
Instansinya.

Pasal 120 ...
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Pasal 120

Belelsi pengisiun JPT sehagaimana donaksud dalam
Pasal 113 huruf d dilakukan sesuai  dengan
perencanaan pengisian JPT sebapmimans dimaksud
datarn Pasal 114 ayat {1).

Penyusunan tahapan selekzi dan penetapan jadwal
scleks] dalam perencanasn sebagaimana dimaksied
pada ayat {1) ditakukan sesuai kebuluhan organisasi.

Penontuan metode seleksi dan penvusunan matert

solebel sehapaimany dimaksud dalam Pasal 114 aval

(1) huruf d dilakukan mengaca kepada standar

kompelensi Jabatan.

Panitia seleksi waib meiakukan seleksi secara ohjekuif

dan wansparan.

Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada avat (2)

paling scdikit terdiri atas;

a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejalk
Jabatan, integritas, dan moralitas;

b. =seleksi kompetensi;

¢, WawHnodra akhir; dan

el. Les keschatan dan tes Rejiwaszn,

Seleksi kumpetensi sebagaimana dimabksud pada ayat

{3) huruf b dilakukan olch panitia seleksi.

Pamtia s=cleksi dapat dibaniu oleh dm sclekesi

kompeoensl yang independen dan memiliki keahlian

untuk melalukan seleksi hompetensi.

Kctentuan letnh lanjul mengenai seleks] pengisian
JFPT schagaimana dimakswd pada ayart [3) dan ayat [6)
diatur dengan Peraturan Menteri.

Panal 21 ...
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Fasal 121

{1} Pengumuman  hasil  seleksi  pengisian JPT
sehagaimanta dimaksud dalam Pasal 113 huruf e
wagib dilakulkan untik selivp tahapan seleksi.

{2} Panitia seleksl wajib mengumumkan secara terbuka
pada setiap lahapan seleksi:

1. milal yang diperoleh peserta seleksi herdasarkan
peringkat; dan

b. peserta selehst yang berhak mengikuti tahapan
seleks selanjutnva.

(3] Pada tahapan akhir, panitia scleksi memilih 3 (tiga)
orang peserta seleksi dengan nilal terbaik  untuk
retinp Jabatan yang lowong, sebagai calun pojabat
pimpinan  tinggi Utama, pejabat pimpinan  tingei
madya, atan pejabal pimpinan tinggl pratama wntuk
disampaikan kepada PPE.

Pazal 122

Fenctapan  dan  petgangkatan  JPT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 hurufl [ dilakukan oleh
Presiden atau PPE sesuad kewenangan berdasarkan hiasil
seleltal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 avat (3],

Pra=al 123

(1) Panitia selelisi menyampaikan 3 [tiga) orang calon
pejabat  pimpinan  tinggl pretama yang  Lerpilih
sebagaimuana dimaksud dalam Pasal 121 ayat [3) di
lingkungan Instansi Pusat kepada PPK melalui PyB.

[2) PPK memilih 1 (satu] dari 3 (tiga) orang nama calon
prjdbal  pimpinan  tinggl  pralama hasil  scleksi
scbhagaimana dimaksud dalam Pasael 121 ayal (3
dengan memperhiatikan perdmbangan PyBE untuk
ditetaplkan.

Pasal i24 ,
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Pasal 124

(1] Panitia seleksi menyampaikan 3 (tiga) orang calen
pejabal - pimpinan  nggl  madva  yang  terpilih
scbagaimana dimaksod dalam Pasal 21 ayat (3] di
lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah
nonkementerian  kepada PPK, untuk disampaikan
kepada Presiden,

(2] Panitia =eleksi menyampaikan 3 {tiga) orang calan
pejabal  pimpinan  tnggi  utama  yang  terpilib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 avat {3) di
Imgkungan lembaga pemerintah nonkementeran
kepada  menteri vang  mengoordinasikan, untuk
disamraikan kepada Presiden.

[3) Panitia Scleksi menyampaikan 2 [Ugsd crang calon
pejabat  pimpinan  tingei madva  vang  rerpilih
sebagmimana dimaksud dalam Pasal 121 ayar (3) di
lingkungan lembaga nonstruktural kepada Menteri,
unruk disampaikan kepada Presiden.

(4} Presiden memilih 1 (satu) dari 3 {tipa} arang nama
calon pejabat pimpinan tingei sebagaimanya dimaksud
pada ayat (1), ayal (2], dan avat [3) untuak ditetaplan
sehapad pejabat DA pinan tinggi dengan
mcmperhatikan pertimbangan PPK, mentes yang
mengoardinasikan, atan Menteri.

Pasal 125

Panitla sclcksi menyampailan 3 (tiga) orang calon pejabarc
pimpinan  tingg madva wvang terpilih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 121 awar (3} i lingkungan
kesckretaratan  lembaga  nepara  kepade pimpinan
lembags negars untuk disampaikan kepady Presiden.

Posal 126 . .
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Paszal 126

Fanitia seleksl menyampaikan 3 {liga} orang calon
pgjabat  pimpinan  tinggl madya  yang  terpilih
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 avat (3} di
lingkungsn Instansi Daerah provinsi kepada PPK.

FPE. mengusulkan 3 [tiga) nama calon  peojabat
pimpinan tinggi madya di lingkungan Instanst Daersh
provinsl sebagaimana dimaksad pada ayat (1) kepada
Presiden melahii menteri yang menvelenggarakan
urusan pomerintahan dalam negeri.

Presiden memilih 1 {satu) dari 3 (uiga) nama calon
pejabal  pimpinan  tinggl  madya  scbhagaimana
dimaksud pada ayal (1) untuk ditetapkan sebegad
pejatuat pimpinan titaperi madya dengan
metmperhankan pertimbangan PPE.

Paznal 127

Panitin Sclcksi menvampaikan 3 (tiga) orang calon
pejabat  pimpinan  tinggl  pratama  yang  terpilib
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 avat [3] i
lingkungan I[nstansi Deaerah provinsi dan Instansi
Daerah kabupaten /kota kepada PPK mclalui PyR,
PPK memilih 1 [satu) dari 3 {tiga) nama calon: pejabat
pimpinan tingg pratama  pada Instansi Dacrah
pravinsi dan  Instansi Daerah kabupaten fkata
sebagaimana  dimaksud  pada  ayet (1) untuk
ditetapkan sebagai Pejabal Pimpinan Tinggi Pratamma
detgan memperhatikan pertivnbangan B,
Khitsus untuk pejabat pimpinan tnegg pratama vaog
memimpin - sekretarial | dacrali | kabuparten fkala
sehelum ditetapkan olch bu peti fwalikala
dikoordinasikan dengan gubernur.

(4} Khusus . .
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Khusus untuk pejabal pimpinan tinggi pratams yang
mcemimpin  sckretarat  dewan  perwakilan  rakyvat
daerah, sebelum ditetaplan oleh PPK dikonsuitasiken
dengan pimpinan dewan perwaokilan rakvat daerah,

Fazal 128
Dalam memilih calon  pejabat  pimpinan  tingg
zebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4) dan
Pasal 126 ayat (3], Presiden dapat dibartu elch Gm.

Pembentukan tim sebapuimana dimaksud pada ayval

(11 ditelapkar aleh  Presidenn dengan  Keoputusan
Fresiden.

Pasal 129

FPK dhlarung mengisi Jabatan yvang lowong dard calon
pejabat pimpinan linggi vang lulas seleksi pada JPT yang
laim.

(1]

{Z)

Paragraf 4
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggl
karena Penatasn Orpanisasi

Paxal 130

Dalam hal terjadi penataan organiszasi  Instansi
Femerintah VANE mengakibatkan adanya
penguraigan JUPT, petatasn Pejabat Pimpinan Tinggi
dapal dilakukan melalui wji kompetensi dari pejabat
yang ada oleh panitia =eleksi.

Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan
Tingyl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
memperolell  valon pojabat  pimpinen  tinggl  vang
rmemiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT dilakukan
meialui Seleksi Terbuka.

Pazal 131 ...
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{1} Pengisian JPT vang lowone melaiod mutasi dari sata
JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji
kompetensi dati pojabat vang ada.

{Z} Pengisian WJPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi syarar;

a. satu Klasifikasi Jabatan;

b. memenuhi standar kompetensi Jabaran, dan

c. telah menduduki Jabatan peling singlat 2 [edua)
lahun dan paling laima 5 {imea) tahun.

(2] Kompetens teknis dalatn standar kompetensi jabatan
gsebagnimana  dimaksud  pada ayat (2) huruf b
dibulitikan dengan:

a.  sertifibasi whknis dari erganisasi profesi; atau
b, lulus pendidikan dan  pelatihan  teknis yvang
diselengrarakan sleh instansi teknis,

(4] Pengtsian JPT scbagaimana dimalsud padas ayvat (1)
dilakukan berknordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil
Negard.

[2) Dalam hal pelaksanasn pengisian JPT sebagaimuana
dimaksud pada ayat {1} tidal memperclch calon
pejabat pimpinan tinggl yang memililkd kompetensi
sesual, pengisian WJIPT dilalukan melalui Scicksi
Terbuka.

{B) Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahsn
secars. nasional, Presiden  berwenany melakukan
penglisian JPT melalli mulasi pada tingkat nasional.

(7] Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksansxan mutasi
nada tingkat nasional sebagaimana dimalisud pade
ayat [6) diatur dengan Peraturan Presicen.

Fazsal 132 ...
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Pa=al 132

(1} Pengsian JPT melahli matasl darl satu J1%C ke JPT
vang lain dapat dilalibkan melalui uwji kompetensi di
antara pgjabat pimpinan tinggi dalam sat instansi.

(2} Mutasi sebagaimana ditnaksud pada ayat {1) harus
tnemenuhbl syaraf:

A, 5e5Ua standar kompetensi Jabatan: dan

b. telabh menduduki Jabatan paling singkat 2 {dua)
tabun dan paling lama 5 {lima) tahun.
(3) Pongisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakuikan herkosrdinast dengan Komisl Aparanir Sipl
Negara.

Pasal 133

(1] JPT hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun,

(2) JPT sebagmimana dimaksud pada ayat (1) dapal
diperpanjang  berdasarksn  pencapaian  kinerja,
kesesitaian kompetensi, dan berdasarkan kelaniuhan
instansl  setelnh mendapal persctyjuan FTPK dan
berlcoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pazal 134

(1) Ectentuan mengenal pengisisn JPT sccara terbuka
dan kompelitif dapat dikecualikan peda Instanst
Pemerintah  yang telah mencrapkan Sistemn Merit
dalam pembinaan Pegewail ASN dengan persetujusn
kKomisi Aparatur Sipit Negara.

{Z) Bislem Merit sebagaimans dimaksud puda ayat (1]
meliputi kriteria:

a. seliruh  Jabalan sudahh  memiliki standarc
kompetensi Jabatan;

b, perencunasn kebutuhan pegewai sesual dengan
belbsn kera;

c. pelaksanasn selecksi dan  promosi  dilakukan
secara lerbuka;

d. memilikd . . .
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d. memilik] manajemen karir vang terdini  dar
purencanann, pengetibanpsn, pola karie, dan
kelompok rencana suksesi vang diperoleh dard

manajemen talenia,

e. memberikun  penghargaan  dan mengenakan
sanksl berdasarkan pada penilaian kinerja vang
ubjektf dan transparan,;

f. menerapkan kode etik dan kede perilaku Pegawai
ABN;

g, merencanakan dan  memberikan  kescmpatan
pengembangan kompetensi seslal hasil peniladan
kimenjs;

h. memberikan petlindungan kepada Pegawai ASN
darn tindakan penyalahsunaan wowenang; dan

1. mcmiliki sistem  infotmasi berbasis kompetensi

yvang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh
FPegawai ASN,

[3) Inslansl Pomerintah yang telah mencraphan Sistem
Merit dalam petmnbinaan Pegawai ABN sebagaimana
dimaksud pada ayat [1) wajib melaporksn secara
berkala kepada Komisi Aparalur Sipil Negara untuk
mcndapatkan persenyuan bara,

Paragral 5
Pclantikan dan Penpambilan Sumpah fJanji
Jubatan Mmpinan Tingg

Fasal 135

Hetiap PNS alaa non-PNS vang diangkat menjadi pejabel,
pitnpinan lnggl  wajib dilantik  dan menpgangkat
gulrmpalyf janji Jabatan merurul APAIA atan
kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Eza.

Pagal 136, ..
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Pazal 136

Sumpah/jatni Jabatan scbagaimana dimaksud dalam
IYazal 135 berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah:

hahwa saya, akan sctia dan rant kepada Undang-Undang
Drasar Negara Republik Indonesia Tabhun 1945 scrta akan
menjalankan  segala  peraluran  perundang-undangan
dengan  selurus-lurasnya, demi dharma  bakti zaye

kepada bangsa dan negara,

babhwa saya, dalam menjalankan tugsas Jabatan, akan
menjunjung  ctika Jabatan, belerja  dengan  sebaik-

baiknya, dan dengan penub rasa tangpung jawab;

Bahwa  saya, akan menjaga  intepricas, ldak
menyalahgunakan  kewenangan, serls menghindarkan

dari dari perlrmatan tercela,

Pasal 137

(b Daisam nal PNS atau non-PNS berkeheratan untulk
mengucapkan  sumpah Karens keyakinan tentang
agama atan kepercayaanya kepada Tuhan Yang Maha
Esa, PNS wyang borsangkutan wmengncaplem  joarnji

Jalbsalan,

(2) Dalam . . .
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{2} Dredam hal secrang PNS atau non-PNS mengucapkan

(3]

(4]

(3]

6

{7}

(Y]

janji Jabatan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
makea kalimat  “Demi  Allah, saya  bersutnpah”
sehagaimana  dimaksud dalam Pasal 136 digani
dengan kalimat: *Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya
menyatakan dan berjan)i dengan sungguh-sungguh®
Bag FNS arau non-PNS yang beragama Krisren, pada
gkhir sumpah/janji Jabatan ditambahkan kalitnai:
*Kiranya Tuhat menodlong sava®,

Fagi PNS alau non-PNY vang beragama Hindu, maka
frasa “Demi Allah™ schuagaimana dimaksud dalam
Fasal 136 digant dengan “Chm Alah Paramawiscsa™.

Bagi PNS alau non-FNS vang beragama Budha, maks
frasa “Demi Allah® sebagaimana ditnaksoad dalam
FPasal 136 diganti dengan “Demi Sang Hvang Adi
Budh©,

Bagi PN3 atau non-PNE yang beragama Khonghuou
maka frasa “Demi Alluh™ scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 136 diganti dengan *Kehadirat Tian di
tempat yang Maha tngsi dengan himbingan roheani
Nabi Kong Zi, Dipermualiakanlal™.

Bagi PNS atau non-PNS vang berkepercayvaan kepada
Tuhan Yung Maha KEsa selain beragams Islam,
Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghuon maks frasa
"Demi Allah™ sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 136
diganti dengan kalimat lain vang sesuai dengan
kepercaysannva terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

Panal 138

Pelantiken dan  sumpah/fjanii  Jabualan  pojabat
pimpinan tinggi diamhbil oleh Presiden.

i2) Presiden | .,



2]

(3]

(1]

[<]

[3]

% o
-

FRESIDEM
REFUBELIK DO eSS

- B3 -

Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapal

menunjuk:

a. PPK untuk pejabat pimpinan tinggi pratama di
lingkungan Instansi Pusal dan Instansi Daerah;

b, PPK untuk pejabal pimpinan tinggi madva di
lingkungan kementerian, lembaga  pemerintah
nonkementerian, dan Instansi Daevah provinsi;

. omenlenl yang menpeordinasikan anfuk pejabat
pimpitian tnggi utama di lingkunpan lembaga
pemennlah nonkementerian;

d. pejabat lain wuuk pejabatl pimpinan tinggl madya
di lmgkungan kegelretariaton lembagza negarn;
“lau

e.  Menteri atau pejabat lain untuk pejabat pimpinan
tinggi madya  di lingkungan lembaga
nonstmaknical,

untuk mengambil swnpah /janji Jabatan,

FFK sehagaimans dimaksud pada ayat (2) hurof a

dapat menunjuk pejabat lain di lingkunpgannya untuk

mengambil sumpah fjanji Jabatan.

Pa=al 139

Pengambilan sumpah/janji Jabatan dilakukan dalam
suatu upacars kKhidmal,

PH:  dan/aldau non-PNE yvang mengangkat
sumpalh/janji  Jabalan didampingi oleh seorang
rahaniwan dan 2 (dus) orang saksi

Saks]  sebagaimana dimaksud pada avet (2]
merupakan PNS yvang Jabatannye paling rendah sama
dengan  Jabatan PNE danfeteu  non-PNS  vang
mengangkat sumpah fjanji Jabatan,

4} Pejabat. . .



=

PRESIDERM
FREFPUBLIE IMOSMES|LS

- B4 -

(4] I'ejabat  wang menpambil sumpab/janj  Jabatan
mengucapkan zetiap kata dalam kalimat
sumpah fjacyl Jabatan vang diltkuti aleh pejabat yang
mengangkat sumpah fjaniji Jabalan.

Pasal 140

Pengambilan  sumpah fjanji  Jabatan  sebhapmimana
dimaksud dalam Pasal 139 dituangksn dalam  berita
acara vang ditandatangsni olch pejabat vang mengambil
sumpah/janji  Jabatan, pcojabat vang  menganpgkat
sumpah fjanil Jabatan, dan saksi.

I'a=zal 141

Ketentuan lebib lanjut mengena tala cara polantikan dan
pengambilan sumpah/janji Jabatan pejabat pimpinan
tingm diatur dengan Peraluran Kepala BEKN.

Parapgraf &
Target Kincrga dan Uji Kompetensi
Pejabat Pimpinan Tingg

Pasal 142

(1] Pojabat pimpinan linggi harus memenuhi  target
kincrja tercentu sesual perjunjian kincrja yang sudah
disepakati dengan pgjabat atasannyva sesuai dengpan
ketentilan peraluran porundang-undangan,

(2) Fejabat pimpinan tinggi yung tidak memenuhi kinerja
yang diperjanjikan dalam wakiu | (satu) tahun pada
suaml  Jabalan, diberikan  kesempatan selama
& fenam] bulan untuk memperbaikl kineganya.

{Z) Dalam hal pejabat pimpinan tinggi  sebagaimana
dimaksud pada aval (2] ddak menunjukan perbailan
kinerja maka pujabat vang bersanphulan  harus
mengikil seleks ulang vji kempelens kembali,

{4] Berdasarkan . . .
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(4] Berdasarkan hasil i  hkompetensi  schagaimana

dimaksud pada ayat {3), pefabat pimpinan tinggi
dimaksud dapsat dipindahlean pada Jabatan lain
sceual  dengan  kompetensi  vang  dimiliki | atau
ditcmpatkan pada Jabatan yvang lebih rendah sesoai
kelentuan peraturan perundang-undangan.

Pa=al 143

Nelam hal pejabal pimpinan tingpi vang berasal dari non-
PNE tidak memerhi tarpel kinega  sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 142 agyat (2), yang bersangikulan
diberhentikan dan JPT.

Paragraf 7

Pemberhentian dari Jabatlan Pimpinan Tinggi

Paual 144

I'NE diberhentiktan dari JPT apabila:

7L

=

B M

o oo

mcngundurkan divd daet Jabalan;

diberhentikan sebagai PHNE;

diberhentikan semenrara sebagai PNS;

mernjalani cutl di luar tanggungan rnegara;
menjalani tugas belgjar lebih dari 6 [enam) bulan,
ditugaskan secara pennih di luarc JPT,

lefjadl penataan organisasi; atanl

. tidak memenuhi persyaralan Jabatan,

Paragraf 8
Tata Cara Pemberhentian dan
Jabalan Pimpinan Tinggi

Pasal 145

(1) Petnberhenlian dar JPI diusulkan aleh:

a, menteri . . .
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a. menteri yang mengoordinasikan kepads Presiden
bagl FNS yang menduduki JPT ulama;

b. PPE kepada DPresiden bagi PN3 vang menduduki
JPT madya,

c. pejabat  lain  kepada Presiden bagi  pejabat
Hmpinan  tinggi madyva  di lingkungan
kesekretariatan lemhaga negata;

d. Menlen kepada Presiden hagi pejabal pimpinan
tinggi tadya d1 linglungan lembaga
nenstruktaral, dan

c. PyR kepada PPK bagi PNS vanpg mendoduki JPT
pratama,

(2] Pembetrhentian dan JPT utama dan JPT madva
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf A, barof

b, huruf ¢, dan huamaf d ditetapkan oleh Presiden.,

(3] Pcmberhentian  dari JPT  pratama  scbagaimana
dimaksud pada avat (1} huwruf e diletapkan oleh PPE.

Pasal 146

Ketentuan lebih lanjut mengenai latla cara pemberhentian
dac JPT diatur dengan Peraturan bMenteri.

Bapian Kelima

Jahatan ASN Tertentn vang dapat Diisl
olch Prajunt Tentara Nasional Indonesia dan Angpots
Kepolisian Negara Repubhk Indoncsia

Fasal 147

Jabatan ASN tertentn ¢i  linglungan  Inslansi Pussl
tertentu dapat  ciizi oleh prajurit Tenlaras  Nasional
Indonesia dan  anggeta  Kepolisibn Negara Republik
Indonesia  sesual dengan kempelensi berdasarkan
kelentusn peraluran perundang-undangan.

Pazsal 148, ..
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(1} Jabaten ABN terientu dapar diisi dad prajurit Tenlata
Masional Indonesia dan anggota Kepolisian MNegara
Republik Indonesia,

(2} Jabalan ASN tertentu schagaimana dimaksud pada
avat (1] berada di instansi pusal dan sesual detigan
Undang-Undang tentang Tentara Masional Indoncais
dun Undang-Undang wntang Kepolisian Negara
Republik Indonesia,

Fasal 14%

Mama Jabatan, kompetensi Jabalan, dan persyaratan
Jabatan ASN pada Instansi Puaat schagaimana ditmaksud
dalam Pasal 147, dan Pasal 148 ditetapkan oleh PPK
dengan persetujuan Mentori.

Pagal 150

Pragjurit Tentara Nasiomal Indonesia dan anggola
Ecpolisian Negara Republik Indonesia vang menduduki
Jabatan ASN pada Tmstansi Puzat sebagaimana dimuaksud
dalam Pasal 148 tidak dapat beralih status menjadi PNS.

Puzral 151

1] Pangkul prajurit Tentara Nasional Indonesia untuk
tnendudubd  jabatan  ASW  pada  Instansi Pusat
sebagmimana dimaksud dalam Fasal 148 ditetapkan
olch Panglima Tentara Nasional indonesia dengan
persetujpuan Menton.

(2] Pangkat anggota Kepolisian  Negara  Republil
Indonesin untuk mcondudoki jabalan ASN pada
[nstansi Pusar sehapaimana dimaksigd dalam Pasal
L48 ditetapkan  oleh  Kepula Xepolisian  Negara
Kepublik Tndenesia dengan perserajuan bMented.

Fasal 152, ..
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Pazal 152

Pengisian Jabatan ASN sebapamimana dimaksud dalam
Fasal 148 harus memenuhi persyaratan kualifikasi,
kepanglkatan, pendidikan dun pelathan, rekam jejak
Jabatan, Kesehatan, integritas, dan persyaratan .Jaharan
lain berdasarkan lkompetensi sesuai dengan ketentuan

perdluran perundang-undangan.,
Pasal 153

I'PK Instansi Pusat vang membutuhkan prajurt Tentara
Nasional [ndonesia atau anggola  Kepolisian Negara
Repullik Indenesia untuk menduduki Jabatan tertentu
pada Instansi Pusar sehapmimana  dimaksud  dalam
Pazal 148 menpgajukan permohonan secara  tertulis
kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan rembusan
kepada Menteri dan Kepala BEKN.

Pasal 154

(1) Apabila permohonan PPK sebagsaomana dimaksod
dalam Pasal 153 disetijui, Panpglims Tentara Nasional
Indonczia atau Kepala Eepolisian Negara Repuhblik
Indonesia mengajukan 3 (fige) orang calon diserlai
dengan dokumen paling sedikil:

a. daftar riwavat hidup;

b. salman/fotokopl  surar  keputusan  pangkat
Leraldhur yang telah dilepalisir;

¢.  salman/fotokopi sural keputusan penganglaran
dalam Jabatan terakhic yanyg telah dilegalizir; dan

. surat  keterangan  keschatan  darl dakter
pemerintah,

(2) Tralam . . .
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Dalam hal Jubalan yang akan diizi adalah JA atan JF
sclain JF ahli utama, PPK memilih dan menetaphkan 1
[salu] orang calon unfik mendadukd Jabalan tertento
pada instans sehagaimana dimaksud dalam Pasal
148,

Dalam hal Jabatan vang akan diisi adalah JPT, calon
sebapgaimana dimalesud pada ayat (1) wajih mengikuti
Selelesi Terbuka sebagaimana diatur dalam tata cara
pengisian dan penganglkatan JPT pada [nstansi Pusart
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemnerintah ini,
kecuall penugnsan atau penunjukkan nleh Presiden
bapl JPT utama atau JPT maclyva.

Pasal 155

Prajunt Tentara Nasional Indonesia dan anggota
kKepalisian Negara Republik Indonesia vang sedang
menduduki Jabatan ASN pads Instansi Pusal lertentu
gebapaimany dimaksud dalam Pasal 148
dierhestikun dat Jabatan ASN anabila:

a. mencapai DBalas Usia Peostun projurit Tentara
Nasional Indonesia atau  angeota  Kepolisian
Negara Republik Indoncsia; atan

b. ditarik kembali karcna kepentinpgan arganisasi
dlau alazan tertentu oleh Panglima Tentara
Masional Tndonesia alan Kepala Kepolisian Negars
Republik Indonesia,

Prajurit Temtara Nasional Indonesia dan angpola
Kepolisian  Negara  Republik Indonesia yang
diberhentikan scbagaimana dimalksud pada avat (1)
huruf a dikembalikan ke Markas TBesar Tenlura
Nasicnal Indonesia atau Markas Besar Kepolisian
Negara Repliik Indonesia,

Pasal 1565 . ..
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Pasal 156

Batas Usia Pensiun bagl prajurit Tentara Nasional
Indonesta dan  angpota Kepolisian WNegara Repuhblik
Induonesia yang menduduli Jabatan ASN pada Instansi
Pusat tertentu sehagaimana dimaksud dalam Pasal 148
scsual  dengan kelemlusn  peraturan  porundang-
undangan bapi prajuril Tentara Nasional Indonesia dan
angpota Kepolisian Negars Republik Indonesia,

Pasal 157

(1) Pragyuril Tenlara Nasional Indonesia dan anpggota
Lepalisiat Nepsra Repubhk Indoncsia dapat mengisi
JPT pada Inslansy Pemerintabh selain Instansi Pusat
lericntu scbhagaimana ditnaksud dalam Pasal 148
setelahy mengundurckan diri dari dinas ekttt apabila
dibutuhlan duan sesumi dengan kompetensi  yang
dilclapkan melalui  proses  secars. terbuka dan
kompetitif.

{2} Pengunduran diti sebapaimana dimaksud pada ayat
(1} dilaksanakan scsual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

[3) Proses sclcksl dan persyvaratan JPT  sebapairaria
dimaksud pada avat (1) dilaksanakan scsual dengan
ketentuan  peraluran  perundang-undangan  yang
mengan lentang pengisian JET.

Pasal 158

Narma Jabalan, kompetensi WJabatan, dan petsyaratan
Jabatan ASN pada Instansi Pusat sebaysimoana dimaksud
dalam Fasal 149 harus sudah distapkan aleh PPK paling
lama 2 [dua) tahun terhitung sejak Peratiran Pemerintah
ini diundangkan.

Pasal 139 ...
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FPeravaratan untilk dapsl diangkat dalam JPT dari
pragurit  Tontara  Nasional Indonesia dan  anggois
Eepolisian MNegara  Republik  Indonesia  sctelah
mengundurkan  dirli dari dinas 2kl schagaimana
dimaksud dalam Pasal 157 sebagai berilout:

a. JPT utatna:

1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah
pascazarjana;

2. merniliki  Kompctensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi Soslal Kultural sesuai
standar kompetensi Jabatan vang ditelapkan;

3. memilili pengalaman Jabatan dalam bidang tupas
vang terkait dengan Jabatan vang akan diduduki
secara  Wwnulatil  paling singkat  selama
10 (zepuduly) tahun;

4. memiliki rekam  jejak .Jahatan, intepritas, dan
maralitas vang baik;

2. usia paling tinggi 35 [lona puluh lima) tahun; dan

(3. mehat jasmani dac rehand,

b. JFT madva:

1. memiliki koalifikasi pendidikan paling rendah
[ABCABATJANH;

2. memiliki Kompelensi  Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompelensi Sosial Kaltural scsuai
standar kompetensi Jabatan yang diletapkan;

3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas
vang lerkait dengan Jabatan vang akan diduduki
secdara kumulatif paling singhkat selama 7 {tajuhy)
tahun;

4. memililki rekaum jejale Jabalan, integritas, dan
reralilay vang baik;

2. usia paling tingg 55 (lima puluh lima) tehun; dan

schat jasmani dan rohani,

oo I
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<. JPT pratama:
1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah
sarjana atau dipioma IV,

2. memiliki Kompetiensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dun Kompetensi Sosial Kultural sesuai
statidar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

e

menliliki pengalaman Jahatan dalam bidang tigas
vang terkait dengan Jabatan yang skan diduduki
secara kumulatif paling singkat selama S (lima)
tahun;

4. memiliki rekam  jejak Jabatan, integritas, dan
Floldllag yanp baike;

usta paling tinggi 53 (lima pulub ligs) tahun; dan

&. schal jasmani dan rohani.
Pasal 160

Ketentuan  lebih  lanjut  mengensd  tata  cara  dan
pcrsyaratan  prajuril Tentura MNaslonal Indonesia dan
AangEota Kepolisian Negara Repuhblik Indonesia yang akuan
mengisi JPT  tertentu  pada  instansi  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 148 dan Pasal 149 diatur oleh
Panglima Tentara Nasionul Indonesia dan  Kepala

Kepolisian Negara Bepublik Indoncsia.

Bapian Kecnam
Jabatan Tertentu ai Lingkungan
Tentara Nasional IndenesiafKepolisian Negara Republik Indoncsia
Yaung Dapat Diduduki Pegawal Megeri Sipil

Pasal 161

(1] PNS dapat diangkat dalam jabalan tertentu pada
lingkungan instansi Tentara Muasional Indoncsia dan
Kepolisian Negare Republik ITndonesia.

(2] PNS ...
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(4] PN3  yang diangkat dalam  jabatan  tlertentu
sehagaimana dimaksnd pada avat (1}, pangkat atau
jabatan digesuaiksn denpan panglkat dan jabatan di
lingkungsan instansi Tentara Nasional Indotiesis dan
Eepolisian Negara Repuldil Indonesia,

(3] Penyesuainn pangkat dan jabatan scbagalimana
dimaksud pada ayat (2] ditetapkan dengan Keputusan
Panglima Tentara Nasivnal Indonesia atau Kepala
Ecpolisian Negara Republikt Indonesia.

BAEB V

PENGEMBANGAN KARITE, PENGEMBANGAN
EOMPETENSI, AN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KARIER

Bapian Eesatu

Umum
Pasal 162

Pengemhangan karier, penpembangan kompetensi, pola
kurier, mutasi, dan promosi memipalan manajemen

karicr PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan
prinsip Sistem Merit,

Pazal 163

Penyclenggaraan manajemen katrier PNE  gebarsimana
dimaksud dalem Pasal 162 bertujuan untuk:

A, memberikan kojclazan dan kepastian karier kepada
FT4S,

b. menyeimbangkan antara pengembsanpgan karer PNS
dan kebutuhar instansi:

o meningkatkan kempetensi dan kinerja PNS: dan

d. mendocong peningkatlan profcsionalitas PNE.

Pasal 164, .,
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Pasal 164

Basaran penyelengguraan manajemen karier PRS yaibg;

d.

(1]

(2}

3}

()

(5]

i1}

tersedianyn  pola karer nasional dan  panduan

penyusunan pola karer lnstansi Pemerintah; dan

meningkarkan kincrja Tnstansi Pemerintab.
Fasal 165

Manajemen karier PNS dilakubkan sejuk pengangkatan
pertama sebagal PNS sampai dengan pemberhetitian,
Mangajemen  karier sebagaimana dimaksud  pada
ayat (1) disclenpgarakan pada Lingla;

a. mstansi; dan

b. nasionai.

Penyclenggaraan manajemen kKarier PNS sebagaimeans,

dimaksud dalam Pasal 162 disesuaikan denguan

kebuiluhan mmstansd.

Dalam menyelenggarakan mangjemen karier FPNS
scbagaimana  dimaksud pada saval 2], Instansi
Petnermtah harus menvusun:

a.  standat kemnpelensl Jabatan; dan

b, profil PNS,

Btandar kompetensi  Jabatan dan profil  PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat {4} disusun pada
tingkat instansi dat nasional.

Fasal 166

Statidar kempelenst Jabatan sebagaimana dimalesud
dalam Pasal 165 ayat (4} hurd a berisi paling sedikil

milvrmast tentang:

a. IAra L.
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a. nama Jabatan:
b, uraian Jabatan;
. locle Jabakan;
d. pangkat vang sesuai;

£, Komnstensi Teknis;

f. Kompetcnsi Manajerial;

£, Kompetcnsi Sosial Kulnaral; dan
h. ukilran kincrja .Jabatan.

Kelenluan  lebih lapiut mengenai pedoman
penyusunan standar Kampetensi Teknis, Kompeotensi
Manajerial, dan  Kompetensi  Sosial  Kuoltural
sehagaimana dimaksud pada ayat (1] distour dengan
Peraturan Menter,

Pasal 147

Frofil PN3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163

avat (4] hurul b mcrupakan lkumpulan inlormeasi

kepepawsaian dari seliap PNS vang terdiri atas;

data perzenal,

kualifikasi;

rekam jepak Jabatan;

kompetensi;

nwayat pengemhangan kompetensi;
Hwayat hasil penilaian Kinetja; dan

inlorinasi kepegawaian lainnya,

Fanal La®

Nala personal sebagaimana dimaksud dalam Pasal L67

huruf a berisi informasi mengenai data diri PNS, paling

sedilor melimati;

A antla . o,
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A, mama;
b. nomor mduk pegawai;
¢, lempat tanggal lahir;
d. =status perkawinan;
B, AgHma; dan
f. alamal

Paual 1649

Kualifikasi sehapaimana dimaksud dalam  Pasal 167
huruf b merupakan informasi mengens kualifikasi
pendidikan formal PN3 dari jenjang paling tinged sampai
jenjang paling rendat.

Pasal 170

Relcam jejak Jabwlan schagaimana dimalksud dalanl Pasal
16Y huruf © merupakan informasi mengenai riwavat
Jabatan yvang pernah diduduki PNS.

Pasal 171

(1] Kesnpetenst scbhagaimana dimaksad dalam Passd 167
huruf d merupakan infortnasi mengenai kemampuan
PNG dalamn melaksanalean tugas Jabatan.

(2] Dalam rangka menyedialean informasi mengenai
kompetensi PN8  dalam  profil PNS  sebagaimana
ditnaksud pada ayat (1), setiap PNS harus dinilsa
melalui 11 kompelensi.

(3] Uji kompetensl PNS sebagaimana dimaksud pada avat
(2] dapat dilaltukan aleh assessor internal pemerintah

dlau bekerjasama dengan assessor independen.

(4] Uil kompctensi PNS  sebhapmimana dimaksud pada
aval (2] mencakup pengukurvan Kompelensi Teknis,
Kompetensi  Muanajerial, dan  Kompetensi  Sosial
Kultural.

{3) LIji - ..
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(3] Uji kempelensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] dilaknbkan secars berkala.

Pazsal 172

(1] Kiwayar pengembangan kompetensl sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 167 humf e merupakan
informagi INETIgenaAi riwayat pengembatigan
kompetensi vang pernah dikot olch PNS.

(2] Hiwayat pengembangan kompeiensi  sebapgaimana
dimaksud pada avat [1) anlara lain meliputi dwayat
pendidikan dan pelatihen, seminar,  kursus,
pcnataran, dan/atan magang,

Pasal 173

Riwayat hasil penilaian Kinetja schagaimana dimaksud
dalam Pasal 167 huruf { merupakan informasi mengensi
pcnilaian kinetja  wyang  dilalukan  bherdasarkan
perencanaan Kinera pada tingkat individu dan tingkat
unit atau organisasi dengan memperhalikan  target,
capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai scrta perilaku
PM 3.

Pa=al 174

Informasi kepegawaian lainnya sehagaimana dimalkaud
dalam Pasal 157 huruf p merupakan itformasi yang
metnial presiasi, penghargaan, danfatau hukuman yang
pernah diterime,

Pasal 175

{1} Prulil PNE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167
dikelola dan dimutakhirkan aleh PYB sesuai dengan
perkembangan arau perubiahan informasi
kepegawaian PNS3 yang bersangkutan dalam sistem
informss - kepogawaian masing-masing  Instansi
Pemerintah.

(2] Profil. . .
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(2) Profil PNS scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diintegrasiltan ke dalam Sistem [bformasi ASN seosrn
nasional yany dikelola oich BKN.

Bagian Kedua
Pengembangan Karicr

Patapraf 1

Umum
Puasal 170G

(1) Pcngembangan Karier PNS schagaimana dimalksud
dalam Pasal 162 dilaloikan berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, penilaian kinerja,  dan kebuluhan
[nstans] Pamerintah.

{2) Penpembangan karer sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dilakukan melalui manajemen pengembanpan
karier dengan mempertimbangkan integritas  dan
moralitas.

Pa=al 177

{1} Pengembangan karier sebagaimuanua dimaksud dalam
Pasal 175 dilakukan oleh FPEK melalui mansjemen
pcngembangan  Karier dalam  runpka penyesuaian
kebiniuhan organisasi, kompetensi, dan pola karier
PHNS,

(2} Manajemen pengembangan  karier  sebagaimeana
ditnaksud pada avat (1} dizelenggaralean di tinghal:
a. instansi: dan

b. nasional.

{3) Manajemen . . .
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Manajemen pengembangan karier PNS sebagaimans
dimaksud pada ayat (1) dan avat (2} dilakukan
melaiui:

B. mulasi; dan/atay

b, promesi.

Pasal 178

Solain mutasi danfatae promosi sehagaimana dimaksod
dalam Pasal 177 ayat {(3), pengembangan karier dapat

dilakukan melalui penugasan khusus,

(1)

[2)

3}

Pasal 179

Dalam menvelenggarakan manajemen pengembangan
karier PN tingkal instansi sebagaimana dimesdosud
dalarg Pasal 177 ayal {2) huruf a, PPK wajil:

a. mengtapkan rencana pengembangan karier;
b. melaksanakan penpembanpan karier; dan

c. melakukan pemantanan dan evahlasi lerhadap
pengembatpan karicr.

Dalam menyelenggarakan manajemen pengembangan
karier PNS tingkat nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 177 ayat (3] trul b, BKN wajib
mengumumkan  informasi  lowongan  Jebetan di

selurmib Instansi Pemerintah melalui Sistem Informasi
ASN,

Berdasarkan informasi lowoengan Jabatan
schagaimana dimaksud pada ayat [2), seliap PPK
menominasikan PNS yang masuk dalam kelompolk
rencana  suksesi di lngkunpsnnya untuk mengisi

lowongan dimaksud sesusl kebutuhan instansi.

Paragraf 2 . . .
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Parapraf 2
Rencana Pengembangan Karier

Pa=al 180

Rencana pengembangan karier sebapaimana
dinalesud dalam Pasal 179 ayal (1) hunaf a disusun di
tingkat:

a. instansi; dan

b. nasional.

Rencana  pengembangan  karier  sebagaitnana
dimaksud pada avat {1} melipul rencana:

a. PNBS yang akan dikembangkan kariermya;

b. penempatal; PHS sesual pois karier;

c. bhentuk pengembangan karier;

d. wakto pelaksanaan; dan

e, prosedur dan mekanisme pengisian Jubatan.

Eencana pengemhbuangsn kaorier sebagai matia
dimaksud pada ayat [1] disusun unluk jangka waktu
2 (lima) tabun.

Retwana — pengecmbangan karier sehagaitnania
dimaksud pada ayal (3} dirinci setiap rabun.

Pazal 151

Eencana pongembangan Karier b lngkat Inslansi
Pemerintah sebagrimanas dimaksud dalam Pasal 1580
ayal (1) hurut a disusun qleh PyE.

Rerncana pengenibangan karer schagaimana
dimaksud pada ayat {1] ditetapkan olehy PPK,

Dalam meiyusun perencanaai pengembangan kaner,
Py memetakan JFT, JA, dan JF vang akan diisi dan
mereneanakan  pencmpatan PNS dalam  Jabatan
terscbut  sesuai  dengan  kualifikasi, kompelensi,
penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi,

(4] Pengisian. . .
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Pengzsian dan penempalan PNS dalam JA dan JF
sebagaitnana  dimaksud pada ayat (3] dilakukan
melalai mutasi dan/atau promesi darl lingkungan
intecrmal Instansi Pemerintah,

Pengizian den  perempatan PNS dalam JPT
schagaimana  dimalisud pada ayat (3] dilakukan
melaha murasi dan/atau promosi sceara terbulka.
Dalam hal PN5S dari lngkunpgan internsl Tnstansi
Pemerintah tidak dapat memenuhi persyaratan untuk
tnengisi JA dan JF yvang dibutubkan sehagaimana
dimaksud pada ayal (3], mutasi dan/fatau promosi
diigi dan lingkungan eksternal Instansi Pemerintat.
Kencana  pengembangan karier  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] dissanpaikan kepada Kepals
BEN uniuk dimasukkan ke dalam Sistem Informasi
ASN.

Pasal 152

Rencana penpembangan kaner di tingkat nasional
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1)
huraf b disusun oleh Eepala BKN.

Rencana pengembangan karier sehagmmana

dimaksud pada ayat (1) ditctapkan oleh Menteri.
Dalam menyusun perencanaan pengembangan karier

sechapmmana  dimaksuod pada avat (L], BEN
memetakan Ja, JF, dan JPT yany akan diisi

Pengisian  dan  penempatan PNS dalam JPT
sehagaimana dupaksud pada ayat {3) dilakukan
melalui zeleksi rerbuka.

Pengisian duan penempatan PNS dalam JA dan JF
schagaimana dimaksnd pada ayat [3) dilakukan
melalui mutasi dan/atau promosi.

(&} Rencana . .,
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Eencana pengembangan karier nasional sehagaimana
dimaksud pada ayat [1) dimssukkan dalam Sistem
Informasi ASN uniuk dipublikasikan.

[*ublilcasi rencana pengembangan karier sebagaimana
dimaksud pada ayat (5] meliput informeasi:
A, Jabatan vang lowong, dan

b. Jabatan yvang akan lowaong.

Paragraf 3

Felaksanaan Pengembangan Karier

Pasal 183

Pclakszanaan pengemnbangan karer tingkat instansi
schagaimana dimaksud dalam Pasal 177 avot [2)
huruf a dilakukan oleh PyB dan ditetapkan oleh PPE.

Pelaksanaan pengembangan kadr tingkat nasional
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 177 avat [2)
hurmif b dilakukan  scsuai dengan rencana

pengembangan karier sebagaimana dimaksud dalam
Puasal 180, Pasal 181, dan Pasgal 182,

Puual 1584

Pengembangan  karier  di tingleat  nasional
scbagaimana dimaksud dalam Puasal 177 avat [2)
hurul b didasarkan pada Jabatan vang lowong vang
telah diumuinksn olch BEN melalui Sistem Informasi
ASN.

Jabatan wvang lowong sebagaimans dimsksud pada
ayat (1| dapat diisi dan internal dan/atau eksternal

Inztansi Premerintah.

{3} Dalam . ..
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Dalam hal terdapat Jabatan yvang lowong pada suatu
Inslenst  Pemerintah PPK dapat meminta  atan
mengusulkan dad atan kepada PPK instansi lain
apabila terdapal PNS vang memenuhi svaral,

Paragraf 4

Pemanlauan dan Evaluasi Penpgembangan Karier

{i]

(2]

{3

(1)

Pazsal L83

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengembangan Karier sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 183 dan Pasal 134 dilakukan untuk menjatnin
ketepatan pengisian dan penempatan PN3S  dalam
Jabatan di tingkat instansi dan lingkat nasional.
Pemantaian dan cvaluasi  pengembangan  karier
sebagaimana  dimaksud pada avat (1] meliputi
evaluasl terhadan:

a. perencanasan pengormbangan katier:
k. proses pelakeanaan pengemnbangan karier; dan
c. hasil penipembangan karier,

Hasil pemantavan  dan  evaluasi  scbagaimana
dimaksud pada ayat [2) digunakan sebagal dasar
PENYEMMIINA&n atau perbaikan pengembangan karier
pada Instansi Pemerintah.

Panal 186

Pemantanan dan cvaluasi penpembangan karer di
tingkal instansi sebagaimans dimaksud dalam Pasal
L85 ayat (1) dilakukan oleh PrB.

(2] Pemantauan . . .
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Pemanlavan dan evaluasi pengembangan karier di
lingkat mstansi sebaguimana dimaksud pada aval (1)
dilakukan seliap lahun, dan  digunakan untuic
penyvempurmaan perencanaan lahun benkutnva.

Hasil pemantauan dan cvaluasi pengembangan karier
di ungkat instansi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dimasukkan ke dalam Sistem Informasi ASN,

Pasal 187

Pemanlauan dan  evaluasi penpembangan  karer
tinglat nasional scbagaimana dimaksud dalam Pasal
155 dilakukan alel BKN.

Pemantauan dan evaluasi penpembangan karer di
tingkat nasianal achagaimans dimaksud pada avat (1]
dilalukan seuap lshun dan  digunakan untuk
penyempurnadn perencanaan tamin berikuloya,

Hasll pemantauan dan evaluast pengembangan karier
di lingkat nasional sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dimasultkan ke dalam Sistcm Informasi ASN,

Parapgraf 5
Pola Earicr

Pazal 188

Unluk menpamin keselaragan polensi NS dengan
petiyeicnsEaraan mgas pemerinlahan darn
pembangunan, perly disusun pola kaner I'NE vang
tcrintegrasi secara nasional.

Pola karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayvat {1
merupakan pola dasar mengenai uraian pernempalan
dan/atau perpindahan PN3 dalam dan antar posisi od
setlap Jenis Jabatan secara berkesinambungan,

(3] Pola . ..
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Pola karier PNS sebagaimana dimaksud pada avat (1)
terdir: atas:

a. pola Karier instansi; dan

bE. peola Karier nasional.

Setiap Instansi Pemerintabh menyusun pola karier
instansi sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf a
secara Khilsus scsuai dengan kebulubian berdasarkan
pola Karier nasional.

Pola karier instansi schagaimana dimaksud pada avat
(4] ditetapkan oleh FPK.

Pola kanier nasional sebapgaimana dimaksud pada
ayat (3] huruf b disusun duan ditetapkan oleh Mented.

Pa=sal 15Q

PPK dalam menetapkan pola karier instansi harus
memperhatikan jalur karier yang berkesinambungan.
Julur karier sebapgaimana dimaksud pada ayat {1)
mecrupakan lintasan posisi Jabatan vang dapeal dilalui
oleh PNE baik pada jenjang Jabalan yang sctara
maupun jenjang Jahatan vang lebih tingg.

Pola karer PNS dapal berbentul

a. haorizontal, yaitu perpindahan dari satu  posisi
Jabatan ke posisi Jabatan lajn yang selara, baik
di dalam satu kelompok mauprn antar kelompok
JA, JF, atay JPT,

b. wvertikal, yailn perpindahan dati satu posisi
Jabatan ke posisi Jabatan yang fain yang lehih
tinggi, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT:
dan

<. diagonal, yaitu perpindahan dari satu posisi
Jabatan ke posisi Jabatan lain vang lebih tinggi
antar kelompok JA, JF, atau JJPT.

Paragral & . . .
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Paragral &
Mutasi

Pasal 190

Instansi Pemerintah mcnyusun perencanasn mulasi
PNi di lingkungannya.

Betiap PNS dapst dimuatasi togas dan/atao lokasi
dalam 1 [satu)] Instansi Pusal, antar-Instansi Pusat, 1
(satu) Instansi Dacrab, antar-lnstansi Dasrah, antat-
Instansi Pusal dun  Instansi Baerah, dan ke
perwakilan Megara Kesaluan Republile Indonesia di
luar negeri.

Mutasi sebagaimana dimaksud peda  ayatr  (2)
dilalukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling
lama 3 {lima)] tahun.

Mutasi scbhagaimana dimaksud pada ayal  (2)
dilakulkan alas dasar kesesumian anlara kompetensi
PN dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan
dari pola karicr, dengan memperhatikat kebuluhan
organisasi.

bMutast PNS scbhagaimana dimaksud pads ayvat (2]
dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan
konflik kepentingan,

Helain  mulasi karcna tugas danfatau loloasi
sebagumana dimaksod pada aval (2], PNS dapat
mengajulan  mutast togas  danfatan lekssi  alas
permintaan sendir,

Fasal 191

Mutasi dalam | {satw) Instansi Pusat ateu  dalam
1 {saty) Instansi Daerah dilakukan oleh PPE, sctclahk
memperolel pertimbangan tim penilai kinerja PN3,

Papal 192, ..
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Pasal 192

Mutasi PNS  antar-kabuparen/koela  dalam  =aru
provinst  dilelapkan  oleh  gubernur  setelah
mempercleh pertimbangan Kepala BKN,

Perlimbanpgan Kepala BEN sebagaimana dimaksud
pada avat (1] berdasarkan usul dari PPK instansi
penerima dan persetujuen PPH instansi asal dengan
menycbutkan Jahatan yanp akan diduduki.

Gerdasarkan pertimbangan Kepala BEN sebagaimana
dimaksud pada ayul (2], gubernur menetapkan
keputusan mutasi,

Berdasarkan  penetapan  gubemur  sebagaimana
dimaksud pada avar (3], PP instansi penerimsa
menetapkan pengangkatan PN3 dalam Jabatan.

Pasal 194

Mutasi PNS antar kabupaten/kola antar provinsi, dan
antar provinsg  ditetapkan  olch  menteri  yang
menyelengearakan urusan pemerintahan  dalam
negerl setelah memperoleh pertimbangan Kepala BKN,

Perimbangan Kepala DKN sebagamimuana dimaksud
pada avat {1} berdasarkan usul dari PPK instansi
pcnerima dan perselujuan FIPK instansi asal denpan
menyebutkan Jabatan yvang akan diducduki.

Berdasarkan pertimbangan Kepala BEN scbagaimana
dirmaksuid pada  avat [, menteri  yang
menyelenggaralkan . urusan  pemenntzhan delam
ncgerl menetapkan keputusan mutasi.

Berdusarkan penstapun TS YalLE
menyelengmarakan urusan pomeorintaban dalam
negeri scbagaimana dimaksud pada ayat [3), FPK
mstansi penerima menelaplan pengangkatan PNS

dalam Jabatan.
Pasal 134 . .
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Pa=al 194

(1) Mutasi PNS provinsifkabupaten/kota ke Instansi
Pusal alau sebaliknya, ditetapkan oleh Kepata BKN.

[2) Ponctapan Kepala BEKN szebapaimana dimaksud pada
avat (1} berdasarkan usul dari PFPE Instansi penerima
dany  persctujuan PPK inslansi asal  dengan
menyebutkan Jabatan yang akan diduduki.

(3} Berdasarkan penetapan Kepala BEN  sehagaimana
dimaksud pada avat (1), PPK inslunsi penenma
renetaphkan pengangkatan PNE delam Jabatan.

Paszal 195

(11 Mulasi PNS  antar-lnstansi Pusal  ditetapkan oteh
Kepala BEN.

(2] Penelapan Kepala BKN sehagaimana dimakaud pada
ayat (1| berdasarkan usul dari PPK instansi penerimsa
dan  perseliyyjusn  [PPK instansi asal  denpan
menyehutkan Jabatan vang akan didaduld,

(31 Berdasarkan penetapan Kepala BEN schagaimana
dimaksud pada ayal (1), PPK instansi penerima
menetapkan penganglkatan PNS dalam Jabatan.

Pa=al 195

{11 Pembiavaan scbapai dampak dilalukannva mutasi
PN3  sebapgaimana  dimaksud  dalam  Pasal 190
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
tiegara untuk  Instansi Pusat  dan anpgearan
pendapalan  dan  belanja  daerab untuk  Instans
Dacrah.

{2} Biaya mutasi sebagaimans dimaksud pada avat (1)
dibebankan pada instans penerimsa.,

Pasal 197, ..



K

=

FRESIDEM
FRERPUZLIM [MNEOHESTA

- 1049 -

[Pagal 197

Ketentuan lebih lanjut mengenat lala cara pelaksanaan

mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 sampai

dengan Pasal 196 dialur dengan Feraturan Kepala BEN.

(1]

(4]

(3]

(4]

[+

Paragraf 7

Promosi
Pasal 198

Promosl schagaimana dimaksud dalam Pasal 162
merupakan bentuk pola lkarier yang dapat berbentuk
vertikal atay diagonal,

PHE dapat dipromostkan di dalam dan/atau antar JA
dan JF Keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli
muda scpanjang memenuhi persyaratan Jabatan,
dengan memperhatikan kebutihan organisasi,

Dalam hal instansi belum memiliki kelompok rencana
suksesi, promasi dalam JA dapal dilakukan mclalui
seleksl internal aleh pamitia seleksi vang dibentuk
aleh PPE.

PN3 wvang menduduk]l Jabatan administrator dan
JF  ahli madva dapat dipromosikan ke dalam
JPT  pratama scpanjang  memenuhi persyaratan
Jabatan, mengkuti, dan lulus  seleksi  terbuka,

dengan memperhatikan Kebutihun orzanisasi,

FNS vung menduduki JF  abli wutama  daparc
dipromasikan ke dalam  JPT' madya sepanjang
memeanuhi persyaralan Jabatan, mengikatl, dan Inlus
seleksl lerbuka, dengan memperhartikan kehutuhan
OFEANISAS.

Pasgal 19%
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Pasal 1599

(1} PPK menctapkan kelompok rencana suksesi sctiap
lshun dan mengunuonkan melalui Sistem Inlormasi
ABN.

(4} Kelompok rencana suksesi sebagaimana dimakesud
pada ayat (1] berisi kelompok PN3 yang memiliki:

d. kompetensi sesuai Klasifikasi Jahatan;

b. memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi;
dan

c. memiliki penilaian kinerja paling kurang bernilai
baik dalam 2 {dua) tahun terakhir.

(3] Kelempok rencana suksesi sebagmimana dimaksud
pada ayvat (1) dikelola oleh unit kerja yvang menangani
bidang kepegawaian.

(4] Ketentaan lebih lanjut mengenai kelompok rencana
sukscsl diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 200

(1) Fromosi PNS  dalam JA dan JF  sebagaimana
dimaksid dalam Pasal 198 aval [2) dilakukan oleh
rPRoselelah mendapat  pertimbanpsn Um o penilai
kinerja PNS pada Inslansi Pemerintah.

[2) Fromosi PNS schagaimana dimaksud pada avat (1)
diprioritaskan bagi PNS yang masuk dalam kelompok

rencana sulkisesi.

Paragral &
tim Penitai Kinerja PNS

Paznal 201

(1] Tim perdlad lanerja PNS pada Instansi Pemerintah
dibentuk oleh PyB,
{2y Tim. . .
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Tim penilai kingrja FNS pada Instansi Pemerinlah

sebapaimana dimalesiud pada ayat (1) terdiri atas:

a. PvB,

b. pcjabat vang menanpani bidang kepegawaian;

<. pelabat vang menangani hidang  pengawasan
mternal; dan

d. pejabal pimpinan tingg terkait,

Tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada

ayat [2) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) arang.

kKetentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan

mekanisme kerja tim penilai kinerja PNS scbapaimana

dimaksud pada avar (2] distur dengan  Peraturan

Menteri.

Parapraf 9
Petipasan Khusus

Pasal 202

Perugasan  Khusus scbagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 178 merupakan penugasan  PNS untuk
mclaksanakan fugas Jabatan secara khusus di fuar
Inslans] PFemerintah dalam jangka waktu tortenta.

Ketentuan lebih lanjut mengenail penugasan Ehusus
diatur dengan Peraturan Menteri.

Bapian Ketiga
Penpgembangan Kompelensi

Paragrat 1
Umum

Pasal 203

Pengembangan komperensi sebagaimana dimaksud
dalam Fasal |62  merupakan upays  unluk
pemenuhan kebuluhan kompetenai PNS dengan
standar  kompectcnsi Jabatan dan rencana
pengembangan karier.

(2] 'engembangan . . .
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(2) Pengembangan kompeotocnsi sebapaimana  dimaksud
pada avat (1} dilalukan pada tingkat:
a. instansi; dan
b. nasional.

{3} Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama
unluk dikutsertakan dalam pengermbangan
kompetensi schagaimana ditnaksud pada ayat [1),
dengan memperhalikan hasil penilaian kinerja dan
penilaian kompetensi PNS yang bersanglutan.

{4} Prngembangan  kompetcnsi bagi setap PNS
sebagmimana dimaksud pada ayat {3} dilakukan
paling sedikit 20 (dua puluh] jam pelajaran dalam 1
(salu) lahun.

(2 Liiuk menyeienggarakan pongembangan ksnpelensi
sebaguimana dimaksud pada avat (1), PPE wajil:

8. menctapkan kebuluhan dan retcan
pengembangan kompetensi;

b. melaksanakan pengembangan kompctensi: dan

. melaksanakan evaluasi pcingembangan
kompetonsi.

Pagal 204

Pengembangan  kompetensi  sebagaimana  dimaksud
dulam Pasal 203 mcnjadi dasar pengembangan karier
dan menjad] salah satu dasar bagl peonpgangkatan
Jabatan,

raragral 2
kebutuhan dan Rencana Pengermbangan Ko peternsi

Fasal 5

(1] Kebuluban dan rencana pengembangan kompctensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayvar [3)
buiuf g, terdiri atas:

a. Inventarisasi. ..
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a. inventarsasi  jenis  Hompetensi  yang  perlu
dilinglkatkan dari setiap PNS; dan

b. rencana pelaksanean penpembangan kompetensi.

{2) Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan

3]

(1]

(2}

3]

(1)

kompctensl sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dilakukan pada tingloat;

A, inslansi; dan

b. nasmnnal

Rencana pengembangan kompetensi  sebagaimana
dimaksid pada ayat (1) dilakukan untuk jangka
wakiu 1 [satu) tahun yang petnbiayvasnonya tertuang
dalam  rencana kerja anpgaran tabunan  Inslansi
Pemerintah.

Pazal 206

Utiluk menyusun reficana pengembangan kompetensi
scbagaimana  dimaksud dalam Pasal 205 ayat (1),
dilakukan analisiz kescnjangan  Kompelensi  dan
analisis kesenjatigan kincrja.

Analisis kesenjangsn  kompetensi sehagaimana
dimaksud  pada  ayat (1) dilaknkan dengan
membandimgkan profil kompetensi PNS denpgan
standar kempetensi Jabartan yang diduduki dan yang
akan diduduki.

Analisiz kesenjangan kinerja sebagaimana dimalksue
pada ayat (1] dilakukan dengan membandingkan hasil
penilaian kinerja PNS dengan Larget kinerja Jabatan
yang diduduki,

Fasal 2017

Fenyusunan kebutihian dan rencana pengembanygsn
kompetensi instansi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 203 ayat (2] huruf g dilakukan oleh PyB.

) Kebutuhan . . .
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Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi
sebagalmana dimaksud pada ayar {1} ditetapkan olch
PPE.

kebutluhan dan rencana pengembangan bompetensi
sebageimana ditmaksud pada avat (1) meliputi:

d. jenis Kompetensi vang perly dikembanghan;

b target PNS vang akan dikembangkar
komperensinya;

. jenis dan jalur pengembangsan kompetonsi;

d. penyelenggara pengembangan kompeternsi;

e, jadwal atau wakiu pelaksusnaang

. kesesuaian pengembangan kompetensi dengan
standar  kunkulmm  darl  inslansi pembina
kompetensi; dan

g angparan yang dibmtuhkan,

kcbutuhan dan rencana pengembangan kompetensi

sebagaimana dimaksud pada avat [2) dimasulkan ke

dalatn sistem inforinasi pengcmbangan kompeternsi

LAN.

Pazal 208

Petiyusunan  rencana  pengembangan  kompelensi
nasiongl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203
ayat (2] hurul b dilakuken untuk  memenuhi
kchutuhan  kompetensi yang  diperlukan untuk
mencapal tujuan dan sasaran pemerinilahsan  scrta
pembanminan,

Penyusunan rencana pengembangan kompetensi i
lingkat nasicnal scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial,
dan Koempeniesi Sosial Kulniral,

(2] Kompetensi . . .
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(3} Hompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
{Z) lerdin atas kompetensi tcknis dan kompetensi
lunpsional.

(4} Penyusunan rencana  pengembangan  Kompetensi
Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural dilakulkan
aleh LAN,

(2] Penyusunan rencana  pengembanpgan  kampetensi
teknis dilakukan aleh instansi telknis.

(0] Penyusunan rencans  penpembangan  lomipetensi
fungstonal dilakukan oleh instansi pembina JF.

Pesal 200

(1] Rencana pengembangan kompetensi schagaimana
dimaksud dadam Pasal 205 disampaikan kepada LAN
sebapgai bahian untuk Menyu SN rencana
pengembangan kampetensi nasional.

(4] Rencana  pengembangan  kompctensi nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat [1) ditctapkan cleh
Menteri dan dipublikasikan dalam sistem infaormasi
pelatihan yvang terintegrasi dengan Sistem Informasi
ABN.

FParagraf 3
Pelaksanasn Penpembangan Kampetensi

Pasal 210

{1} Felaksanaan pengombangan kotnpetensi schbagaimana
dimaksud dalam Pasal 203 ayot {3} hurul b harus
scsual  dengsn rencana  yang  telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pazal 207 ayar [2).

2] Pengembangan . . .
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Fengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam
bentuk:

a. pendidikan; datyfatau

b. pelatihan.

Pazal 211

Penpembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan
sehagainana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (3]
huruf a dilakukan untuk meningkatkan pengelahuan
dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan kompetensi dalam benluk pendidikan
formal  sebagaimana  dimaksud  pada  avar (1)
dilaksatinkan dengan pemberian (ugas belajar,
Pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada
ayat [Z) dibernkan  dalam rangka memenuhi
kebutuhar  standar  kompetensi  Jabatan dan
pengembangan karler,

Ectentuan lebih lanjut mengenai pembernan tugas

bedlajar diatur dengaty Peraturan Presiden.

Pua=al 2172

Pengembanpgan kompetensi dalam bentuk pelatihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2
hural b dilakukan melalui jatur pelatihan klasikal dan
nanklasikal.

Pengernbangan kompetensi dalam bentuk pelatiban
kltazikal sebagaimana odimaksud pada avat (1)
dilakukan mwelalui proses pembelajaran tatap muka i
dalam  kelas, paling kKurang melalui pelatihan,

scminar, kursis, dan penataran.

(3] Pengembangan - .
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(3] Pengembangan kKetnpetensi dalatn bentuk pelatihan
nonklasikal scbagaimans dimaksud pada ayat (1)
dilakukan  paling  kurang melalui efearting,
bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh,
magang, dan pertukaran antara FNS dengan pegawsai
swasta,

[4) Penpembangan kompetens melalui pertukaran anlara
PNS dengan pegawal awazra scbagaimana dimalksud
pada avat [3) dilaksanakan dalam wakiu pafing lama
1 [saly tahun dan pelaksanaannva dikoordinasikan
oleh LAN dan BEN,

Pasal 213

Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan secara:

a. mandiri olch internal Instansi Pemerintah  vang
bersangkuatan:

b. bersama dengan [nstansi Pemetintah  lain vang
memiliki dalcreditasi untuk melaksanakan
penpenbangan kompelenst tettentu; atan

c. bersama dengan lembage pengembangan kompcotonsi
yang independen.

Pasal 214

[T} Pelaksanaan pengembangsn  kompetensi teknis
ditalktukan melalui jalur pelatiban.

{2} Prlatihan telnis sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dilaksanakan untuk mencapal persvaratan standar
kompetensi Jabatan dan pengembangan karier.

(3] Pelakssnaun  poagembangan kampelensi teknis
sehapaimana dimaksud pada ayal (1) dapar dilakukan
secary berenjang.

{4) Jemis . ..
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Jemis dan jenjang penpembangan Kotnpetensi teknis
ditetapkan oleh instansi teknds yang bersanglatarn.

Fclatihan  leknis  diselenggarakan  oleh  lembaga
pelatihan lerakreditasi,

Akreditas pelatihan teknis dilaksanakan nleh tnasing-
masing mstansi  telnis  denpan  mengacu  pada
pedoman akreditasi yang ditetapkan oleh LAN.

Fasel 215

Pelaksanaan pengembangan kompetensi fungsional
dilalmulaty melalul jalur pelatiban.

Pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] dilaksanakan untuk mencapal persyaratan
slandar kompetensi Jabatan dan  pengembearizan
kearier.

Pengembangan kompetensi lunpsional sebagaimana
dimaksud pada avar (1] dilaksanakan untuk
mencapali  perayaratan  kompeotcnsi o vang sesual
dengan jenis dan jenjang JF masing-masing,

Jents dan jenjang pengetnbangan  kompetonsi
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
ditetapkan oleh instansi pembing JF.

Pelatihan [ungsicnal diselenggaraksan oleh Iembaga
pclatiban teralireditasi,

Akreditas] pelatihan  fungsional dilaksanalcan  oleh
masing-masing instans pembing JF dengan mengacuy
pada pedoman altreditasi yvang ditelapkan cleh LAN,

Pasal 216

Pelaksanaan pengembangan Kompetensi | Sosial
Kuliural dilabulkan melalui jahir pelalihan,

[2) Pelatihan. . .
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Pelatihan  sosial  kullural  dilaksanakan  untuk
meNcapal persyaratan standar kompetensi Jabatan
dan pengembangan karier,

Pengembangan Kumpctensi Sosial Kultural
sebapgsimana dimaksud pada avat (1) dilaksanakan
uhntuk memenuhi Komperensi Sosial Kultural sesuai
standar Kompetens Jubatan.

Fengembanpan Kompetens Sruial Kultural
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] ditetapkan aleh
LAN,

Felatihan Kompetensi Sosinl Kultural disclenggarakan
uleh lembaga pelatibhan terakreditasi.

Akredilasi pelatihan sosial kullural dilaksanalian oleh
LAN,

Fasal 217

Pelakzanaan pengembangan Kompelensi Manajerial

dilakukan melalui jalur pelatihan.

Pelaksanaan pengembangan Kompetensi Manasjerial
melaivi jalur pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayal [1) dilakuloan melalul pelatihan strukoaral.

Pelalihan  struktural sebagaimana dimaksud pada
avar {2} terdiri atas:

a. kepemimpinan madya;

k. kKepemimpinan pratama;

¢. kepemimpinan adminisirater; dan
d. kepemimpinan pengawas.,

Pelatihan struktiral kepemimpinan madya
thselenpesarakan aleh LAN,

(5] Pelatinan . . .
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Pelatihan strukiural kepemimpinan pratama,
kepemimpinan  administrator, dan  kepemimpinan
pengawas diselenggurakan oleh lembaga pelatihan
pemerintaly terakeedilasi,

Alocditasi pelatihan struktural  kepemimpinan
dilaksanakan aleh LAN.

Pramal 218

Dalam rangka menyamakan persepsi terhadap tujuan
dan sasaran pembangunan nasional dilulesanaloan
pelatihan di tinglkat nasional yang ditkuli oleh pojabat
pimpinan  tinggl utama, pejabat piaopinat  tnggi
madya, dan pejabat pimpinan tinggl pratama, yang
dilaksanakan oleh LAN,

Felatihan sebagaimana dimaksud pada avat (1] dapar
diilsuti juga oleh pejabar negara dan direksi dsm
lomisaris badan usasha milik negara atag badan
usaha milik daerah.

Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dapal
dilalkulian melalui kerja sama dengan instarsi lain,

Pazal 219

LAN bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan

petyelenggaraan pengembangan kompelens,

Paszal 230

Pelaksanaan pengembengan kompetensl dinformasikan

mclalui  siatem  inlurmasi pelatihan yang  cerinteprasi

dengan S{stem Informasi ASN.

Paragral 4, | .
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Evaluasi Pengembangan Kompetensi

Pasal 221

Evaluasi pengembangan Kompelensi Manajerial dan
Kompetensi Sosial Kultural dilaksanaksan untuk
meralal kesesuaian antara kcbutuhan Kompetensi
Manajcrial dan  Kompetensi Sosial  Kultural PNS
denpgan standar  kompetensi Jabatan darn
pengembangan karier.

Evaluasi pengembangan Eompetensi Manajerial dan
Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dirpaksad
pada ayat (1), dilakukan oleh LAN.

Hasil evaliasi pengembangan Kompetensi Marajerial
dan Kompetensi Sesial Kultural disampaikan kepada
Mentet,

Pasal 232

Evaluasi pengembangan kompetensi tcknis
dilaksanakan wuntuk menilai  kesesuaian antara
kebutuhan kompetensi leknis PNS dengan standlar
kommpetensi Jabalan dan pengembangan karier.

Fvaluasi pengemhbangan kompetensi relknis
sebagaimana dimaksud pada ayar (1), dilakukan oleh
instansi icknis masing-masing.

Hasd evaluasi pengembangan  kompetensi teknis
dizsampaikan kepada Menteri melalui LAN,

Fazal 233

Evaluasi penpembangan kompetensi fungsional
dilaksanakan untuk menilsi  kesesnaian  antara
kebutuhan  kompetcnsi fungsional  PNS dengan
standar koempetensi Jabatan dan  pengembangat
KaT1ET.

{2) Evaluas .,
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{2} Evaluasi pengembangar kompetensi  fingsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan olch
mstansi pembing JF.

(3] Hasil cvaduasi pengembangan kompetensi fungsional
disampaikan kepada Mcenteri melalui LAN.

IFasal 224

Hasil evaluasi pengembangan  kompetensi  nasional
dipublikasikan dalam sistem informasi pelatihan yang
terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.

Panal 225

ketentuan lebih lanjut mengendas leknis perencanaan,
pelaksanaan, dan eveluasi pengembangan kompetensi
diatur dengan Peraturan Kepala LAN.

Baglan Keempal

Bislem Informasi Mungjemen Karier

Paragtaf 1
Sistem Informasi Manajemen Karier
Inztansi Pemerinlah

Praual 246

(] Betlap Instansi Pemerintah wajib memililki sislem
informasi manajemen karier instansi.

(2] Bistem infortnasi manajemen kuarer instansi berisi
informasi mengenal  rencana  dan  pelaksanaan
inanyjemen karier,

(3) Sisilem . .
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(3] Swslern informasi  manajemen  karer  instansi
schagaimana dimaksud pada avar ([ merupakan
baglan yang terintegrasi depgan Sisiem  [nformasi
ABN.

[4) PPK wajibh memutakhirkan data dan informasi dalam
sistem informeasi manajemen karier instansi.

(51 FPK memasukkan data dan informasi manajemen
karter di lingkungannya ke dalam Sistem Inlornmasi
ASN paling lambar akhir bulan Marel tahun berjalan
untuk pelaksanaan tabhun berfkutna.

Paragraf 2
Sistem Inlermasi Manajemen Karer Nasional

Pasul 227

(1] Sistermn informuasl manajemeny karier sccara nasional
dikelola oleh BEN berdasarkan informesi dsm data
penyelenggaraan  manajemen Karier  oleh  setiap
instansi,

(2] BKN wajib mclakukan verilikasi terhadap infarmasi
dan data penvelenggaraal manajemen kader paling
lammbal 1 (satu] hulan setelah penyampaian infermasi
oleh instansi.

BAB V1
PENILAIAN KINEE.JA DAN DISIPLIN

Fazal 298

{1} Penilaian kineja PNS bertuyjuan unluk menjamin
phjeklivitas pembinaan PNS vang didasarkan sistem
presiasl dan sistemn karier,

(2] Penilaian . . .



HRIIZ's DER
REPURLIE [MEORESIA

- 124 -

{2} Penilaian kinega PHNE  dilakukan  berdasarkan

(3]

()

[

[2)

[3)

[+

perencanaan  Kinesja pada  tingkat  individu  dan
tingkal unit ataun organizasi, dengan memperhatikan
targel, capaian, hasil, dan manfaat vang dicapai, serts
perilaku PNS.

Penilaian kinerja PNS dilakuokan secara  objelldl,
terukur, akuntabel, partisipatil, dan transparan.

Penilaian kinerja PNS sebapaimana dimaksud pada
ayal (3] dilalukan aleh atusan langsung dari PNS
atau pejabat yang ditentulian oleh PvB.

Paaal 229

Untuk meryamin terpeliharanta lala lertib dalam
kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi
disiplin PNS.

Instansl Pemerintah wajib melaksanakan penegakan
disiplin terhadap PNS serta mclaksanakan berbagai
upava penngkatan disiplin.

PNG yeng melakuksn pelanggaran disiplin djatuhi
hukuman disiplin,

Hulkuman disiplin sebagaimana dimaksud pada avat
(3]  dijatubksan oleh pejabar  yang  berwenang
mecnghukum,

Pasal 230

Ketenluan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja PN
dan disiplin PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228

dan Paual 229, diatur dengan Peraturan Pemerintah
tersetidin.



PRESIDER
FERPUELIE IKLDOMES|A

- 125 -

BAB VIT
PENGHARGAAN

Pasal 231

PNS yung tclah menunjukkan kesetinan, pengabdian,
keeakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi ketja
dalam  melaksanakan  tugasnys  dapat  diherikan
penghargaan,

Pasnl 232

Penghatgaan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 231,
dapat berupa pemberan:

tanda kehormalan;
kenaikan pangkat istimews;

¢, kescmpatan priorilas untik pengembangan
kompetensi; dan fatau

d. kesempatan menghadin acara resmi dan/atal acera
ketegaraan.

Pasal 233

Pemmberzan  penghargaan berupa  tanda  kehormatan
schagaimansa  dimaksud dalamnm  Pasal 232 hurad  a,
diberikan  kepada PHN8  sesuai  dengan ketentuan

peraluran perundang-undangan.
Pasal 234

Permbernan  penghargaun  berupa  kenaikan  puanglkat
istimewa sehapaimana dimaksild dalam  Pasal 232
huraf b, diberikan kepads PNS  berdasarkan  pada
penidaian kinetja dan keahlian vang luar biasa dalam
menjalankan {fugas Jabatan.

Paaal 235, ..
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Paszal 235

Penghargaan berupa  kesempatan  tambahan  untuk
pereembangan kompetensi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 232 huruf ¢, diberikan kepada PNS yang
mempunyai nilai kinega yang sangat baik, memiiiki
dedikast dan lovalitas yang tinggl pada orpanizasi dan
murupakan tambahan atas pengembangan kompetensi
sebagaimana diatur dalam Pasal 203.

Pasal 236

Penghargaen sebagaimana dimalcsud dalam Pasal 232
hurutf b dan hurul ¢ diberikan cleh PyB setelah mendapat
pertimbangan Um penilai kinerja PNS atas usul pimnpinan
unit kerja,

Pasal 227

Ketentuan [ebih lanjul mengenai tete cara pemberian
penghargaan sebagaimana dimaksiud dalam Pasal 232
huruf d diatur dengan Peraturan Presiden,

BAB vIIT
PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Drasar Pemberhentian

Paragraf 1
Pemberhentian Atas Permintasn Scndin

Pausal 238

(1] 'NE  yang mengajukan  perminlaan berhenti,
dibcrhentikan dengan hormat sebagal PNS,

{21 Permintaann . . .
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(2) Fermmtaan berhenti sebagaimans dimaksud  pada

ayat (1) dapal ditunda untuk paling lama 1 (satu)

tahun, apabila PNS vang bersanglutan  tasih

diperiukan unlul kepentingan edinas.

[} Permintaan berbenll sebagaimana dimaksud pada
avar (1] ditelak apabila;

a,

sedang dalam proses peradilan karvena  didupa
melakukan tindak pidara kojahatan;
lerikat  kewsjibann  bokeria pade  Instansai

Pemernintah  berdasarkan  ketentuan  peraturan
petundang-undangan;

dalam pemeriksaan  pejabal  yang  berwenang
memeriksa Karena diduga melakuban pelanggaran
disrphin PN5;

sedang mengajukan upaya banding administratif
karens  dialuhi  hukuman  disiplin @ berupa
poemberhentian dengan hormat  tidak  atas
permmintaan sendin sebagai PNS,

sedang menjalani hukuman disipling dan/atan

alasan lain menurul pertimbangan PPE,

Paragrat 2

Pemnberhentian Karena Mencapad

Balas Usia Pensiun

Pasal 239

{1} PNS wyang felah mencapai Batas Usia  Pensiun

diberhentikan dengan hormat sebapgai PNS.

(4] Batas . . .
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Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat

(1] yaitu;

a. 28 [Ima puluh dclapan] tabhun bagi pejabat
administrasi, pejabat fungsional ahli  moada,
pejabal fungsional ahli pertama, dan  pejabal
fungzional keterampilan;

b. &0 {enam puluh) tahun bagi pyjabat pimpinan
tinggl dan pejabat fungsional madya; dan

¢. 63 {onam pulih lima) tahun bagi PNS  yumg
memangky pejabar angsional ahli utama,

Pagal 240

Batas Usia Pensiun bagi PNS vang menduduki JF yang
ditentukan dalam undang-vundang, berlaltu keteniuan
sesual dengan Batas Usia Pensiun yang ditelapkan dalam

undang-undang yang bersanglitan,

Varagraf 3

Femberhentian karena Perampingan (Organisasi

atan Kebijakan Pemerintah

Pazal 341

{1} Dalam hal terjadi perampingan  orpanisasi  atauo

(]

kebijalan pemerintah vang mengakibatkan kelebihan
PNG maka PNS tersebut terlebih dahuolu disaharkan
pada Instansl Pemerintah lain,

Dalam hal terdapar PNS yang beorsangkutan ridak
dapat dizsalurkan sebagaimana dimaksud pada ayvat
(1] dan pada saal terjadi perampingan organisasi
sudal mencapai usia 50 {lima puluh) tahun dan mass
kerja 10 {sepuluh) tahun, diberhentikan dengan
haormat dengan mendapul hak kepegawaian  sesiad
dengan Kelenlusn peraturan perundang-undangan.

(3] Apabila . .,
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Apabila PNE sebapgaimana dimaksud pada ayat {1

a. tidak dapat disalurkan pada instensi lain;

b. belum meneapai usia 50 (lima puluh) taluan; dan
. masa kexja burang dari 10 (sepuahuh) tahuan,
diberikan uang tunggu paling lama 5 (lima) tahun.
Apabila  sampal  deongan 5 {litna)  tahun  PNS
sehapidmana dimaksyad pada ayat (3] tidak dapat
digalurkan maka PNS tcrsebut diberhentikan dengan

hormat  dan  diberikan hak  kepegawaian  sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal pada saat berakhimya pemberian wang
tungga PNS sebagaimana dimaksud pada avat (3)
kelum berusia 50 (lima puluh) tahun, jaminan
pesiun Dagl PNS mulai diberikan  pada  saal
mencapai usia 50 {lima pulih) tahun,

Ketentuan mengenai kriteria dan penstapan kclebihan
PNS scbagaimana ditnaksud pada avat (1) ediatur
dengan Perdluran Menteri.

Paragraf 4
Pemberhentian karena Tidak Cakap
Jasmani dan/atau Eohani

Pasal 242

FNE yang tidak cakap jasmani dan/fatan  eohuani

diberticintikan dengan hormat apabaka:

a, lidak dapat hekerga lagi dalam semua Jabatan
karcna kesehatanmovs;

b, menclera .. .
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L. menderite penyakit atau kelainan vang berbahaya
bagi dirinya sendiii atan lingkungan kerjanya;
atay

e

lidak mampu bekerja kembali serelah berakbirmya
curi sakit.

(21 Ketentuan mengenai fidak cakap jasmani dan/atav
rohatii  scbagaimana dimaksud pada  ayat (1)
berdasarkan  hasil  pemerksaan  tim penguyji
keschatan.

{3} Tim penguji kesehatan sebapaimana dimaksud pada
ayat [2) dibentuk nleh tnerierl yang
menyvelenggarakan urasan pemerntaban di bidang
keschatan.

(4] Tim pengniji keschatan scbagaimana dimaksud pada
ayal (2] beranggotakan dokter pemerintah.

(2] PN yang dikerhentikan dengan hotmal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mendapar hak kepegawaian
seslal  dengan ketentuan  peraturan  penundang-
undangan.

Paragral 5

Pemherhenlian Karena Meninggal Dunia,
Tewas, atau Hilang

Pa=al 243

(1} PNS yung meninggal dunda atau tewas diberhenlikan
dengan haormat sebagsd PNS dengan mendapat hak
kepegawsian  sesual denpan ketentuan  peraturan
perundang-undarpan.

(2) PNS dinyatakan meninggal dunia  sebagaimana
dimalksnd pada ayat (1] apabila:

a. meninpealnya ...
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a. meninggalnya  tidak  dalam  dan karena

tnenjalankan tugas,

k. meninggalnva  sedang  menjalani masa  sang

tuatigen: aban

€. meningeainva pada waktu menjalani cuti di haar
langpungan negara,

NS dinvatakan lewas sebagaimana dimaksud pada

ayal (1) apabila meninggal:

a. dalan dan karena menjalankan (ugas dan
kewapbannya;

. dalam  keadaan lain yang ada hubungannyva
dengan dimas, sehingga kematian ita disamakan
dengan keadaan sehagaimana dimaksud pada
huruf a;

c.  langsuny diskibatlan oleh luka atau cacat rohani
atau jasmani yang didapat dalam dan karena
mergalankan tugas kewsjibannya atan keadasn
lain vang ada hubungannva dengan kedinssan:
dan/atau

d. karena perbuatan anasir yang tidak bertangpung
Jawab atau sebagai akibat tindakan anasir itu,

Apabila PNS schagaimana dimaksud pada avat [2) dan

ayat (3] telah berkeloarga, kepada janda/duda atau

anaknva dibcrikan hak kepegawaian sesuai denpan

Kelentuan peraturan perindang-undangan.

Apabila PN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3} tidak berkcluarga, kepada orang tuanva

diberilian hak kepegawaian sesual dengan kelerluan
perasturan perutdang-undangan,

Pa=al 244

Seoprang PN3 dinyatakan hilang di luar kemarmpuan
dan kemauan FNS yang bersungkutan apahila:

a. pdak
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a. tidal diketahui keberadaannyva; dan

b. tidak diketahui masih hidup arau telah menirggal

dunia.

PINE yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggap ielah  meninggal dunia dan dapal
diberhentikan dengan hoermat scbagai PNS pada akhir
bulan ke-12 [dua belas) sejak dinyatakan hilang.

Permyalasn hilang sebagaimana dimaksud pada ayvat
(2] dibuat oleh PPK alau pejabat lain vang ditunjuk
berdasarkan surat kctorangan atau  berila. acura

pemcriksaan dari pibak Kepelisian Neogara Repullik

Indoncsia.

Janda/duda amu analt PNS sebagaimana dimaksud
pada wyal (1) diberikan hak kepegawalan  sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undargan,
I’axal 245

Dalam hal PNS yang hilang sebagaimena dimaksud
dalam Pasal 244 avar (1) ditemukan kembali dan
masih hidup, dapat diangkat kembali sebagai PN3
sepanjang vang bersangkllan belum mencapail Batas
Ugia Pettsiun,

Pengangkatan kcmbali sebagai PN3  scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PNS vang
hersangkulan  diperiksa  alehh PPK  dan  pihak
Kepolisian Nepara Republik Indonesiza.

Dalam  hal  berdasarkan  hasil  pemeriksaun
sebagaimana dimaksud pada ayal (2] terbuleti hilang
karenn kemanan dan kemampuan VANg
bersangkulan, FNS yeng bersanghutan dijatuhi
hukuman disiplin sesuai dengan ketentian peraturan
perindang-undangan.

Pazal 246 . .
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Pa=al 246

Dalamn hal FNS yang hilang scbagaimana dimaksud
dalam DPasal 244 ayal (1) ditemukan kembali dan
lelahy mencapai Batas Usia  Pecnsiun, PN3 yang
bersangkutan  diberhentikan  dengan hormat  dan
diberikan hak kepegawaian sesnai denpen ketentuan
peraturan perundang-nndangan.

Femberhentian scbagaimana dimaktaud pada ayat (1)
selelah dilaknkan pemeriksaan oleh PPK dan pihak
Kepolisiun Negara Republik Tndonesia,

Dalarmn hal terndasarkan hagil pretnerikssan
sebagmimana dimalksud pada ayal (2) terbukt hilang
katena  kemauan dan kemampuan yang
bersangkutan, PNS  vanp  bersangkutan  wajib
mcngembalikan hak kepogawaian yang relab diteritma
vieh pandaf/duda  atan  ansknya scsual  dengan
ketentuan peraturan perundang-1hdangan.

Paragral &
Pemberhentian karena Melakukan
Tindak Pidana/ Penyelewengan

Faszal 247

PNS dapat diberhentkan dengan hormatr atau  Lickak

diberhentikan karena dihulkum  penjara  berdasarkan

putuszan  penpadilan vang  telah memiliki  kekuaslan
tnikum tctap karena melakukan tindak pidana dengan
huikumen pidana penjara paling singkal 2 {dua) tahun
dan pidana yang dilakukan tidak berencana,

Faszl 248 .,
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FPazal 245

{1} PN& yang dipidana denpan pidana penjara 2 [dus)

|2]

(1]

(2]

(3]

tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan
yang telah memilik kelazaten hukum lelap karena
melakukan tindak pidana tidak dengan borencana,
tidak diberhentikan sebapai PNS apabila:

i, perbudlannya  tidek  memurankan  harkat  dan
martabat dari PNS;

k. mempunyai presias] kerja vang hailc,

¢c. tdak mempengaruhi lingkungan kerja setelah
disktiflcan kemlxali; dan

d. terzedia lowongan Jabalan.

PN vang dipidana dengan pidana penjara kurang

dari 2 [dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan

yang tclah memilikki keluatan hukum totap karena

melakulan tindak pidana tidak dengan berencana,

tidak diberhenlikan scbagai PNS apahila tersedia

lowongan Jabatan.

Fasal 244

NS vang tidak diberhentikan sebapaimana dimaksud
dalammi  Pasal 248, s=sclama  yang bersanglkutan
menjalani pidana penjara meka  tetap  bersatus
sebagead PNS dan tidak menerima hal kepepawaiannya
sampal diaktiflcan kembali sebagai PNS,

NS sebagaimana dimaksud pada avar (1) dialtithan
kembali sebagai PN3  apabila  tersedia  lowongan
Jabatan.

Dadam hal  tidak torsedia lowongan jabalan
schbagaimana dimaksud pada avat (2], dalam jangka
waktu paling lama 2 [dua] tahun, PNS  vang
bersanglaitan diberhentikan denpgan hormar,

(4) PNS . . .



PRESIDEM
REFPUBLIE "mRDOGHESIA

- 135 -

(4] FNS yang menjalani pidana penjara schagaimana
dimaksud pada ayat [1) dan sudah berusia 58 flima
puluh delapan) tabun, dibethenlikan dengan hormat,

Paral 250

PNS diberhentikan tidak dengsan hormiat apabila:

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoncsia
Tahun 1945,

. dipidana dcngan pidana penjara atan kurungan
berdasarksn putusan pengadilan vang telah merniliki
fekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
mdana  kcjahatan  Jabatan atau  tindak  pidana
kejphatan yang ada hulmnganmya dengan Jabatan
dan/atau pidans. umum;

. menjadi anggots dan/atau pengurus parlai politik;
aldau

d. dipidana dengan pidana  penjara berdasarkan
puatusan pengadilan vang elah memiliki kekuatan
hukum 1elap karema mefakukan lindak pidana
dengan hukuman pidana penjara  paling  singkar
2 [dua] tahun dan pidana vang dilakukan dengan
bercncana.

Pasal 251

PN yang dipidana denpgan pidana penjara kurang dari
2 (dus) tahun berdasarkan putusan pengadilan vang
lelah mcmilikh kekuatan hukum tetap Karena melakukan
tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan

honmnat tidalr alas permintaan sendiri sebapai FNS.

Panal 252 , .,
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Pazal 253

Pemberhentian sebapuimana dimaksud dalum Pasal 230
huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung
mulai  akhir bulan =sejak pulusan pengadilan  atas
perkaranya yang telah memilid kckuatan hukum tetap.

Paragraf 7
Pemberhentian karcna Pelanggarat Disiplin

Pasal 353

(1) PNS diberhentikan  dengan hormat  tidak  alas
permintann scndiri apabila moelakukan pelanggaran
disiplin PNS lingkat beorat.

(2} Pemberhentian sebagaimana dimakeud pada ayat (1)
dilaksanakan =zesual denpun ketentuon  peraniran

porundang-undangan  vang  mengahlt  mengenai
disiplin FN&.

Paragral 8

Pemberhentian karena Mencalonkan Dirl atan Dicalonkean
Menjadi Prosiden dan Wakil Presiden, Kerua, Wakil Ketua,
dan Anggota Dewan Porwakilan Rakyal, KEctua, Wakil Ketua,
dan Anggola Dewan Perwakilan Drerah, Gubernur dan Wakil
Cubernur, atau Bupali/Walikota dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota

Pasal 234

(1) PNE wajily mengundurkan diri sebagai PNS pada saat
ditetaphan schagai calon Presiden dan Wakil Presiden,
Eetua, wakil Eetua, dan Angpota Dewan Perwakilan
Raloyat, Kelua, Wakil Ketus, dun Angpota Dewan
Ferwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubcrnur,
afaun Bupall/Walkota dan Wakil Bupati/Wakil
Walikala olch lembaga vang bertugas melaksanakan
pemilihan uroum.

{Z2) Pernyalaan | ..
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[£i Peroyatsan pengunduran din sehagaimana dimaksud
pada ayat (1] tidak dapat ditarik kemhali.
{3} PNS yang mengundurkan din scbagaimana dimalosud

pada ayal (1} diberhentikan dengat hormat scbagai
PNG.

{4) PN vang melanggar kewajiban  sebapaimana
ditnakyud pada ayat {1} diberhentikan denpgan hormat
selragai PN 3.

{3} Pemberhentian  dengan hormat  sebagai PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dan aval (4)
berlaku terhitung mulai akhir bulan sejak PNS yang
bersangkutan ditelapkan sebagai calon Presiden dun
Wakil Presiden, Kelua, Wakil Ketua, dan Anggoa
Dewen Perwakilan Rakorat, Keiud, Wakil Ketaa, dan
Angaota Dewan Perwakilan Daesrah, Gubernur dan
Wakil Gubermur, atau Bupati/Wwalikota dan Wakil
Bupati/Wakil Walikota oleh lembaga yang bertugas
melaksanakan pemiliban umum.

Paragral 9
Fernberhentian karena Menjadi
Anggota dan/atau Pengurus Partal Politik

Pagsal 255

(1} PN dilarang menjadi anggola danfatan ponguras
parta politik.

{2} PNS yang meniadi anpgota dan/ataw pengurus partai

politik wajib mengundurkan diti secars tertulis,

i3] PNS ...
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(3] PN3 yang mengundurkan diri scbapaimana dimalksl
pada ayal (2] diberhentikan denpan hormat sebagai
PNE terhitung mulai akhir bulan pengunduran diri
PN2 yang bersangkutan,

(4] PN3 yvang meclanggar larangan sebagaimana dimalesud
pada ayat (1) diberhentkan tidak dengan hormat
sebapm PNS.

(2] PNS yang mcnjadi anggota dan fatau pengurus paital
politik diberhentikan tidak detgan hormat schagai
PNE sebagaimana dimaksud pade ayal (4) terhitung
muiaj ekhir bulan PN3 vang bersangkulan menjadi

anggota dan fatan penguras partad politik.

Paragraf 10
Pemberhentian karena Tidak Menjabar Lagi
Aebagal Pojabat Negara

Pazal 256

(1) PNB vang tidak menjabat lag sebagai kektua, walkil
ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi, kerua,
wakil ketua, dan anggota Badan Pemerikss Keuangan,
ketua, wakil ketua, dan angeola Komisi Yudisial,
ketua dan  wakil ketua Komisi Pemberantasan
Korupsi, menteri dan jabatan setngkat menleri,
kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
yang berkedudukan schagai Maia Besar Luar Biasa
dan Berluasa Penuh, dibcrhentikan dengan hormat
sebapged PNS apabila dalam waktu paling lama 2 [dusa)
tahun tidak tersedia lowongan Jabatan,

(2] Selama -,
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SBelama menunggu  lerscdianva  lowonean  Jabatan
sesunl  dengan  kompetensi dun kualifikasi PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] disktifkan
kembali sepagai PNS dan  diberikan  penghasilan
scbesar 50M% (lima puluh persen) dan penghasilan
Jabatan ferakhir schagai PNS sebelwm  diangkat
sebagal pejabat negara scsuat dengan kelentuan
peraluran perundang-undangan,

Pemberhentian dengan  harmat sebagai PMS
sebagaimsna dimakaud pada ayat [1) terhitung talad
althir bulan sejak 2 {dua] tahun tidak tersedia
lowonpgan Jabatran,

Paragraf 11
Pemberhentiati Karena Hal Lain

Pasal 257

PNS wang tclah selesal menjalankan outi oi luar
tangrungan negara wajib melapotkan diri secara
tertulis kepada instansi induloea,

Batas waktu melaportkan did  secara teriulis
sebagaimana dimaksud pada ayal (1] paling lama
1 {satu} bulan serelah sclesai menjalankan cuti di lauar
tRhEEtiyan negara.

PNS wyang tidak melaporkan din secara  terialis
sebagaimana dimaksud pada avar (1), diberhentikan
dengan hormst scsuai dengan kelentuan peraturary
petuindang-undangat.

(4] PNS . ..
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PNE yang melaporkan dind sebagaimane dimaksud
pada avat (1), tetapi tidak dapal dianskat dalam
Jabatan pada instansi induknya, disalurkan pada

mstansi lain,

PNE sebagaimana dimaksud pada avar (4} diakyifkan
kembali schagai PNS sesual Jabalun yang tersadia.
Peniyaluran pada instansi lain sebagaimana dirmnaksud
pada avat (4 dilakukan aoleh PPK  serelah
berkeordinasi dengan Kepala BKN,

PN3 yang tidak dapat disalurkan dalam waktu paling
lama 1 (satu] tahun diberhentikan dengan hormeat
sehaga PHS,

PNE yvang diberhentikan dengan hormat sebagaimana
dimaksud pada ayat (7] diberikan hak kcpegawaian

sesuEl ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 238

PNE yang terbuktl menpgunakan ijazah palsu dalam

pembinaan kepegawaian diberhentikan denpan honmat

tidak atas permintaan sendiri.

(1]

(<)

Paszal 250

NS wang telah selesal mcenjalankan togas belajar
wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas)
hari kerja sejak berakhimya masa tugas belajat.

Dalatn  hal PNS  tidak  melapor  kepada DPK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yung
bersangkutan diberhentikan dengan hormatl  tdak
atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesceal

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Farggraf 12 . ..
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Paragraf 12
Histem Inlormasi Manajemen
Pemberhentian dan Pensiun

Fasal 2an

(L] Sislem informasi manajemen pomberhentian  dan
oonsing secara nasiomal  dikelola oleh BEN
berdasarkan  informasi  dan data pengelolasn
pemberhentian dan pensiumn Instansi Poemerintah.

(4] Instonsi Pemerintah wajib memutakhirkan informasi
dan data N8 melalul sistern informasi manajemen
pemberhentian dun penstun sebagaimana dimalkesid
padla avat (1),

(3] BEN melakukan verifikasi terhadap informasi dan
daty pengelalaan pensiun scbagaimana  dimaksud
pada aval (2] untuk pemberian perlimbangan teknis
pensiun PNS kepada Insransi Pemetintah.

(4} Histern infurmasi manajemen pemberhentian dan

pensiun meripakan bagian dard Sistem  informasi
ASN.

(2} Ketentuan lebih lanjul menpenai sistem  informasi
manajemen pemberhentisn dan  pensiun diatur
dengan Peraturan Kepals BEN.

Bagman Kedua
Tata Cara Pemberhentian

Paragraf 1
Tata Cara Pomberhentian Atas Permintaan Sendiri

Pasal 261

(1} Permchonan berhenti scbagai PNS disjukan sccars
tertulis Kepada Presiden atau PPK melalui PyB secara
hierarki.

2] Permaobonan - ..
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(2} Permohonan pemberlhentian alas permintasn sendiri
disetgui, ditunda, atau dilolak diberikan setelah
mendapat rekomendasi dari PyB.

{3) Dalam hal permobionan berhenti ditunda atau diloelak,
PPK menyampaikan  alasan  penundasno atan
penolakan  secara  tertulis kepada PNS vang
bersangkutan,

{4} Keputusan pemberian persetujuan, penundsan, atan
penalakan  pormobonen pemberhentian atas
rerminlasn sendin ditetapkan paling lama 14 (empat
belas)  hari ketja.  techitung  sejak permabonat
diterima.

(o} Scvbelum keputusan pembechentian ditetapkan, PNS
ydng bersangkutan wajib meclaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya.

2] Presiden atau FPK  menetapkan keputusan
pemberhentian PN8  dengan  mendapal  hak

kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberhentian
karena Mencapai Batas Usia Pensiun

F

Pazal 262

(1) Ecpala BKN menyampaikan daftar perorangan calon
penenma pensiun Kepada PNS yang akan mencapai
Hatas Llsia Pocnsian melalui PPE paling lama 13 (lima
helas) bulan sebelum PNS  mencapsd Batas Usia

Pensmn.

(2] PPK . . .
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PPE atau FyB menvampaikan usulan FNS vang
mencapai Batas Usia Pensiun kepada Presiden atau
PPk berdasarken  kelengkapan  herkas  yang
disampailan oleh PNS paling latna 3 {liga) bulan sejak
Kepala BEKN menyvampaikan daftar perorangan calon
penering pensiamn.

Presiden  atan  PPK menclapkan  keputisan
pemberhenttan dan pemberian pensiun paling lama
1 |mary] bulan sebelum PNYS mencapasi Batas Lisia

Pensiun.

Parapgtal 2

Tata Cara Pemberhentian Karena Perampingan

Organisasi atau Kebijakan Pemerintah

Pasal 263

{1} PPK menginvenrarisasi kelebihan NS sebagai akibatl

2]

(3]

(4]

(%3]

perdmpingan organissa,

Kelebithan PNS schapsimana dimaksud padas ayat (1)
dilaporkan kepada Menteri dan Kepala BKXN,

Menteri metumuskan kebijaican penyvaluran kelebilian
PNZ pada Instansi Pemernntal.

Kepala BKN melaksanakan penyaluran kelebihan PNS
pada Instansi Pemerintah yang membutuhkan zeruai
dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal kelebihan PNS tidak dapat disalurksn pada
lnstansi  Pemeritiah, FPNS vang  bersanglkatan
diberhentiltan dengan hormat dengan mendapal hak
kepegawalan  sesual dengan  keotentuan  peraturan
perundang-undangan.

lParagrat 4. . .



FRESIDEM
RERIIZLIS INCORESHA

- 144 -

Paragrat 4
Tata Cara Pemberhentian

karena Tidak Calkap Jasmani dun/atau Fohani

(L)

{2}

(3]

Puaual 204

Pemberhentian dengan hormat PNS yany lidak cakap

jasmtani  dan/atau  robani, berdasarkan  hasil

pengujian kesehatan PNS oleh tim penguii kesehatan

diajukan oleh:

a. PPK kepada Presidecn bagi PNS vang mendudukd
JPT urama, JPT madya, dan JF keahlian atama:
atau

b. PyE kepada PPE bagm PNS yang mendudukd JPT
pratama, JA, dan JH selain JF keahlian utama.

Fresiden  aau  PPK menetapkan  keputusan
pembcrhentian dengan hormat sebagai | NS
sebagaimana  dimeksud pada  ayat (1) dengen
mendapat  hak  kepegawaian  sesual ketentuan
peraluran perundang-undangan.

Keputusati, pemberhentian gebagaimana dimaksud
pada ayat (2] ditelapkan paling lama L4 [empat belas)
hari kerja sciclah diterimanya hasil pemcriksaan
keschalun PNS cleh tim penguji keschatan.

Paragraf 5
Tata Card Pommberhentiat

karcna Meninggal Dunia, Tewas. atau Hilang

{1

Pasal 265

FI'R atau PyB menpusulkan pemnberhentian dengan
hormat P'N3 yang meninggal dunia, tewas, atau hilung
kepade Presiden atau PPEK.

(2] Presidern | .
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(2] Trosiden atau  PFPE  menetapkan  keputusan
pemberhentian dengan hormat  scbapgad PNS
schagaimana  dimaksud pada  ayar (1] dengan
mendapat hak kepepgawaian sesual kelentoan
peraturan perundang-undangan.

(3] Keputusan pemberhentian scbagaimana  dimaksud
rads ayal [2) ditetapkan paling lama 14 {cmpat belas)
hari ketja selclah usul pemberhentian ditcrima.

Puaragrat &

Tata {zara Pemberhentian karena Melakukan
Tindale Pidana/Penyclowsngan

Paual 266

(] Pemberhentison dengan hormal atau tidak dengan
hormal  PNS  yang  melakukan  tndak pidans/
penyelewengan diusulkan oleh:

a. FPK kepada Presiden bapi PNS vang menduduobd
JPT utama, JPT madva, dan JF ahli utatmea; arau
b. PyE kepada FPK bagi PN3 yang menduduki
JPT pratatna, JA, JF selain JF ahli utarma.
(21 Presiden atau  PPK menstapkan  kepulusan
pemberhentian dengan hormat atsu tidak dengan
hormat sebagal PNS  sebagaimana dimaksud padea

ayat (1] dengan mendapat hak kepepawsdan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

(2) Keputusan . .,
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Keputusan pemberhentian sebagaimana  dimalkstd
pada avat [2) ditelapkan paling lama 21 {dua puluh
satu] hari kerja setelah usul pemberhenlian ditcrima.

Paragraf 7
Tata Uata Pemberhentian
karena Pelangearan Disiplin

Pa=sal 267

Pemberhentian dengan honmat PNS yvang melakokan
pelanggaran disiplin diusulkan aleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS vang menduduoki
JET utama, JPT madya, dan -JF ahli gtama; atau

h. PvB kepada PPK bagi PN3 vang menduduki JPT
pratama, JA, dan JF selain JF ahli wiams.

Fresiden At PPK menetapkan kepuiusan
pemberhentian dengan  hormat  sebagai PN3
sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1) dengan
mendapat  halk  kepegawaian  sesuai  ketentnan
peraturan perundang-undangan.

Kepunizan pemberhentian sebagaimana  dimakaiid
pada ayat (2) ditetaplan paling lamwa 21 (dua puluh
satu) hari kerja selelah usul pemberhentian diteritmea.

Paraeraf 8 . . .
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Paragrafl 3

Teta Cara Pemberhentian karena Menealonkan
[ar1 atau Dicalonkan Menjadi Presiden dan Walkil Presiden,
Ecloa, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Ralivat,
Ketua, Waliil Ketua, dan Anggola Dewan Perwakilan Daerah,
Guhernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikata,

Wakil Dupalif Wakil Walilcoca

Pasal 268

(1} Permohonan  berhenti  scbagai PNE  karena

12

(3]

mencalonkan atau dicalonksn menjadi Presiden dan
Wakil Presiden, Ketua, Wakil Kelua, dan Angaota
Dewan Perwakilun Raloyat, Ketua, Wakil Ketua, dan
Angpota Dewan Perwakilan Dacrah, Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati/Walileata, Walkil
Bupati/Wakil Walikota diajukan secwra  tertulis
denpan membuat sural peroyataan pengunduran din
kepada PPE melalui PyB  secara hierartki sctelah
diterapkan sebugai calon sleh lembaga yang bertugas

mclaksanakan pemilihan umam.

Permohenan sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
tdisampaikan nleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PNS vang menduduki
JPT wtama, JPT madya, dan JF abili wlama; atau

k. PvB kepada PPE bapi PNS vang menduduki JPT
pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.

Fremiden st PPK menetapkan  keputlusan
pemberhentian dengan hormat  schagali PNS
sebagaimany dimaksud pada aval [1) dan ayat (2)
dengan mendapat hak kepegawajan sesuai ketentuan
peratitan perundang-undangsan,

(4} Keputusan . . .
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Keputusan  pemberhentian  sebapaimana  dimaksud

paida avat (2] ditctapkan paling lama 14 {empat belas)
hari ketrja setclah usul pemberhentian diterima.

Parapraf o
Tata Cara Pembechentian

karena Menjadi Anggota dem/atau Pengurus Partai Politik

{1}

12]

[3)

4]

Pasal 2649

Permohonan berhenti sebagal PNS karena menjadi
angeota dan/atau pengurus partai politik diajukan
secara  rerlulls kepada PPE moelalui PyB  secara
hierarki.

Pertnohonan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
disampaikan oleh:

4. PPK kepada Presiden bagi PNH vang mendudolkd

JPT utama, JPT tnadya, dan JF ghli utama; atau

L. P¥B kepada PPK bagi PNS yang mcnduduki JPT
firalamaa, JA, dan JF seladn JF ahli utama,

Fresiden alamu  PPK menetapkan  kepitusan
pemberhentian  dengan hormar sebagai PNS
sehagaimana dimaksud pada ayat (1} dan ayat (2)
dengan mendapat hak kepesawaian sesuai ketenluam
peraturan perundang-undangan.

Keputusan pemberhentian  scbagaimane  dimaksad
Fada ayat (2] ditetaplan paling lama 14 [cmpat belas)
hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Pasal 270 _ _ .
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Pazal 270

(1] Petnberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang
tidak mengundurkan dirt setelah menjadi anggata
datfalau pengurus partai politik diusulkan oleh:

a. PPk Kepada Presiden bagi PNS wang menduduki
JFT utarma, JPT madva. dan JF ahli utama: atan

b. PvR kepada PPK bagt PNS yang menduduki
JPT pratama, JJA, dan JF selain JF ahli utama.,

(2] Presiden  atau  PPK  menctapkan  kepurusan
pemberhentian lidak dengan hortnal scbagai PNS
dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan
peraluran perundang-undangan,

{3) Keputusan pemberhentian sebapaimana  dimaksud
pada avar [2) ditctapkan paling lama 21 [dua pualah
satu] hari kerja setelah PN3 vang bersangkutan
terbuka menjadi anggota dan/atau pengurus parta
politik

Paragraf 10
Tata Cara Pemberhentian
karens Tidak Mcnjabat Lagi schagai Pejabat Negars

Pasal 271

{1} Prmberhentian dengan hormat PNS  yang  tidek
menjabat lagi sehaeal pojabat negara dan  tidak
tersedia lowonpan Jabatan divusulkan oleh:

a. PPK kepada Presiden bagi PN3 vane mendudulki
JPT 1tama, JPT madyva, dan JF ahli utama: atan

b PyE ...
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b. I%B kepada PPK bagi PN% yang menduduk
JET pratama, JA . dan JF gefain JF ahli utama.

(2] Prcsiden atau PPE  menetapkan keputusan
pemberhentian dengan  hormat  sebagai PNS
sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1] dengaen
mendapat  hak kepegawaisn  sesusi  ketentuan
peratiiran perundang-undangan.

(3] Kepulusan pemberhentian schegaimana  dimaksud
pada ayat [2) ditetapkan paling lama 14 {empat belas)
har kerja sctelah usul pemberhentian diterima.

Paragral 11
Tala Cara Pomnberbhentiat karena Haf Lain

Fasal 272

(1] Pemberhentian dengan hormal bagi PNS yang tidak
melaporkan dirl kembali kepada instansi induktiva
setelah sclesal menjalankan cuti di luar tanggungan
negatra divsullian oleh:

8. PPK kcpada Presiden bagi PNS yanp pada saat
mengajukan cuti di har tanppunpgan oepara
menduduki JPT utama, JPT madye, dan JF ahli
utama; atau

L. iwE kepads PPE bagi PN3 vang pada  saat
mengajubkean cuti di luar  tangoungan  pegars
memluduki JPT pratama, JA, dan JF seclain JF
ahlli Ulama,

[2) Presiden . . .
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Fresiden amu  PPK menetapkan  keputusan
pemberhentian dengan hormat  sebagai PNS
sebagrimana dimaksud pada ayal (1) dengan
mendapat  hek lkepegawaian  sesuai  ketentuan
petaluran perundang-undangarn.

Ecputuzar pemberhentian  sebagaimana  dimaksud
pade avat (2} ditetapkan paling lama 14 {empat belas)
han kerja setelah usul pemberhentan diterima.

Pagal 273

Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan

sendiri PNS yang  menpgeunskan  jjazah palsu

diusuikan aleh:

a. PPK kepada Presiden bagi FNS yang mendudulki
JPT utama, JPT madys, dan JF ahli utama; atau

L. PvB kepada PPK hagi PNS wyang meonduduki
JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli tilatosa,

Presiden atan PPK menetapkan  keputusan
pemoerhentian dengan Liormat tidok atas permintaan
sendirt scbagai PNS  sebagaimana  dimaksoad pada
ayat (1) denpsn mendspat hale kepegawaian sesnaj
kKetentnan peratran perundang-undangan.

Kepulusan pemberhentian sebagaimanas  dimaksud

pada avat (2] ditetapkan paling lama 14 (empal belas)
hari kerja setelah usul pemberhontian diterima.

Pazal 274

Pemaberhentian dengan hormat tidak satas permintann
sendiri bagl PNS vanp tidak melapor setelabh selesai
menjalankan  tugas  belajar delam wakildl vang
ditentulean divsulkan aleh:

o PPE ...



(£]

()

¥ Ny
ot

o

MERES LB
REPUBELIG Tk ORI

- ol -

4. FPK kepada Presiden bagi PNS vang schelum
mecnjalankan tipas belajar menduduki JPT utama,
JPT madvya, dan JF ahl: ulama; atau

b. PvB kepada PPK bag PNS yang sebelum
menjalankan gy belajar menduduki
JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utam:a.

Presiden  atau PPK menetapkan  kepulusan
pemberhentian dengan hormat Lidak atas permintaan
zcndiri sebagal PNS scbagaimana dimaksud pada avat
(1] dengan mendapal hak  Kepegawaiaty  gesuad
ketentuan peraturan perundang-undangat.

keputusan pemberhentian  scbapaimana  dimaksud
pada ayat (2) ditetaplian paling lama 14 {(empar helas)
hari kerja setelah usul pecmberhentian diterima.

Paragrafl 12

Penyampaian Keputusan Pemberhontian

Pasal 273

{1} Presiden atan  PPK  menyampaikan  kepurusan

(2]

pemberhentian sebagaimana  dimaksud  delam
Pasal 201 sampai dengan Pasal 274 kepada PN3S vang
diberhentikan.

Tembusan keputusan pemberhentian  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] disampaiken kepada Kepala
BEKN untuk ditnasukkan dalam sistemn  infoeinsasi

manzajemen poimberhentian dan pensiun.

Bagian Ketiga , , .
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Bagian Ketiga

Pemberhentian Sementara dan Pengaklifan Kembali

Parapraf 1
Pemberhentan Sermnentata
Pasal 276

P35 diberhentikan semnentara, apabila:

a. diangkat menjadi pejabal negara;

b. diangkat menjadi komisioner ataul anggota lembaga

nonstrakiural; atau

c. ditaban Karena menjadi tersangka tindak pidana.

Fasal 277

(1} PNS yang diangkatl menjadi:

a. ketua, wakil ketua, dan  anggota Mahkamah

Konstitus:

b. ketua, walkil Ketus, dun anggota Badan Pemeriksa

Keusngan;

¢, ketua, wakil ketua, dan anppota Komisi Yudisial,

d. ketua dan wakil ketua Komisi Pemberaniasan

Tindak Piduna Korapsi;

e.  menten dan jJabaran setingkatl menteri; dan

f. kecpala perwakilan Republilk Indonesia di Luar
Negerl yang berkedudulian scbagai Duta Resar

Latar Biasya dan Berkuasa Penuh,

diberhentikan screntara sebagai PNS.

(2] Duta Besar Luar Biasa dan Berluasa Penuh yang
berasyl darn JF Diplomat dikecualikan dari Ketenillun

sehagaimana dimakesud pada ayat (1).

(3} PNS _ .
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PNS vang dianghkal menjadi komisioner atau anggota
lembapa  nonstrukiural  diherhentikatn  semcotara
sehagal PNS.

PNE yang ditahan menjadi tcrsangka tindak pidana
diberhentikan sementara zebagai PNS,

Pa=al 278

Femberhentian  sementara  sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 276 huniaf & dan hurul b berlako sejak
¥ang bersangkutan dilantik dan berakhir pada saat
selesninys  masa  figas  gebagml  pojabart  negara,
komisioner, atao anggoia lembagy nonstrokourai.

FNS yang telah selesai masa tugas sebapgal pejabal
negarz,  komisioner, atau  anggota  lembaga
nonstrukiural melapor kcpada PPK  paling lama
1 (szalu] bulan sejak selesainyq masa tugas.

Pasal 273

PHNE  yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 278 hurif a dan huruf b tidak
dibcrikan penghasilan scbagai PNE.

Penghasilan  sebagal PNS  schagsimana  dimaksad
pada avat {1} Lilak diberikan pada bulan berikutnya
sejak dilantik sebagai pejabat negara, lomisioner,

aiau anggeta lembagra nonstraktural,
Pasal 28}

FPemberbenrian  sementara  sebagaimana  dimaksud
dalam Pusal 276 huruf ¢ berlaku akhic bulan sejak
PNS ditahan.

(2] PN3. . .
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FN5S yang diberhentikan semcentara dan dinvatakan
fidake bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang
mempunvai Kekuatan hukum tetap, melapor kepada
FPK paling lama | (satu] bulan =sejak puiusan
pengadilan yang mempunyal kekuatan hukum tetap.

PFasal 281

PNS yang diberhentikan sementara  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 276 huruf ¢ tidak diherilcan
penghasilan.

PNS wang diberhentikan sementara  sebagaimana
dimaksad pada avat (1] dibetikan  uang
pemberhenlisn sementara.

Usng  pemberhentian  semeontara  sebagraimana
dimaksud pada avat {2) diberikan seheaar 50% (lima
puluh  persen) dari petghasilan  jabatan  terakhir
sebagal PN3 scbelum diberhentikban sementars seruai

ketenluan peraturan perundang-undangan.

Uang  pemberhentian = sementara  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] diberikan pada bulan
berilcutnya  sgjak diletapkannva pemberhentian
SEIIETILATA,

Paszql 282

Femberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 376 hural ¢ berlaku sejak dikenskan penzhanan

sampal dengan:

=

dibcbaskannya tersangka dengan sural  perintah
penpghentian  penyidikan  atan  penuntutan  oleh
pejabat vane berwenang; atau

b. ditetaplannya . . .
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b. ditetapkatnya putusan  pengadilan vang  telah

mempunyai kelbualan hukuam tetap.

Pasal 283

(1] PN& yang dikenakan pemberhentian sementara pada

saat mencapai Dalas Usia Pensiun:

=

apabila belum ada putusan pengadilan vang telah
metwpunyal kekuatan hukum  tetap, diberikan
penghagilan  scbesar 73% (yguh puluh  lima
persetl} dar hak pensiun;

apabila  berdasarkan  putusan  pengadilan
dinyataken tidak bersalah, diberhentikan dengan
hormat  sebagai PNS  dengan mendapat  hak
Kepegawaian sesuai dengan kelenlusan poraturan
rerundang-undangan dengan memperhitingkan
uang pemberhentian sementara yang  sudab
diterima, terlotung sejak akhir bulan dicapainya
Batas LJsia Pensiun;

apabila  berdasarkan putusa pengadilan
dinyatakan bersalah melakukan tindak pidang
detigan pidana penjara paling singkat 2 {dua)
lahun dan tidak berencana, diberhentikan dengan
hormat  scbagai PNS  denpan mendapat  hak
kepegawaian scsuai dengan kelenluan peraturan
perundang-undanygan, terhitung sejalke akhir bulan
vang bersangkutan mencapai Batas Usia Pensiun
dan hak atas pensiun dibavarkan mulai bulan
bernkutnya; dan

d. Apahila . . .
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d. apabila  berdasarkan — putusan  pengadilan
dinyatakan bersalah melakukan lindak pidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 {dua)
tahun dan berencana, diberhentikan tidak dengan
hormat  sehagai PN3  dengan mendapat hak
kepegawaian sesial dengan ketentuan peratlran
perundang-undangan, terhitung sejale alkkhir bulan
yang bersanghkutan mencapai Batas Usia Pensiun
dan tidak mengembalikan penghasilan vang tclah
dibavarkag,

{2} PNS sebagaimana dimskszud pada ayat (1) apabila
meninggal unia gsebelum ada putusan pengadilan
vang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap,
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan
mendapat hak Kepegawaian sesuai dengan ketenluan
peraturan perundang-undangan,

Paragraf 2
Tata Cara Pemberhenbian Sementata

Pasal 284

(1) Pemberhentian sementara PNS divsulkan olel:

A. PPK kepada Presiden bagi PN3 vang mendudukd
JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atan
b, PyB kepada FPK begi PNS vang mendudubki
JPT pratama, JaA, dan JF sclain B ahli utama.
(2} Presideon atanl PFK menctapkan keputusan
pemberhentian sementara schagai PNS scbagaimana
dimaksud pada ayal {1) dcenpan mendapat halk

kepegawalan  sesual denigan ketentuan  peratucan

perindang-undanpan.

() Keputusan . . .
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(3} Keputusan pemberhentian setoenlara scbagaimana
dimaksud pada avat (2 Jditetapkan paling lama

(1]

2]

(3]

14

fempat  belas) hari  kerja  setelah usual

pemberhentian sementary diterima.

Paragraf 3
FPengaknifan Kembaii

Pasal 285

Dajam hal PNS vang menjadi:

H.

teraangka tindak pidana ditahan padae tingkat
penyvidikan, dan  menurut Kepolisian  Nepara
Republik Indaonesia yang bersangkutan dihentikan
dugaan tindak pidananye;

ersangka tindak pidana ditaban pada tingkat
Pernutiitan, dan mermtrul Jaksa  yang
bersangliilan dihentikan penuniutannys; alau

terdakwa 1lndak pidane ditshan pada tingkat
pemeriksaan, dan menurut putusan pengadilan
yang tclah berkekualan hukum tetap, dinvatakan
lidukk bersalah arau dilepaskan dart  segals
Turialar,

mnaka yang hersangkulan diaktifkan kembali sebagai
NS,

PN% sebagmimana dimaksud pada ayvat (1) diaktifkan

kemhali sebagai FNS pada Jabatan apabila tersedia

lowongan Jabatan,

PLE vang diaktilksn kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat [2) diberikan penghasilan vang dihavarkan
sejak diangkat dalatn Jabkatan.

{4) PNS . . .
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PNS yang dialdifkan kembali statusnya menjadi PNS,
pemhayaran  penghasilannya diberikan sebagai
heriloat:

#. bagl PNS  yang dinvatakan tidak bersalah,
kekuranpgsn bagian  petghasilan  vang  tidak
diterima sclama yang bersangkutan diberhentikan
BOTTETEANE. dibayarkan kembali dengan
mcmperhitungkan uang pemberhentian
SEMentard yang sudah dilenima,; dan

b. bagi PNS3 wvang dijaruhi pidana percobaan,
kelturangan bagian  penghasilan  vang  tidak
diterima sclama yang bersangkutan diberhentikan
semeitara tidak dibayarkan.

Paragraf 4
Tala Cara Penpabktifan Kembali

Pasal 256

PN5 yang telah  selesal menjadi pejabat negara,
komisioner, atau anggota  lembaga nonstruktural,
Btall PNS yang dinvalakan tidak bersalah  oieh
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, mengajukan pengaktifan  kembali
scbagal PNS kepada PPK melalui PYB paling lama 30
(tiga puluh) har terhitung selelah yang bersangkutan
diberhentikan sebapai pejabat negara, komizicner,
atau anggota lembaga nonstruktural, atan PNS yang
dinyatakan tidak bersalah oleh putusan pengadilan
yang telah mempunyad kekoatan buloam tetap,

FPK menetapiktan keputuzan penpoaklifan Lkembali
scbagal PNS scbagdaimana dimakoud pada avat (1)
dengan mendapat hak kepegawdian scsuai dengan
keteniuan peraturan perundang-undangan.

(3] Keputuszan - .,
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Kemulusan  pengakttifan  kembali | sebapaimana
dimaksud pada ayat {2} ditetapkan paling lama
14 {empar helas) hari kerja setelabh wsul pengaktifan
kembali diterimma.

Pazal 287

FNE vang telah selesai menjalankan pidana peniara
paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana vang
dilakukan tidak berencana, mengajulean penpgalkrilan
kembali sebapai PNS kepada PPK melalui PyB paling
lama 30 [tiga puluh) hari terhitung sejak selesai
menjalanksn pidana penjara,

[3alam hal FN8 yang hersangkulan lidak mengajukan
pengakiifan kembali dalam jangka wakiu 23 fdua
puluh bma) hari, PyB dapat memanggil PNS yang
bersangkutan untuk  mengajukan  pengaklifan
kemball.

FFK menetapkan keputusan pengaktifan  kembal
sebugal PNS disertal hak kepegawaion sesuai dengan
kerentusn peraturan perundang-undangan.

Keputusan  pengaktifan kembali sebagaimans
dimaksud pada ayat (3} ditetapkan paling lama
14 fempat belas) har kerja setelah usul pengakdifan

kembali diteritns.

Hagian Keempal . . .
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Bagan Keemnpat

Kewenangan Pemberhentian, Pemberhenitian
Bementara, dan Penpguktifan Kembali

Parapgral 1

Kewenangan Pemberhentian

Pasgl 288

Fresiden  menetapkan  pemberhentian PNS di
Iingkungan Inslansi Pusat dan PN3 di linglungan
Instansi  Daerah yung menduduki JPT  utama,
JPT gnadys, danWJF ahb ulama.

Peasal 2589

(1] Presiden dapat inendelegasikan  Kewenangan
pemberhenttan PNS  gelain yang menduduli
JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama kepada:

menteri di kementerian:
b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah
tonkementerian:

<. selactaris jenderal di sckretariat lembapa negara
dan lemhbaga nonstrukiural:

d. gubcrour di provinsi; dan
g bupab/walikota di kabupaten /kaota.
(2] Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurut a termasuk:;
a. Jaksa Agung; dan
b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3} Kelentuan sebagaitnuna dimaksud pada aval (1)

huraf b termasuk:

a. Kepala , ..
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a. EKepala Badan Intelejen Negars; dan
Iy, pejabat lain yang ditentukan olch Presiden.

(4] Ketenfuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf © termasuk juga Sckretaris Mahlamah
Agung.

Feasal 290

PPK Pusat menetapkan pemberhentian terhadap:

a. calon PNS wyang ldak memenuhi gvaral unluk
diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan

b, PNS vang menduduk:
1. JFT pratama;

JA;

E

JF ahli madya. JF ahli muda, dan JF ahli
perlama; dan

4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan
JF permula.

FPasal 291

FPK  Instansi Daerah provinai menetapkan
pemberhenlian terhadap:

f. célon PNS yang tidak memenubi svarat untuk
diangkal menjadi PN di lingkungannys; dan

b, PHN3 vang menduduki:
1. JPT pratama;
2 JA;
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Ji abli madya, JF ahli muda, dan JF ahli
PerTama; dan

JF  penyelia, JF  tnahir, JF  tcrampil, dan
JF pemuiia.

Pasal 292

Instansi Daerah kabupaten/kota menctapkan

pemberhentian terhadap:

a. ralon PN3 wang tidak memenuhi svarat untuk

dianghkal menjadi PN3 di ingkungannya; dan

b. PNS yang menduduki:

1.
2.
3,

JPT pratama,
JAS

JEoahli madyva, JF ahli muda, dan JFP ahli
pertama; dan

JF penyeha, JF mahir, JF terampil, dan
JF pemula.

Pacagtral 2

kewenangan Pemberhentian Sementara

dan Pengaktifan Kembali

Pu=zal 293

(1) Presiden menctapkan pemberhentlian sementara PNS

di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan

[nslensl  Daersh yang mendudulki  JPT  utama,

JPT madya, dan JF ahli utama,

() 1*residen. . .
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2] Presiden dapat. mendelegasilan kewenangan
pemberhenlisn  scmcentara PNE  sebagaimana
dimaksud pada ayal [1) kepada PPK, selain PNS dj
lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan
Instansi Daerah vang mendudoki;

d. JPT Pratama:

b. JA;

. JE whli madya, JF ahl muda, dan .JF ahl
perlama; dan

d. JF penvelia, JF malir, JF terampil, dan
JE permula,

Pa=al 264

Fresiden atau FPK menctapkan penpalilifan kembali PNS
vang diberhentikan sementara i lingkungsn Instansi
Pusal dan PNS di lingltungan Instansi Daeral,

Bagian Kelima
Hak Kepegawsdan bagi PNS yang Diberhentiltan

FPasal 245

PNE wang diberhentikan dengan hormat, diherhentikan
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan
diberhentikan tidak dengan  hormal  diberiken  hak
kepepawaian  scsual  denpgsn ketcntnan persiuran

pemitdang-undangan.

Bagian Keenizm . . .
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Bapian Keenam

Uang Tungga dan Usng Pengabdian
Paszal 206

Uang tungmi diberikan seliagp tahun eotok paling lama
o {bma) tahun.

Pazal 297

(1) Uang tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296
dibenkan dengan ketentiuan:

a. 100% [(scratus persen) dar geji, untuk tahun
perlams; dan

b. 80 [delapan puluh persen) dari gaji untuk tahun
selanjutnya.

[2) Bessrnya vang tunggl sebagaimana dimaksud pada
ayal {1), tdak baleh kurang dar gaji terendal sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{3} Uang tunggu  diberikan mulai bulan  herikutnya
terhutung  sejak tanggal PNS yang bersangloutan
diberhentikan dengan hortnat dari Jabatannya,

Pasal 29

PS5 yang menerima ang tungeu wajib melaporkan din
kepada PPK melalui PyB paling lambat 1 [satu)] hulan
scbelum berakhirnya pemberian vang tungza.

Paszal 205

{1} PNS vang menenma uang rungell, dapal dianpgkat
kembali dalam Jabatan apabila ada lowongarn.

{2} PNB. ..
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(2] PNS vang menerima uvang tunggu vang menolak
untuk dianglkat ketolali dalam Jabatan,
dibcrhentikan dengan hortoal tdak atas permintaan
sendiri scbagai PNS pada  akhic bulan  yuang
bersangloutan menolals untuk disngkal kembali

Fasal 300

PNZ yang mencrima vang tunggu dan dianpkat kembali
dalam  Jabatan, dicabut pemberian uang tungganya
lethitung sCjak renganekarantiya, dan yAng
bersanghkutan menerima penghazilan penuh sebagai FNS.

Fasal 301

Pembenan dan pencabutan uang tangeu ditetapkan oleh
FPE.

Fasal 302

(1} FNS wang tidak dapsat disslurkan pada Instansi
Fetnerintah lain karena perampingan ocgatisasi atan
kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 241 dibenikan uang tangeu,

[2) PNS sebagaimana dimaksud pada avat (1) pada saat
masa uang tunggu berakbnr, memiliki masa kerja
pensiun kurang dari 10 (sepuluh]  tahun
diberhentikan  dengan harmat  dan diberi  uang
penpubdian  sesual  dengan  keteniuan  peralursan
perundang-undangan,

(3} Besar vang pengatrlian sebagainana dimaksud pada
ayat {2} adalah 6 [ennm) kali masa kerja kali gaji
teralehir yang diterima.

BAB [X. . .
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BAB 1X

PENCGGATIAN, TUNJAMNGAN, DAN FASILITAS

(1)
2}

Fa=zal 3053

PN& diberikan gaji, tunjangan, dan fasilitas,

Gajl, tunjangan, dan fasilitas sebagaimana dimaksaud
pada wyat (1] diator dengan Peraturan Pemerintah

Lersendirl.

BARB X

JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HAERI TUA

(1]

(2]

(3]

(]

Pasal 304

FNS vang berhenti hekerja berhak aras jaminan
pensinn Jdan jaminan hari tuwa PNS sesuai dengan

ketenhian peraturat perundang-undangan.

Jaminen pensiun PNS dan jaminan hari lwa FNS
diberikatn  sebagai  perlindungan kesinambungan
penghasilan har tuas, scbapai hak dan sebapai
penghargaan alas peripabdian PNS,

Jaminan pensiun  dan  jaminan hari tua PNS
schapaimana  dimaksud pada avat (1) mencakuap
jaminan pensiun dan jaminan har tua yang diberikan
dalam program jamingn sosial nasional.

Sumber pembiayasan jaminan pensiun dan jaminan
hari Tua PNS berasal dan pemennlob selakn pemberi
ketja dan 1uran PNS yvang bersangkutan,

Pasal 305 . ..
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Pasal 305

Jaminan pensiun scbagaimanas dimaksud dalam Pasal
304 ayal (1) diberikan kepada:

a,

PNE yang diberhentikan dengan hormal  karena
meninggal dunia;

NS wang diberhentikan  dengan  hormat  atas
permintaan sendiri apabila telah berusia 45 [empat
puiah lima) tahun dan masa kerja paling sedikit
20 fdua puluh) tahug,

FNS yang diberhentikan dengan hormat karena
mencapal Batas Usia Pensiun apabita telah memilikd
masy kerja untuk pensiun paling sedikit 10 (sepuliah)
lahun;

FNS yang diberhentikan dengan hormat  karena
peratopingan organisaa) ataul kebijakan pemerintah
yang mengakibatkan pensiun dird  apabila  telah
herusia paling sedikit S0 [(lims puluh] tahun dan
tnasa kerja paling sedikit 10 {sepuluh)] tahun;

FN5 wang diberhentikan dengan hormatl karena
dinyatakan lidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan
apapun karena keadaan jasmsni dan/atau eohani
veng dischabkan oleh dan karena menjalankan
kewnjiban Jabatan tanpa memperlimbangkan usia
dan masa Kerja; atau

PN3 yang diberhentiken dengan hormat karena
dinyataken tidak dapat bekerja lagi dalam Jabatan
apapun karenia keadaan jasmani danfalsa rohani
vang tidak disebablan aleh dan karcna menjalankan
kewajiban Jabatan apabila telah memiliki masa kerja
untuk pensiun paling singkat 4 (empat) 1aburn.

P'asal 306 . . .



FRESIDEM
EFPLMLIE 1IN 754

- 169 -

Pasal 306

Pcmberian pensiun bagi PNS dan pensiun janda/duda
FNS ditetapkan oleh Presiden atan PPE setelah mendapar
pertitnbangan leknis Kepala BKN.

Pasal 307

Ectentuan lehih lanjut mengenal pengelolaan program
jaminan pensiun dan jaminan har tua FNS diatur dalam
Peraturan Pemerinizah lersendin.

BAB XI
PERLINDUNGAN

Pasal 308

(1} Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
4. jaminan kesehatar;

k. jamiman Kecelaltaatn kerja;
¢ Jamiman kematian; dun
d. banluan hukum.

{2} Perindungan berupa jaminan keschatan, jaminan
kecclakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana
dimalisud pada ayat (1) huraf a, huraf 3, dan hurul ©
mencakup  jaminan sosial yang  diberikan  dalam
program jaminan sosial nasional.

{3} Banduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
buruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam
petkara vang  dihadapl di pongadilan terkait
pelaksanaan lugdsnya.

(4] Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  perlindungan

sebapaimana dimaksud pada aval (1] diatur dengan
Peraturan Pemcerintah tersendied.

BAB X1l . ..
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BAB XII
CAITI

Bagian Kesatu
Umuim

Fasal 301

Cuti diberikan oleh PPE.

PFK =ebagaimana ditnaksud pada avat (1] dapat
mcndelegasilian  sebagian  wewenangnya  kepada
pejabar di lingkungannva untuk membetgkan cut,
kecuali ditentokan lain dalam Peraturan Permerintah
11 atau peraturan perundang-undangan lainnya,

Cuti hagi PNS vang ditugaskan pada lembags vang
bukan bagian dati  kementerian  atau lembaga
dibcnikan oleh pimpinan lembaga yvang bersangkutan
kecuali cuti di uar tanppungan negars.,

Bagian Kedua
Jendis Cutl

Pazal 310

Curl lerdin atas:

d.

kr

cuti tahunan:

cuti besar:

cutl saldt:

cvubl melahirkar;

cuti karena alasan ponting;
1t bersamay; dan

cuti di luar tanggingsn negara.

Bagian Ketiga . . .
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Bagian Ketiga
i Tahunan

Pasad 311

{1} PN3 dan calon PNY vang telah bokerga paling kurang

2]

3]

()

1 [#alu)] tahun secara terus menems berhak alas cull
tahunan,

Lamanya hak atas cuti tahunen  sebagaitmana
dimaksud pada ayat (1) adalah 12 {dua belas) hari
ketta.

Untuk menpgunzkan hak atas  cutl tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan avat {2),
PNE alau calon PNS yang bersangkutan mengajulan
permintaan scrara tertulis kepada PPK alau pcjabat
Vaiig  moenerima delegasi | wowonang untuk
memberikan hak atas cutl tahunan.

Hak atas couti tabunan sebapaimana tersebut pada
avat (1] dibenkan serara tertulis olch PPK atau
pejabat yvang mencrima delegasi wewenang untuk
memberikan hak atas cuti tahunan.,

Paxal 3132

Dalam hal hak atas cuti tahunan yang skan digunakan di

temmpat vang sulil perhubungannys, jangks waktu con

lahunan tersebut dapat ditambab untuk paling lama
12 [dua belas) hari kalender,

Pasal 3123.. .
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Pagal 313

Hak alas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam
Laihun yang bersangluatan, dapat digunakan dalatn
tabhun berikutnya untuk paling lama 18 [delapan
beclas) hari kerja termasuk cull tahunan dalam tabun
berjalan.

Hak atas cuti tahunan vang lidak digunsakan 2 {dua)
tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan
dalam tahun benkutnya unfuk paling lama 24 [dua
puluh empat]) hano kerja termasult halk atas cuti
tahunan dalam tabun berjalan.

Pasal 314

Hak atas culi tabunan depar  ditangeuhlan
pengsunaantya cleh PPK atawn pejabat vang menerima
delegasi weweniang untuk memboerikan hak atas cuti
uniluk palmg lama 1 ({saly] tahun, apabila
kepentingan dinas mendesalk,

Hak atas cud  tahunan  vang  ditangguhkan
sebagaimana dimaksud pada  aval (1) dapat
digumakan dalam tahun berkuinva selama 24 [dua

puluh empat) hari kega wouasule hak atas cuti
tabinam dalam tabun berjalan.

Pasal 315

PNS yang menduduki Jabatan gura pada sekwolah dan

Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat

lihuran menurut  peraluran perundang-undangan,

disamakan dengan PNS vang lelah menppunakan halk

cuti tehunan.

Bagian Keempat . . .
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Bagian Keempai
Cuti Besar

Pasal 216

(1) FNS vang telah bekerja paling singlat 5 (lima) tahun
secara teris menerus berhak alas cuti besar paling
larna 3 (tiga) bulan,

(2] Ketentuan paling singkat 3 (ima) 1ahun secara (erus
mcncrus dikccualikan bagi PNS vang masa kerjanya
belum 5 [lima) tahun, untuk kepentingan agama,

(3] PK3 yang menpgunakan hak atas cuti besar tidak
berhalk atas cutl tshunan  dalam tahun vang
bersagkulan,

(4] Untult mendapatkan hak atas cuti besar, PNS vang
bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis
kepada PPK alau pejabat yang menerima delegasi
wewenang untuk memberikan hak atas cut hesar.

(] Hak cuft besar diberikan secara tertulis oleh PPE atau
pejabat vang menerima delegasi wewenang untuk
memberkan hak atas cut besar.

Pasal 317

Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh
[PK atau pejabat yvang menerima delegasi wewenang
untulr memberikan hak atas cob besar unluk paling
lama 1 (=atu} tahun apabila kepentingan dias

mendesals, keeuali untuk kepentlingan agamsa,

Pasal 318 ...
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Fasal 318

Selama menprunakan hak atas coti besar, PNS yang

bersanglutan tenerima penghasilan FNS.

Bapgian Kehma
Cutl Sakil

Pasal 319

Hetiap PN yvang menderila sakit herhak atas cutl sakit,

(L)

(2}

3]

Pasal 320

PNE vang sakit lebih dari 1 {(sam) hari sampai dengan
14 (cmpat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan
ketentuan PNE yang bersangluatan hamas mengajukan
pormintaan secara tertulis Kepada PPE ateu pejabat
vang monenima delegasi wewenang untuk
memberikan hals atas cuti sakit dengan melampirken
srat keteranpan dokler,

PNS vang menderila sakil lebih dan 14 (empat belas)
hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS
yang berssnpkutan hamus mengajukan pernuntaan
secara  lertulis  kepada PPPK atau  peojabat  yvang
menerima delegas wewenang unluk membernkan hak
atas cuti sakil dengan melampirkan sural kelerangan
dokter pemerintah,

Surat Kelerangan dokier sebagmimana dimaksud pada
avat [1] paling sedikil memual pernyvalaan lenlang
perlunya diberikan  cuti,  lamanya coti, dan

keterangan lein vang diperhikan,

(4) Hak . . .
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Hak atas cutl salit sebagaimana dimaksoud pada ayat
(2] dibenkan untuk waktu paling lama 1 [satu) tahun,
Jangks waktu cuti sakit sebagaimanas dimaksud pade
ayar (2] dapat ditambah untuk paling lams 6 [coam)
bulan apahila diperlukan, berdasarkan  sural
keterangan tim pengujl kesehatan yang ditetapkan
oleh  menteri yang  menyelenggarakan urasan
pemernintahan di bidatg keschatan.

PN& wang tidak sembuh dad penvakitnya dalam
jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (4)
dan ayat {3}, harus diuji kembali kesehatanmya oleh
tim penpuji keschatan yang ditetapkan oleh menteri
yang menyclenggarakan urusan pemerintahsn  di
bidang kesehatan.

Apabila berdasarkan hasil pengujlan  kesehatan
sehagaimata duonaksud pada aval (6] PNS belom
sembub dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan
diberhentikan  dengan  hormat  darl Jabatannva
karena sakit dengan mendapal uang tunggu scsuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 321

PN3 yang mcngalami gugur kandungan berhale atas
cull sakit untuk paling lama 1 1/2 {sawu sctengah)
bulan,

Untuk mendapatkan hak ates cuti salat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PNE yang bersangkutan
mengajulkan petrmintaan sccora tertulis kepada PPE
atau pejabat yang menerima delegasi wewenang
untuk memberikan hale atas cud sakit dengan

melatnfurkan surat keterangan dokter atau bidan.

Fasal 322 ..,
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Fasal 322

PNG yvang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena
menjalankan  tugas Kewgjibwnnya  sehingga  yang
bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas
cuti sekil sampai yang bersangkutan  sembuh  dard
penyakitnya,

Pasal 323

Sclama menjalankan cuti sakit, PNS vang bersangkutan
mengrima penpghasilan PNS.

Pasal 324

(1} Cuti =sakit diberikan secara tertulis olehh PPE atau
pejabal yang menerima delegasi wewenang untuk
metnbenkan hak atas cut sakit.

{2} Culi sakit sebagaimana dimaksud pada ayat ([)
dicalal olch pejabat vang membidangi kepegawaian,

Bapan Kecnam
Cul Mclahirlian

Pasal 325

(1) Untuk  kelahiran anak pertama sampai  dengatr
kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak
atas cub melaharkean.

(2) Untuk kelahiran anak kKeempat dan  seterusnya,
kepada PNS diberikan ¢uti besar,

(3} Lamanya cutl melahirkan scbagaimana  dimaksud
pada ayat (1] dan ayal (2) adalah 3 ftiga) bulan.

Paual 326 . _ .
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Pasal 326

Untuk dapat menggunakan hak atas curi melahirkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, PNS vang
bersangkutan menpajuksn permintaan secara tertulia
kepada PPK atau pojabat yang menerima delegasi
wewenang  untuk memhberikan hak  atas cut
melahirkan.

Hak cuti melahirkan scbapaimana dimaksud pada
avat {l) dibernkan sccara tertuliz aleh PPK  atau
pejabal yang menerima delegasi wewenang unlulkc
tnemberikan hak atas cuti melahivkan,

Pasal 327

Selama menggunakan hall culi melabirkan, NS yanp
bersangkutan menerima penghasilan PNS.

Bagian Ketujuh

Culi Karena Alasan Penting

Pasal 328

FNS berhak atas cuti karena alasan penting, apatbila:

A

tbu, bapak, isteri atanl suami, amek, adik, kakak,
merlia, atauw menantu sakit keras atawn meninggal
dunia;

salah scorang anggnta keluarga vang dimmaksud pada
hurul a meninggal dunia, dan menurut peraturan
perundang-undangan PNS vang bersangkutan hars
mengurus hak-hak dari anggota keluarganva yang
toeingeal dunia; slaa

trelangsiingkan perkawinar.

Pasal 329 . ..
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Pazal 329

PNS yang ditempatkan pada perwakilan Republik
Indanesia  yang rawan danfatau  berbahava  dapat
tiengajukan outl  karcna alasan penting guna

memulihkan kondisi kejiwaan PNS vang bersangkulan,

Paaal 330

Lamanya cuti karena alassan penting ditentukan aleh PPE
atau pejabal vang mencrima delegasi wewenang untuk
tnetnberikean hak atas cuti karena alasan penling paling
lama 1 {zatu)] ilan.

Pa=zal 331

(1) Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan
penting, FNS vang bersangkutan mengajulcan
permintasn  secara  terfulis dengan menyebutkan
Aazan kepadas PP atanl pojabal vanp oenerima
delegasi wewenung untulke memberikan hak atas cud
karena alasan penting,

(21 Hak atas cud karena alasan penting sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] diberikean secara tertulis oleh
FPK atau pejabat yang menerima delepasi wewenang
untul tnemberikan huak atas cuti karena alasen
penting,

(3} Dalarn hal yang mendesak, sehingga PN3 yang
bersangkutan tidak dapat menungea keputusan dan
FPE atau pcjabat yang menerima delegasi wewenang
untuk memberiban hak atas cuti karena alasan
penting, pejabat yang lerlinggi di tempat NS yang
bersangkutan bekerja  dapat  memberikan izin
sementary secara tertulis untuk menggunakan hak

atas cuti karena alasan penling,

{4} Pembensn . . .
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Pemberian izin sementars sebagaimans  dimaksud
pacda ayat {3) hamis segera diberitahukan kepada PPK
atau pejabat yang mencrima delegasi wewenang
uniuk memberikan hak alas cuti karcna alasan
PERting,

FPK atau pgjabat yang menerima delegasi wewerang
uniuk memberikan hak walas cutl karena alasan
penling setelah menerima pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada avar (4], memberiian
hak atas cuti Karena alasan penting kepada PNS yvany

bersanphutan.

Pasai 332

selama menggunakan hal atas cuti karena  aglasan

pcnting, PN3 yvang bersangkutan menerima penghasilan

PRI,

Bagian Kedelapan
Cutl Dersama
Pagsal 333

(1) Presiden dapat menelapkan cuti bersama.

(4) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak mengurangi hak cuti tahunan.

[F) PNS yang karcna Jabatannya tidak diberikan hak
atas cuti bersams, hak cuti tabunannya diltambah
sesual  dengan jumlah cuti bersams yang  tHdak
diberilcan.

(4] Curi bersama scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditctapkan dengan Kepulusan PFresiden.

Bapiaty Kesemhilan . . .
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Bagian Kesembilan
Cud di Luar Tangpungan Negara

Fasal 334

PN& wanpg telah bekerjn paling singkat 5 {lima} tahun
sccara terus-menerus karena alasan pribadi dan
mendesak dapat diberikan cuti di luar tenggunpan
TIEEEra.

Cuti di luar tangegungan negara dapat diberikan
untuk paling lama 3 [tiga) tahun.

Jangka walktu ocuti di lnar tanggungan negara
sebagaimana dimaksud pada  avat (2] dapat
dipgrpanjang paling lama 1 (salu) tahun apabila ada
alasan-alssan vang penting untuk
el pelranjangnya.

Pasal 335

Cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS
vang bersangkutan diberhentikan dan Jabatanmya,
Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti
di luar tanggungan negara harmis disl.

Pazal 336

Uniuk mendapatkan cutl di luar tangsungan neogara,
PNS  yang bhersanglutan mengajulkan permintaan
secara teriulis kepadae PPK disertai dengan alasan.
Cuti di loar tanggungan nepara hanya dapat
diberikan  dengan sural kepuluaan PPE setelab
mendapat persetujuan dari Kepala BEN.

i3) PPK . ..
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FPK stbagaimana dimalksud pada avat (2] tidak dapat
mendelegasikan kewenangan pemberian euti di luar
TanNpeInIgH4n Nogara.

Permohonath cuti di luar  tanpgungan nogara
sebagaimana dimaksud pada avat {2) dapal ditolak.

Pasal 337

Selama menjalanken cuti di luar tanggungan negara,
PNS yang bersanghutan lidak mencrma penghasilan
N4,

Selama mepnjalankan cuti di luar tanggangan negara
lidak diperhitunglkan sebagai masa kerja NS,

Hagian Kesepuluh
Eetentuan Lain Terkait Cuti

Pasal 338

FNS yong sedang menpgunaksn hak atas  cuti
scbagamana dimaksud dalam Pasal 310 buamf a,

huruaf b, hurual e, dan huruf f dapat dipanggil kembali
bckerja apahila kepentingan dinas mendesakc.

Thalam  hal PNB dipanggil  Kemball  bekena
sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, jangka walita
cutl vang belum dijalanksan tetap menjadi hak FN3S
yeng bersanglutan,

Pasal 339 . ..
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Piasal 3539

Hak atas cuu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
310 huruf a sampai dengan burif e yang skan
dijalankan di luar neperd, hanva dapat diberikan clch
PPE.

Dalam hal vang mendesak, sehingga PNS vang
bersangkutan tidak dapat menungeu keputusan dan
PPK sebagaimana dimaksud pads ayat (1), pejabac
vang tertinggl di lempat PNE vang bersangkutan
bekera dapat memberikan izin sementara secara
tertulis untuk mengpunakan hak atas cuti.

Pemberian mn sementara scbagaimana  dimaksud
pada ayat (2) haras segera diberitahukan kepada PPK.

FPK =setelah menerima pemberitabhuan sehagaimana
dimaksud pada ayat (3] memberikan hak atas cufi
kepada PNS yung borsangkutan.

Paszal 340

Ketentuan mengenai cull sakit, coti melahirkan, dan culi

karena alasan penting berlaln secars mutatis mutandis
tethadap calon PNE.

Pazol 341

Ketcntuan letnh lanjut menpenai tata cara pemberian cull

diatur dengan Peraluran Kepala BKN.

BAB XIII . ..
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Bap XL
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bugpan kesatu

PNE yang Menjadi Pejabal Negara dan

Pimpinan atau Anggota Lembaga Nonstraktaral

Pasal 342

PNS dapat diangkat, dicalonkan, atau mencalonkan diri

menjadi pejabal negara dan pimpinan arau  anggota

lembaga nonstrukharal,

Pasad 343

(1] PNE dapal diangkat menjadi pejabat negara dan

pimpinan atau anggots lembags nenstruktural,

12} Pojabat negarn sehagaimana dimaksud pada avar (1)

meliput:

d.

ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah
Amang;
ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah

Konstitust;

ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemerikas
Keuatigan,

ketua, waldi ketua, dan anggota Komisi Yodisial;

ketiia dan walki]l lketua Komisi Pemborantasan

Tindak Pidana Korupsi,

menteri dan jabatan sctingkat menteri:

z. kepala . . .
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g- kepala perwakilan Republik Indonesia di luar
neperi yang berkedudukan sebagai Dula Bosar
Luar Bia=za dan Berlkkuasa Penuh; dan

h. Pgjabal negara lain yang ditetapkan oleh Undang-
Undang,

() PNS vane dianpkat mengadi pejabal negara dan
pimpinan  atau anggota  lembapa  nonacralzitureal,
diberhentikan sementara sebagai PNS,

(4] Pemberhentian sementara scbapaimans  dimaksud
pada ayvat {3} ditetaplan aleh:

a. Presiden bagi PNS vang menduduki JPT utama,
JPT madvya, dan JF ahli utatna; dan

b. PPK bagi PN3 yang menduduki JPT pratama, JA,
dan JF selain JF ahli utama.

{2} Salman surat keputusan pemberhentian sementara
scbagaimana dimaksud pada aval (4] disampaikan
kepada Kepala BEN,

{8) Tala cara pcmberhentian sementara scbapgaimana
imaksud pada avar [3) dilaksanakan sesual dengan
ketentian Pagal 254,

Paxal 344

Selama menjadl pejabat negara dan plimpinsan atao
angrola lembapga nonstruktural, masa kera sebapad
pejabal negars dan pimpinan atau anggola lembags
nonstrukiaral tidak diperhitungkan sebagai masa kerja
PMNG.

Bagian Kedua . . .
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Bagian Kedua

PNS yang Mencalotikan Dir atau Dicalonkan

(1)

()

Y

(2]

{3

menjadi Pejabat Negara
Pazal 345

Fi3 dapat mencalvnkan din atau dicalonkan menjadi
pcjabat negara.

Pojabat negara scbhagaimana dimalssud pada avat (1)
melipull Presiden dan Wakil Preziden, Ketua, Walil
retua, dan Anpgola Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua,
Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Gubermur dan Wakii Gabernur, Bupatif Walikora dan
Wakil Bupati/Walkil Walikata.

Hasal 346

PN& yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi
pejahat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
345 ayat (2] wajih mengundurkan diri secara teriulis
scbapga PN3  sefak ditetapkan sebagai calon oleh
lembapga  yang bertugas melaksanakan  pemiliban

LLITILLITL.

Pernvatasan pengunduran dirl sebagaimana dimalosod
pada ayal [1] tidak dapat ditarik kembali.
PNS vyang mengundurkan diri secara  tertulis

sehagaimana dimaksud pada ayal (1) diberhentikan
dengan hormat.

(4) PNS . . .
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(4] P3G vang tidak mengajikan peogundoran din
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhenGhkan
tidak dengan harmat sebagai PNS,

(o) Pemberhentian dengan hormat  sebagai  FNS
sehagaimana  dimaksud  pada  avar (3] dan
pemihernentian  tidake dengan hormat  scbapad NS
sebagaimana  dimaksud  pada ayvat 4 brerlakil
terhitung mulai  akhir bulan scjak PR3 vang
bersangkutan ditetaphan sebagai calon olch lembaga
yvang bertugas melaksanaksn pemiliban umum.

Bapgian Ketiga
Tak Kepegawaan PNS vang diangkat
Menjadi Pejabat Negara dan Pimpinan atau
Anggata Lembaga Nonslruktural

Pasal 347

FNG yang diangkat menjadi pejabat negara dan pimpinan

tuu anggora  lembaga nonstowkceural  berhak  stas
penghasilan sehagai pejabal negars dan pimpinan atau
anpgota lembaga nonsimibktural sesua dengan kelenluan
pcraturan perindang-undangan.

Pazal 348

PN5 yang diangkat menjadi pejabat negara dan pimpinan
atan angeola lembapa nonstruktieral tidak dibayarkan
penehasilan sebapgai PNS.

Panal 349 _
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Pasal 349

PNS vang diangkat mergadi:

A, ketua, wakil ketua, dan angpota Mahkamah
Konslitos;

b, ketua, wakil ketua, dan anggola Badan Pemeriksa
Kevangaen,

¢, kelua, wakil ketua, dan anggota Komis: Yudisial;

o, ketna dan wakil kelua Komisi Pemberantasan
Tirelak Pidana Korupsi;

e. menterl dan jabatan setinglat menter:;

f. kepala perwakilen Republik Indonesia di luar
negenl vang berkedudukan sebagai Duta Besar
Luar Biasa den Berkuasa Ponuhb;

¥, plmpinan atau anggota lembaga nonstraktural;

h. wakil menter:

1. staf khusus; dan

j. pimpinan atau staf pada organisasi internasiconal,
pada sanl mencapal Batas Usia Pensiun selama masa
jabatanniva, diberhentikan dengon hormat sebagai
PN3, dengan mendapat hak kepegawaian berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Batas Usia Pensiun PNS sebagaimana dimalsud pada
ayat [1) adalah 38 (lima puluh delapan) tahun kecuali
untulk DIN3 vang menduduki JF diplomat  vang
diangkat menjadi  kepala perwakilan  Republik
ludonesia di uar negeri vang berkegudulian sebagai

Thillyg Besar Luar Biasa dan Berltuaza Pennuh.

Bagian Keempaf . . .
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Bapan Keetnpat
Masa Persiapan Pensiun

Pa=al 350

PM3 yeng aken mencapali Batas Usia [Ponsiun
schapaimana dimaksud dalam Pasal 239, sebelum
diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan
hali pensiun, dapat mengambil masa persiapan
pensiun dan dibebaskan dar Jabatan ASH,

Masa persiapan ponsiun scbagaimana dimaksud pada
aval (1] uniik jangka waktn paling lama 1 [satu)
tahun,

Selamna  masa persiagpan  pensiun sebagaimana
dimaksud pada ayat [2), FNS yang bersangkutan
mcndapat nang masa persiagpan pensiun seuap bulan
gebesar 1 (satu) Kall penghasilan PNS terakbir vang
diterinna.

Dalam hal ada alasan kepentingan dinas mendesalk,
permohonan musd persiapan  pensiun PNS  dapat.
ditolal atag ditenggahkan.

Ketentuan  lekah languat mengenai fata cara masa

pecsiapan pensian diatar dengan Peraturan Kepala
BEKN.

BAR XIV . ..
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BAB XIV
KETENTUAN FERALIHAN

Pauzal 351

Calon PHS dengan masa kerja lehih dari 1 [satu] taliun
dan belum mengilutli pelatihan  prajabatan  sampao
denpan  Peraturan Pemerintall inl ditctaplkan,  wajihb
mengkutl pelatthan prajabatan berdasarkan Petaturan
Pemerinlah inl dalam jangka wakiu pahing lama 1 (sata)
lahun terhitung sejak tangeal Peraturan Pemerintah ini
mulai berlaku,

Fasal 352

Fangkat dan golongan miang PNS vanp sudah ada pada
zaat Peraturan Pemerintalk i muoea berlaku, lctap
berlaku  samipal  dengan diberlakukannys ketentuan
mengenal pgaji dan tunjangan berdasarkan Peraluran
Pemerintah  menpenal  paji dan tanjangan sebagai
pelzkzanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014
Lentang Aparatur Sipil Negara.

Pazal 353

Pejabal adminizleator yang beluon memenuahi persyaratan
kualilikasi  dan  ungkat  pendidikan  sebagaimana
dimuksud dalam Pasal 34 ayat {1} hwaf b wajb
memenuhi  persvaratan  kaalifikasi  pendidikan dalam
jangka waktu pating lama 5 (lima) tahun terhilung sejak
tanggal Peraturan Pemernintah im mula berlaku,

Pasal 324 . . .
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Pasal 354

PNS yang berusia di atas &0 [enam puluh) tahun dan
sedang menduduki JF ahli madva, yang sebelum
Peraturan Pemetintah ini mulei berlalm Batazs Usia
Pensiunnya ditelapkan £5 (enam pulub lima) wahun,
Batas Usia Pensiunnya tetap 65 [enam puluh litna)
Lahun.

Pasal 335

PH3 yang berusia di atas 58 (lima puluh delapan) tahun
dan sedang menduduki JF ahl pertama, JF ahli muda,
dan JJF penyelia, yang scbelum Peraturan Pemerintah ini
mular berlaku  Bataz Usia  Pensiunnya  dilstapkan
&0 [cnam puluh] tahun, Batas Usia Pensionnya tetap

&0 (cnam puluh) tabun,
Fasal 356

PNE yang diangkat dalam JF ahli muada, JF ahli pertama,
dan JF penyvelia  setelah berlakunya  Peraturan
Pemenntak Nomer 21 Tahun 2014 tenlang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapsal Butas
Usia Pensiun Bagl Pejabat Fungsional (Lembaran Nesara
Tahuin 2014 Numor 58), Batas Usia Pensiunnya 55 [lima
puluh delapan) tahun.

Pasal 257, .,
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Paszal 357

PN&E  yang menduduki JA dan JPT vang  telah
melaksanakan lugas-tugas JF sebelum Peraluran
Peinerintah e mula berlakn dapat diangkat dalam
JF melalui penvesnaian vang dilaksanakan 1 (sa) kali
secnra nasional untuk paling amaa:

#. 2 [dua} tahun untuk masa persiapan; dan

b. 2 [dua) tahun untuk masa pelaksanaan,

terhitung sejak faneggal Perabaran Pemerintah iu smalan
bertaliu, dengan mempertbnbatgkan kebutuban instansi,
kualifikasi, dan kompetensi serta dilaksanakan sesuai
pedoman yang diletapkan oleh Menterl.

Pasal 358

[N3 vang tclah menduduki JPT tefapi belum mcomenubh
pcrsyaratan Jabatan berdasarkan Peraturan Pomerintah
ini, wapb mcmcnuhil persyaratan .Jabatan dalam jangka
waktu paling lama 2 [dua}l tahun terhitung scjak tanggal
Peraturan Pemenntah ini mulal berlaku.

Pasal 4549

Fada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, PHE
yang sedang menjalanl pemberhenlian sementara yang
ditahan karena menjadi tersangka atau terdalowa tetap
menenma  penghasilan PES sesual dengsn kelenluan
peraturan perimdang-undangar satnpai dengan

selerainya meosa pemberhentian sementara.

Puauzal 3ad , . .
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Prsnl 360

FNE wang sedang menjalankan cutt berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tenrang
Culi Pegawal Negeri Sipil {Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 1976 Nomar 57, Tambahan Lembaran
Negara Nomar 3093), sizsa masa cutinya berlaku sesuai
dengan kelenluan dalam Peratiran Pemennlah ing.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 361

Peraturan pelaksanaan dari Peratursn Pemerintah  ind
harus diletapkan paling lama 2 {tiga] tahun  scjak
Perdaturan Pemerintah ini dinndangkan,

Puxal 362

Pada saat Peratutanr Pemerntah ind mulai berlak:

I. Peraturan Pemcnntah Nemor 4 Tahun 1966 (enlang
Pemberhentian/ Pemberheniian  Sementars  Peogawai
Negerl scpanjang mengenai ketentusn vang berkaitan
dengan PNS [Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 1966 Nomaor 7, Tambahan Lembaran Negoara
Republik Indonesia Nomor 27097);

2. DPoraturat Pernenniah Nomor 21 Tahun 1975 tentang
Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara
Republik Indenesia Tabhun 15975 Nomar 27, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Tndmmesia Nomor 3055):

o, Mcraturan ...
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3. Peraturan Pemerinlah Nomer 24 Tahun 1976 lenlang
Cuti Pegawai Megeri Sipil [Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Tahun 1976 NWomor 37, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30493

4. Peraturan Pemenntah Nomor 15 Tahun 1979 tentang
Daflar Dnutan Kepangkatan Pegawar Negeri Bipil
{Lembaran Negara Repuhblik Indonesia Tahun 1979
MNomeatr 22, Tambshan Lembaran Neogara Republik
Endonesia Nomor 3138},

2. Peraturan Pemenntah Namor 32 Tahun 19749 tentang
Pcroberhentian Pegawai  Negeri Sipil  (Lembaran
Nepara Republie Indonesia Tahun 1972 Nomar 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor 314%], sebagaimana (slah beberapa  kali
diubah, terakhir denpan Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2013 tentany Perubahan Kcempat Atas
Peraturan Pemerintall Nomor 32 Tahun 19Y9 tentang
Pemberhentian  Pegawal  Negeri  Sipil  {Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);

. Peratutran Pemenntah Republik Indonesia Nomor 16
Tehun 1994 rentany Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Jipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahuen 1994 Nomaor 22, Tambahan Lembaran Negara
Eepnghlik Indonesia Nomer 3547) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintabh Nomor 40
Tahun 2010 lentang Perubahan  Atas  Peraturan
Pemerintah Repubhk Indeonesia Nomor 16 Tahun
18454 tentang Jabatan Fongsional Pegawai Negeri
Sipil [Lembaran Nepara Fepublik lndonesia Tahun
2010 Nomar 51, Tambahan Lembaran Neogara
Republik Indonesia Nomor 3121);

7. Peraturan . . .
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Y. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pegawai Negeri 3ipil Yang Mendudulki .labatan
Rangkap (Lembaran Negara  Eepuhblik  Indonesia
Tatmn 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
Ecpublile Indonesia Nomor 3697) schagaimana telah
dimhah dengan Peraluran Pomerintah Nomor 47
Tahun 2005 tentang Perubahan  Atas  Peraturan
Pemcnintah Momor 2% Tahun 1997 tontang Peogawal
Negeri Hipil Yang Menduduki Jabatsn Rangkap
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tabun 2005
Nomar 121, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomnor 4360):

8. Poeraturan Pemerintah Namer 97 Tahun 2000 lentang
Formasi Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik  Indoncsia  Tahun 2000 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesias
Nomar 4015}, sebagaimana telah divubah dengan
Peraturan Pocmerintah Nomor 54 Tahun 2003 renlang
Perubahan Atas Poraturan Pemerintab Nomor 97
Tahun 2000 tentang Formasi Pegawal Neperi Sipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
MNomeor 122, Tambahsan Lembaran Neogara Hepublik

Indonesia Nomer 4322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tabun 2000 tenlang
Pengadasn Pegawal Megeri Bipil (Lembaran Nepoara
Hepublik  Indeoncsia  Tahun 2000 Namor 19%3,
Tambahan Lembaran Megara  Republik  1ndonesia
Nomor 4016), sebagaimana lelah diubah  dengan
Feraturah Pementitah Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Ferubahan Atas Peraluran Pomerintah  Nomor 98
Tahun 2000 1entang Penpadaan Pogawal Negeri Bipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuno 2002
Nomoer 31, Tambahan Lembaran Megara Repuhlik
Indonesia Komor 4192],

1. Poraturan ...
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10. Peraturan Pomerimtabh Nomor 99 Tahun 2000 tentang

11,

12

Kenailtan Panglat Pegawal Neperi Sipil (Lembaran
Negara Republik Tndonesia Tahan 2000 Nomnor 196,
Tambahan ELembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4017), scbapaimana telah diubah deongan
Petraturan Pemernmiah Nomor 12 Tahun 2002 lenlang
Petubahan Atas Peraturan Pomcenntah Nomer 99
Tahuny 2000 tentang Eensiksn Pangkal Pegawas
Megeri Sipil [Lembaran Negara Republl Indonesia
Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Namor 41493),;

Peraturan  Pemerintah Nomaor 100 Tabun 2000
tentang Pengangkatan Pegawal Negerl Sipil Dalam
Jabalan Strukiural [Lembaran  Neparsa  Republik
Indonesia Tabun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Wegara Republik Indonesia Nomor 4018),
sehagaitnans, telah dinbah clengan Perataran
Pemerintah MNomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraldran Pemenimtah Nomoeor 100
Tahun 2000 tentang Penganpkatan Pogawal Nepen
Sl Dralatn Jabatan Slhrukiucal (Lembaran Negaeca
Repuhblik  Indanesia  Tabun 2002 Nomer 33,
Tambahan Lembaran MNegarn Republik Indonesia
HNurnor +194];

Peraturan Pemerintgh MNomer 101 Tshun 2000
tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawal Negen Sipil

[Letnharan Negara REepublik Tndonesia Tahun 2000
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomar 40118},

13, Peralran . . .
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Peraluran Pemerintah NMomor 15 Tahun 2001 tentang
Fengalthan  Status Anggola  Tentara  Nasional
Indonesia dan Angpola Kepolisian Negara Hepuhlik
Indoencsia  Menjadi  Pegawal Megend  Sipil  Untuk
BMenduduld Jabatan Struktural {Lembaran MNeguarza
Republik  I[ndonesia  Tahun 2000 Nomor 28,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomar 40835), sSebagaimana  telah  beberapa  kali
diubah teralthir denpan Peraturan Pemerintah Namaor
8 Tahun 2010 tentang Perubahan Kelips Atas
Petaturan Pemenntah Nemnor 15 Tabun 2001 Tentang
Pengalinan  Status Angpota  Tentara  Masional
[doniesia dan Anggoia Hepolizian Negara Repulblik
Indencsia Menjadi Pegawad  Negeri Sipil Untuk
Menduduki Jahatan Strukiural (Lembaran Nepars
Republik  Indonesia  Tahun 2010 Nomer 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor BOGR];

Peraturan Pemerintah Nomor @ Tahun 2003 (entlang
Wewenang  Penpanghalan,  Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negerl  Sipil  (Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Tahun 2003 Naomar 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 4263], sebagaimana telah divbah denpan
Peralutan Pemennlah Nomor 63 Tahun 2009 ientang
Perubahan Atas Peruturan Pemenntah Nomer 9
Tahun 2003 ilentang Wewcenang Penganpkatan,
Pemindahan, dan ’cmberhentian Pegawai Negeri Hipil
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomeoer 164); dan

15, Peratutan, . .
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15. Peraturan Pemerinlah Nomeor 21 Tahun 2014 tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai
Bataz Usla FPensiun Bagl  Pejabal  Fungsional
{Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Natnor 589,

dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 363

Peraturan  pelaksanasn  dari  peraturan  perundang-
undangan vang mengatur menpenai penoyusunan dan
penetapan kebutuhan, pengudaan, pangkat dan Jabatan,
pengembangan Warier, pola karicr, promosl, mutasi,
penilaian kineda,  penggajian dan lunjangan,
penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun
dan jaminan hari tua, dan perlindungarn, dinvatakan
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau
belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan

Femerintah ini,

Pasal 364

Peraturan Pemerintah ind mulai berlaku pada tanggal
dilndangkan.
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Agar  seliEp orang mengetahuingys,  memerintahloan
pengundangan Peralursn Pomerintah ini denpan
penempatannya dalam Lemnbaran Negara  Hepublil

Indonoesia,

Dilelapkan di Jakarta
pada tangeal 30 Marel 2017

FRESIDEN EEPUBLIK INDONESIA,
ttd.

JOEOQ WIDGODC)

Diunedangkan di Jakarla
pada tanpggal 7 April 2017

MENTERI IIUKLM DAN HAK ASAST MANUSIA
EEPUBLIE INDONESIA,

ttal.

YASUINNA TT. TAGLY

LEMBARAN NEGARA REFUBLIK INDONESLA TAHUN 2017 NOMOR 63

Galinan sesual dengan aslinyg
KEMENTERIAN SEERETARIAT NHGARA
REPUBLIE INDONEHIA
Asisten Depiti Bidang Politil, Huloum,
e

dene-undangan,
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FENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK [INDONESIA
NOMOR 11 TAHUR 2017

TENTANG

MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIFL

UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Manajemen ASN  vang
berdasarkan Sistem Merit, maka diperlukan pengaturan Manajemen
PNS. Pengaturan Manajemen PNS bertujuan untuk menghasilkan
PNS yang profesional, memililki nilai dasar, etika profesi, bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme
dalarmn  rangka pelaksanaan tugas pelayanan publik, tugas
pemenniahan, dan tugas pembanpgunan tertentu.

Penyelenggarasn Mangjemen FNS dilaksanakan sleh Presiden
zelaln pemegang kekuasasn tertinggi pembinaan ASN vang dapat
mendelegarikan sebagion kekuasaannya kepada PPK.

Dalam penyelenggaraan Mansjemen PNS, Presiden atau PPK
mempunyal kewenangan menetapksan pengangkatan, pemindzhan,
dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen PNS di Instansi

Pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan.

Kewehahgan pembingan Manajemen PNS dapat didelepasikan
kepada PyB dalam pelaksanasn proses pengangkatan, permundahan,
dan  pemberhentian PMS  scsual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangar.

Dalam . ..
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Dalam rangka mergamin clisiensi, efelctivitas, dan akurasi
pengambilan keputusan dalam Mangjemen PNS diperlukan sistem
informasi pengembangan kmupetensi, sistcm nformasi pelatiban,
sistem inlormasi manajemen karder, dan sistem informasi manajemen
pemberhentian  dan  pensiun, vang  merupakan  bagian  vang
terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN,

Manajemen PN3 dalam craturan  Pemerinlal ini bersi
ketentuan mengenai  penyusunan  dan  penetapan kehutiihan,
pengadaan, pangkat dan jabatan, petgembangan kavier, pola karier,
pPromosi, mutast, ponilaian  kinerja, penppsajian dan  tunjangan,
penghargaan, disiplin, pembechentian, jaminan pensiun dan jaminan
hari tua, serta perlindungan.

FASAL DEMI FASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Fasal 3
Cukup jclas.

Fasal 4
Cazkoap jelas,

Paanl 5
Ayat (1)
Cukup jelas,

Ayat |2) . ..
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Ayar (2]
Culup jelas,
Asat [(3)
Cukup jelas.
Aval (4
Cukup jelas,
Awvat [3)
Yang dimaksud dengar dinamika/perkembangan
organisasi Kementerian,/ Lembaps antara lain

penghapusan/ penggabungan Kementerian f Lembaga.

Pasal &

Cukup jelas,

Pasal 7

Cukup jclas.

Pangl 8

Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas,

Pasal 11
Cukup jelas,

Pasal 12 ...
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Pasal 12
Cukup jelas.

Pazal 13
Caloap jelas,

Pasal 14
Cukup jclas.

Paszal 15
Cakoap jelas,

Pas 16

Culkup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2}

Culaup jelas.
Ayal {3}

Cukup jclas.
Ayal (4)

Huraf g

kg jelas,

Hurult». ..
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Huruf b
Cukup jelas.

Horof .
Yang dimaksud denpan Smengoordinasikan
instansi pembina JF dalatn penyusunan materi
selekel kompetensi bidang” adalal mengoordinasi
instansi pembina dalam  penyusunan  maleri
selekai ¥ang sesual dengan kebutuhan JF yang
hersangkutan, tcrmasuk penvasunan soal vang
dilakukan oleh instansi pembina JF.

Huruai
Culnap jelas,

Hurul £
Cukup jelas,

Huruf {
Cukup jelas.

Il g
Cukup jelas,

Hurul h
Cukup jclas.

Haaf |
Cukaz jelas,
Avat (5
Cukup jelas.

Pazal 158
Cukup jelas.

Pagal 19

Cukup jelas.
Pagal 20, ..
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Cukup jelas,

Fasal 21

Cukup jelas.

Faskal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

FPasal 24

Cukup jelas.

Pagal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 2R

Culmp jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pa=zal 30}

Culoup jelas,

¢

~RCSICEM
RESLIALNIE INOOKNES|A

K-

Pasal 31 . . .
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Oaanl 31

Culkaap jelas,

Pasgl 32
Cukup jelas.

FPasaal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Aval (1)
Fenpghilungan 1 [satu) tahun masa percobaan dilakukan
lerhitung mulai tatgenl penpangkatan sebagai calon
FNS,

Ayat {3
Cukuyp jelas,

Avat [3)
Cukup jelas.

Aval [4)
Yang dimaksud dengan “terintegrasi”™ adslah proses
petididikan dan  pelatihan vang memadulkan antara
pelatinan klasikal denpan nonklasikal, dan  antara
Kompetens Sosial Kattural dengan kempetensi bidang.

Aval {3}
Culknap jelas.

Avaut (6]
Cukup jelas,

Myratl 7]
Cubkup jelas.

FPasal 35 . . .



PRESIDER
HEHUHBLIE IRHOSHES ]S

-8 -

Pasal 3>
Culap jelas,

Pa=zal 36
Cukup jelas,

Paszal 37
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas,

PFa=al 30
Cukap jelas,

Pasal 40
Cukup jelas,

Fazal 41
Cukup jelas,

Pazal 43
Culkup jelas,

Pazal 43
Cukup pelag,

Pasal 44
Cukup jelas.

Pa=al 45

Cukup jelas,
Pasal 46 ...
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Fazal 46
Cukup jelas,

Pasal 47
Culeap jelas,

Pasal 48
Cukup jelas.

Fasal 49
Caloap jelas.

Pasal 50
Culap jelas.

Paual 51
Cukup jelas,

Pasal 52
Caleuy juelas.

Pasal 53
Larangan rangkap Jabatan dimaksudkan untuk optimalisasi
pelakzanaan tugas dan pencapaian kinerja orgatasasi,

Paaal 54
Avat (1)
Hurul a
Cukup jclas.
Huruf b
Cukup jelas,

Hurwdc. ..
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Hurul ¢
Cukup jelas.

Hurud d
Yauny dimaksud dengan “JF yang setingkat dengan
Jabatan  penpawas™ adalah  JF  vang  kelas
Jabatannya  sama  dengan kelas  Jabatan
pongawas,

Huruf &

Cukup jelas.

Flharuf I
Cukup jelas,

Huruf g
Cukup jelas.

Avar [2)

Cukup jelas,

Avat [3)

Culap jelas,

Aval (4)

Cukup jelas.

Ayul (3)

Cukup jelas.

Ayar (G|

Cubknap jelas,

Ayat [7)

Pasnal 55

Cukup jelas,

Cukup jclas.

Pa=al 56 . . .
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Cukuap jelus.

Pa=al 57

Culup jelas,

Pasal 58

Cultp jelas.

Pazal 59

Cukup jelas.

Pazal 60

Culkp jelas,

"asal &1

Cukup jelas,

Pasal 62

Cukup jelas,

Fa=zal 63

Cukup jelas,

Fazal 14
Ayat {1}

Huruf a

Cukup jelas

Huruf h

Culkup jelas.

Huruf ¢

Culap jelas,

Hurufd . . .
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Hural «
Pemberhentian karena memgalari tugas belajar
adalah pemberhentian pejabat administrasi yany
dilugaskan untuk menjalani pendidikan dengan
sed sekall ddale melaksanakan lugasoya icbih
dari & fenam) bulan secara terus menerls,

Huruf e
Yang dimaksud dengan “ditugaskan secara penuh
di luar .JA" adalah pegjabual administrasi yang
secara delinitf diangkat dan ditugaskan dalam JF
slau JPT,

Huruf |
Yang dimaksud dengan “persyaratan Jabatan®
adalah syarat mendouduld JA pada masing-tnasing
Jenjang JA.
Ayatl |2)
Dalam keadaan tertentu antara lain yang bersangkulan
haras menvelesatkan  pekerjaan atau  tanggung
jawabnya.
Ayat (3)
Cukup jclas.
Avat (4]
Cukup jelas.,

Pasal &5
Cukup jclas.

Pasal 66
Cukup jclas.

Pasal &7 . ..



4N
%ﬁﬁ

FEES:DEM
REPUBLIE IMODOMES: ™

-13 -

Fasal 67
Penentuan  berkedudukan dan  tanggung  jawab  secara
langsung disesuaikan dengan strukiur organisasi masing-
masing Instansi Pemednrah.

Fasal HB
Cukup jclas.
Pasal 69

Avat (1)
Culup jelas,

Avatl (2]
Urutan jenjang JF keahlian dar jenjang paling tingg ke
paling rerdsh: adalah ahli utama, ahli madya, shl
muda, dan ahli perlama,

fyar [3)
Uritan jenjang JVF keterampilun dari jenjang paling
tingpl ke paling rendah adalah penyelia, mahir, terampil,
dan pemiila,

Aval (4
Cukuyp jelas.

Avat (D)
Cukup jelas,

Asrat [f1)
Cukup jetas,

Avar [V)
Cukuap jelas.

Axvarl (8]
Cukup jclas.

Ayar {9y ...
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Ayat [9)

Culiup jelas.
Axat {101]

Cukup jelas.
Axal {11)

Cukup jelas.

Pazal 70}
Cuboap jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 73
Culoup jelas,

Pasal 73
Culup jelas.

Pasal 74
Avatb (1)
Hurufa

Cukup jelas.

Huruf b
Culup jelas,

Huryd o
Yany dimaksud dengan “penyezuaian® adalah
yang dikenal dengan istilab fnpassing.

Avat [2) . ..



MNMHESIE™
RE=UDNIE INOLOKMES|A

-15-

Ayat (1)

Cukup jelas.
Avat [3)

Cukup jelas.

Avat [4)
Cukup jelay,

Pagal 73
Cukup jelas.

Pa=al 7
Cudoup jelas.

Pasal 77
Cultup jelas,

Pasal T&
Cukup jelas,

FPasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Culkup jelas.

Pasal B1
Cukmp jelas.

Pagzal 52
Cukup jelas.

Pasal 83 . _ .



Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cubkuy jelas.

Pasal 8BS

Cukup jelas,

Paszal 86

Cukup jelas,

Fasal 87

Ak jelas,

Fasal 85

Culkup jelas.

Pa=al 8o

Cukup jelas.

Fa=al 90

Cukup jelas,

Pasal 91

Cukup jelas,

Paszial 92

Cukup jelas.

Pazal 93

Cukup jelas.
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Pa=al 91 . _ .
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menjalani tugas helajar

adalah pemberhentian pejabat  [ungsional vang

ditupgaskan untuk menjalani pendidikan dengan

melaksanakan  tugas

funpgsionalnya lebih dar 6 jenam] bulan secara

Yang dimaksud dengan “ditugaskan secara penah

di luar .JF* adalah pejabat fungsional yvang secara
delimuf dianglkat dan ditugaskan dalam JA atan

Yang dimaksud dengan “persvaratan Jabatan”

adalah syaral menduduki JF pada masing-masing

-17 -
Pagal 94
Axval [1)
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf &
Cukup jelas.
Hurul ¢
Cukun jelas,
Hurud 4
Femberhentian  karena
STMA acliali tidake
Llerus menermls,
Huruf e
JPT.
Huruf f
Jenjang JF.
Avat [d)
Cukup jclas.
Pazal 95
Cukup jelas,
Pa=al 9n
Cukup julas.

Pasal 9y . ..
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Basal OF
Cubkup jelas,

Pasal 98

Pengecualian yang dimnaksud dalam Pasal ini seperti:

8. Joksa yvang diangkat menjadi kepala kejaksaan tingg,
wakil kepala kejaksaan tinggi. kepala kejaksaan ncgeri,
atau kepala cabang kejakcsaan negeri;

L. Perancang peraturan periundang-undangan  ahli madya
vang diangkat menjadi Direklur Perancangan Peratiran
Perundang-undatigan  atau  Direknar  Harmonisasi

Peraturan Perundang-undangan pada Divelitorat Jenderal
Peraturaty Perundang-undangan, atau

c. Diplomat ahll utama yang disngkat menjadi Direkur
Jenderal Amerilka dan Eropa.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Culnap jelas,

Pasal 102
Cubknyp jelas,

Pazul 103
Cukup jelas,

Pasal 104 .,
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Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Fasal 106
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan *non-PNS"® adalah wargs negara
Indonesia di luar kalangan PNS dan prajuric Tertara

Mazional Indencsia dan anggola Kepolisian Negara
Republik {ndonesia.

Avat (2)

Cukup jelas.
Avat (3]

Culkp jelas,

Pasal 107
Culup jelas,

Pasal 1043
Hurf a
Angka 1
Yang dimaksud dengan “warpga negars Indonesia”
adalah warga nepara Indonesia vang tidak pernah

mendapatl kewdrgancgaraan lain atas permintaan
sendiri,

Anglka 2
Cukup jelas.

Anglka 3
Cukup jelas.

Anipla 4,
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Angka 4
Cubkup jelas.

Angka o
Ol jelas,

Angka &
Cukup jelas,

Angka 7

Yang dimaksud dengan “integritas”™ sntard lain

lidak pcrnah mengikull walib militer atau dinag

militet negara lain,

Aneka 3
Cukup jelas.

Angla 9
Cukup jelas,

Anglka 10
Cukup jelas,
Hurod b

Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas,

Pasal 114
Cukup jelas.

Fasal 111
Culup jelas,

Fasal 112
Cukup jelas,

Pasal 113, ..
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Fasal 113
Cukup jelas,

Pasal 114
Ayal (1}
Huruf o
Culoap jelas.
Huruf b
Culoap jelas,

Huruf ¢
Cukup jelas,

Huraf d
Yang dimzaksud  dengan  “sistem®  adalah

mekanisme penetapan slutus pelamar pada setiap
tahapan,

Huarmal «
Cukup jelas.
Ayat (2
Cukup jelas.
Avat [3)
Yang dimaksad JPT Madya tertentu edalal jabatan-
jabatan yang oleh Presiden selaku pemeguang kekuasaan
tertinggi pembinaan ASN  dipandang perlu  proses
pengisiannya  dilakukan oleh panitia  seleksi  yung
pembentukannya aleh Presiden.
Ayat [H
Culmp jelas.
Axyat (3)
Culoup jelas,
Ayal (6]
Huruf a
Cukup jelas.

Maral b, ..
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Hurnaf b
Cukup jelas,
Hurul ¢
Culkurp jelas.
Huruf d
Vang dimaksud dengan “koenllik  kepentingan®
antara  lain  memiliki  hubungan  keluarga,

hubungan tali pcrkawinan, dan hubungan dareh.
Axvat {7)
Cukup jelas.

Paszal 115
Hurul a
Culaup jelas,

Huruf b
Cukup jelas.

Hurufc
Cukup jolas.

Humaf d

Cubkup jelas.
Hurf e

Cukup jelas,

Huraf f

Yang dimaksud dengan “seleksi administrasi® adalah
penilaian  kesesuaian  berkas  administrasi  dengan
dokumen persvaratan.

Hural g
Cukoup jelas.
Puazsal 114
Cukup jelas,

Fasal 117
Cukup jelas.

Pesal 115,
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Pazal 118
Ayal (1)
Culoap jelas.
Avat 2]
Yang dimaksud denpan “rekomendasi® adalah surad ijin
atay persetujuan yang diberikan oleh PPK instansinva
dalam bentuk tcrtulis.
Pasal 119
Cukup jclas.
Pagal 120
Aval [1)
Cukurp jelas.
Aval [2)
Citkup jelas,
Avar {3)
Cukup jelas.
Avat (4}
Cukup jelas.
Ayal (3}
Huraf a
Cukup jelas.
Hurul b

Seleksi kompetensi dilaknloan dengan
mengsunakan metode  assesment center wlau
mctode penilaian lainnya.

Thiruf «
Cukup jelas.

Hurufc . . .
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Huruf d
Cukup jelas,
Axyal {B)
Cukup jclas.
Avar (1)
Cukiup jolas.
Avul (8}
Cukup jclas.
Fasai 12]
Avat (1}
Cukup jclas.
Ayul (2}
Yang dimaksud dengan  Ppanitin seleksi wajib
mengumlimkan sccara terbuka pads setiap wahapan
seleksl” adalah menpumumksn secara terbuka  nitai
yang dipereleh  schap peserta selekai  berdasarkan
peringkat, kecuali pada tahapan alkhir,
Avat (3]
Cukup jelas.
Pasal 122
Cuakp jelas,
Paaal 123

Cukup jelas.

Pazal 134
Culoup jelas.

Pasal 125 . . .
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Pasal 125
Culnap jelas.

Pasal 126
Cudoup jelas.

Pasal 127
Avat {1}
Cukup jelas,
Aval {2)
Culkup jclas.

Avat (3}

Yang dimaksud dengan “dikoordinasikan®

bupatifwalikota melaporkan

pejabat  popiman  tingel  pralama

subornur.

Avet [h

orang calon

terpilih - kepada

adalah

Yang dimaksud dengan “dikonsullasikan” adalah PPK
melalui PyB  mcominta  pendapat  pimpinan  dewan
perwaliilan rakyat daerah untulk dijadikan sebagad salah
salu pertimbangan bagi PPK dalam memilib 1 (sata) dad

J [liga) nama calon pejabat pimpinan Unggl pratama.

Paszal 122
Cukup jclas.

Paxal 129
Cukup jclas.

Paszat 130
Cukup clas.

Pasal 131 ...
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Pasal 131
Avat [1)
Uji kompetensi dapat dilakukan melabui penclusuran
reliam jejuak Jabatan dan wawancara,
Ayat (2}
Hurul a
Yang dimaksud dengan “zatn klasifikasi JFabatan®
adalah Jabatan vang memiliki (ugas pokok dan
fungsi yang sejenis atau serumpun,
Hurui b
Cukup jelas,
Fraral e
Cukup jelas.
Axat (3]
Hurul a
Jertillkasi telmis dilkeluarkan organisasi profesi
baik internasignal Atau nasional yang  sudab
diakui oleh lembage pemerintah yang berwenang
di bidang sertifikasi profesi, Dalam hal behimn
terbentuk organisasi prolesi, sertifikasi telknis
dikeluarkan oleh instansi teknis.
Huruf b
Calkoup jelas.
Avyat (d)
Cukup jelas.
Ayat (3]
Cukup jelas.
Avat (6]
Cukup jelas,
Avat [7)
Cukup jelas.

Pasal 132 . ..
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Fasal 132
Cukup jelas,
I'asal 133
Avat (1}
Pejabat Pimpinan Tinggl vang telah menduduki jabatan
2 {hma} tahun atau lebih setelah pemberlakuan Undang-
Undanp Nomor & Tabun 2014 tenlang Aparatur Sipil
Negara dapat dilakukan penilaian kemhbali  terkait
dengan  kosesuaian  kompelensi dan jabatan vang
didudulki.
Avyat (2}
Fersetujuan PPK  diberikan apabila  JPT  telah
membuktikan  bahwa  targer kinerju organisasi vang
dipipinnya  tercapal  selama yang  hersanglutan
menjadi Pejabar Pimpinan Tinggi.
Yang dimaksud dengan *berkoordinasi dengan Komisi
Aparatur Sipil Negara™ adalah setiap perpanjangan JPT
dilapurkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negata,
Pasal 134
Aval (1)
Culoup jelas,
Aval (2)
Huruf a
Cukup jelas,
Huruf b
Cukup jelas.

Hurulc. ..
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Huruf ¢

Yang dimakaid dengan “petaksansan selelsi dan
promosi  dildakukan secars lerbuks”  adalah
pelakzanaan rekrutmen dan promesi Jabatan
dilakukan secara tlerbuka pada lingkup internal
Inslansi  Pemerintah  yang  telah  meneraplkan

S1=stcm Merit.

Huruf d

Yang dimaksid dengan  f*kelompok rencana
suksew” adalah yang dikenal dengan istilah tolerdt
ool

Huruf e

Culaup jelas.

Huruf

Culnap jelas,

Hurmaf g

Cakup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Ayar [3)

Cukup jelas.

Cukup jclas.

Fasal 135

Cukup jelas,

Pasul 136

Cukup jelas,

Pa=al 137 . ..
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Cukup jelas,

Fasal 138

Cultup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Culkup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Culoap jelas,

Pasal 144

Crkup jelas,

Pasal 145
Ayat {1]

Hurul a

Cukup jclas.

Huruf b

Cukup jelas.

TTamat e - - .
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Hurul o
Yang dimaksud dengan pgabat  lain  adalah
perabat yang menduduki jabatan pimpinan pada
lembuga nepgara.

Huruf d
Culup jelas,

Huruf e
Cukup jelas,

Avat (2)
Culkup jclas.
Avat {3}

Cukup jelas.

Fasal 146
Cukup jelas,

Fasal 147
Yang dimaksud dengan “prajurit Tenlara Nasional Indoncsia
dan anggota Kepolisian Negara Republik Indoncsia™ adalah
prajurit atan enggota dalam dinas akf.

Fasal 1483
Cukup jelas.

Pazal 149
Caloap jelas.,

FPasal 150
Culnp jelas.

Pa=zal 1371 . ..
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Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Culp jelas.
Paszl 153
Culnap jelas.
Pazal 154
Cukap jelas.
Pa=zal 135
Avat [1)
Huruf a
Cukmp jelas.
Huruf b
Penarikan kembali dilalukan berdasackan wsul
Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepaila
Eepolisian Negara Republik Tndoncsia, atau PPK
Instans] Pusat terteniu tersebut.
Alasan tertentu antara lain tidak schat jasmani
dan/alau rohani,
Ayal (2]
Culnag jelus.
Pasal 156

Cukup jelas,

Pasal 127
Cukup jelas.

Paunad 158 _ .
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Cukup jelas,

Pasal 159

Cukiup jelas.,

Pasal 160

Cukip jelas.

Paxzal 161

Cukup jclas.

Prasal 162

Cukup jelas.

Pazal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pa=al 166

Culup jelas.

Pasal 167

Culkup jelas.

Pasal 168

Culknap jelas,
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Pasal 169 _ _ .
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Cukup jelas,

Pasal 170D

Cukup felas,

Pa=al 171

cuknp jelas.

Pazal 172

Culaap jelaa.

Pasal 173

Cukup j=las,
Fasal 174

Cukup jelas,
Pasul 175

Cukup jelas,
Pasal i76

Culoap jelas,
Pasal 177

Cukup jelas.
Casal 17 H

Cukup jelas.
Pasal 17%

Cukup jelas,
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Pazal 120,
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Pasal 180
Culoup jelas.

Pasal 151
Culup jelas.

Pasal 1HZ
Cukup jeles.

Pasal 183
Cukup jelas,

Fasal 134
Cukup jelas,

Pasal 185
Cukup jetas,

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal 187
Cukup jelas.

Pasal 188
Culmp jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Paszal 190
Aval 1)

)
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Cukup jclas.

Avat (2] . ..
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Avat 2]
Yang dimaksud dengan “perwaldlan Negara Hesaluan
Repuhblik Indoncsia di luar neger?™ adalabh perwakilan
Republik Indonesia vang diskreditasikan pada negars
penerima atau organisasi internasional.

Axart [3)
Cukup jelas.

Ayar {4)
Cukup jelas.

Ayt (0]
Culap jelas.

Ayal jof
Cukup jelaa.

Pasal 191
Cukup jelas.

Pusal 192
Cukup jclas.

Pasal 193
Culup jelas.

Pazal 194
Cukup jelas.

Pasal 195
Cukup jelas.

FPasal 196
Cukeup jelas,

Fasal 197, ..
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Pazal 197
Cukup jelas.
I*azal 198
Cukup jelas.
Pazzal 199
Cukup jelas.
Pasal 200
Cukup jelas,
FPasal 201
Cukup jelas,
Fasal 202
Aval (1]
Vang dimaksud dengun *tupas Jabatan® adalah tugas
Jabatan PNS yang masih merupaksn tugas Jabatan
vang Dberhubunpan denpan Jabatan  pada nslens
induknva atal  merupakan  tugas  yang  mewalkili
kepentingan pemetinlah.
Conloh antara lain:
1. Jaksa yang mendapat penugasan khusus pada
Ecomnisi Pemberantasan Tinduak Pidana Korupsi (KPK);
dan
2, PNS  Kementerian Eeuangan  yeng  mendapat
penugasan khusus pada lterrational Monetory Funed
{IMEY.
Aval [2)
Cukup jclas,

Pasal 203 . ..
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Cuboapy jelas.

Pasal 204

Cukup jelas,

Pasal 205

Cukup jelas.

Pazagl 206

Culiup jelas.

Pagal 207

Cukup jelas.

Pasal 208
Aval [1)

PRESICERM
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Cukup jelas,

Avat. [2)

Cukp jelas,

Avat {3)

Cukup jelas.

Ayat {4}

Cukup jelas.

Conloh instansi telenis antara, lain:

a. Lembaga

Tmw

Pcngetahuar

Indonesia untuk

Keompetocnsi Teknis bagi JF Pencliti;

b, Badan . . .
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b, Badan Pengawasan Keuanpgan dan Pembanputian
untuk Kempetensi Teknis bagi JF Aoditor; dan

¢. BEN unmk Kompetensi Teknis bagi JF Assessor

Kepcgawaian.
Avas |ia)
Cukup jelas,

Pasal 209

Cukup jelas.
Pasal 211}

Cukup jelas,
Pasaal 211

Avat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan sntara lain
Undang-Undang  Momeor 12 Tahun 2012 wenlang
Pendidikan Tinggi.

Aval [2)
cukup jelas.

Axvat 1)
Cukup jelas.

Ayal (4]
Cukup jolas.

Pasal 212
Cukup jelas.

Pasal 213
Culnp jelas.

Pasal 214 . .
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Puasal 214
Cukup jelas.

FPasal 215
Cukup jelas,

Pasal 216
Cukup jelas.

Pasal 217
&yat (1)
Cukup jelas.

Aseat [2)
Culkuap jelas,

Avat [3)
Hurut a
Pelatihan struktural kepemimpinan madya adalah
pelatihan untuk  mendudukd atau dalam JPT
tnadya.

Huruf b
Fclatihan  struktural  kepemimpinat  pratzma
adalsh pelatihan untuk menduduki arau dalam
JPT pratama,

Huruf ¢
Pelatihan struktural kepemimpinan administrator

adalah pelatihan vuntuk menduduki ataw dalam
Jabatan administralor.

Hurut 4
Pelarihan struktural kepemimpinan pengawas
adalah pelatihan untuk menduduki atau dalam
Jalvatan prngawas.

Avat (4}, . .
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Avatl [4)

Cubkuyp jelas.
Asat (b

Cuboap jelas,

Awat [A]
Cukup jelas,

Pasal 218
Cukup jelas.

Pasal 219
Cithup jelas,

Pasal 220
Culup jelas,

Pasal 221
Cukup jelas.

Pasal 2272
Cukup jelas.

Pasal 223
Culnap jelas.

Pasal 224
Culnap jelas.

Pasal 225
Culoap jelas.

Pasal 226 . ..
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Pasal 226
Cukup jelas.

Pa=al 237
Cukup jelas,

Pasal 228

Ayal {1}
Cukup jelas.

Avat (2}
Cukup jelas.

Avat (3]
Cuknap jelas,

Avat (4]
Yany dimaksud dengan “pejabat vang ditentukan olel
PyB~ adalah pejabat vang ditunjuk aleh PvB dalam hal
atasan langsungnya belum terisi aran belum ada.

Pagal 229
Culp jelas.

Pasal 230
Cukup jolas.

Pasal 231
Culoup jelas.

Pazal 232
Cukup jelas,

Pasal 233
Cukup jelas.

Pazal 234 .
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Pasal 234
Cukup jelas.

Pasal 235
Cukup jclas.

Pasal 236
Culup jelas,

Pasal 237
Cukup jelas,

Pagal 238
Ayat (1]
Culoup jelas,
Avat [2)
Culkup jelas.
Avat [3)
Blurafa
Cukup jelas,

Huruf b

Terlieat kewajiban bekerja antara lain PNS sedang
tnermjalani ikatan dinas karena tugas belajar,

Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf d

Culup jelas,
flural e

Cukup jelas,
Huruf t

Cukup jclas.

Pasal 239 . .,
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Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pazal 241

Culkup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas,

Pagal 243

Cukup jelas,

Paxal 214

Cukup jelas,

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Cukun jelas,

FPasal 2438

Cukup jelas.

I"asal 249

Cukup jelas.
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Pasal 250 . . .



Pasal 250

Cukup jelas.

Pazal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jclas.

Paxal 254

Culoap jelas.

Pasal 235

Cukup jelas,

Fasal 256

Cukup jelas,

Pasal 257

Cukup jelas,

Paznal 258

Culkup jelas,

Pasal 259

Cukup jelas.

Pasal 260

Culkup jclas.

Vot

%x"*;

FRESIDEM
FEFPUSLIFK IMNOOMESHA

-4 -

Pasal 261 _ ..
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Cukup jelas.

Pasal 262

Cukup jelas.

Fasal 263

Cukup jelas,

FPazal 264

Cukup jelas,

Pasal 265

Culup jelas,

Pazal 266

Cukup jelas.

Pazal 267

Cukup jelas,

Pasal 268

Cukup jelas,

Fasa] 20%

Cukup jrlas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas,
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Pagal 272
Cukup jelas.

Pasal 273
Culaap jelas.
Pasal 274
Cukup jelas,
Pasal 275
Cukup jelas.
Pasal 276
Cukup jclas.
Pasal 277
Avat [1)
Cukup jelas.
Avat [2)
Khuirsuis Duta Besar Luar Piasa dan Berliasa Penuh
vang berasal dar JF THplomal dikecualikan dengan
pertimbangan Undang-Undang Romor 37 Tahun 1999
tentang Hubungan Luar Neger dan Undang-Undang
Nomar 1 Tatmn 1982 tentang Pengesshan Konvensi
Wina 1961 dan Kanvensi Wina Tahun 1963,
Ayat (3]
Cukup jelas,
Ayat [4)
Cukup jelas.

Pasal 278 _ .



FRICS MMM
FEPUBLIE [MNOCOMESIA

- 47 .

Pasal 278
Cukup jelas,

Pazal 27%
Cukup j=las,

Fazal 280
Cukup jeias,

Pasal 281
Cukup jelas,

Pasal 282
Pejabal vang berwenang untuk mengeluarkan surat perintah
penghentian penyidikan adalah Penyidik Xepolisian Republilk
Indonesia atau Pejabal vang berwenang mengeluarkan Surat
Perintahh  Penghentian Peruntuatan  adalah Penuntut
Umum /Kejaksaan,

Pasal 282
Cukup jelas,

Pasal 284
Culup jelas.

Pa=al 285
Culkup jelas.

Pa=zal 2836
Culup jelas.

Paual 287 ...
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Fasal 287
Cukup jelas,

Frsal 288
Cukup jelas.

Pasgul 2809
Culp jelas.

Pazal 290
Culkup jelas.

Paszal 291
Cukup jelas,

Pasal 292
Cukup jelas,

Pazal 293
Cukup jelas,

Fazal 294
Cukup jclas.

Pasal 245

Yang dimaksud dengan “hall kepegawalan®™ antara  lain
jaminan pensiun, jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja,
dan jaminan kematian.

Pasal 295
Cukup jelas.

Pasal 297 . . .
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Pasnal 297
Culoap jelas.
Paagl 298
Culkap jelas.
Pasal 299
Avat [1)
Vang dimaksud dengan “diangkat kembali  dalam
Jabatan apabila ada lowongan™ adalah FNS tersebur
memenuhi - persyaratan  Jabatan  yang  lowong  dan
dilaksanakan sesual dengun prosedur dan Ketenloan
peraturan poerundang-undangan.
Avar (2)
Cukup jelas.
Pasal 300
Cukup jelas.
Pasal 301

Cukup jelas.

Pasal 302
Cukup jelas.

Pasal 3003
Cukup jelas.

Paszal 304
Cukup jclas.

[*asal 305, ..
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Cukup jelas,

Pasal 306

ke jelas,

Paszal 307

Cukup jelas,

Pasal 308

Cukup jclas.

Pasal 300

Cukuy jelas,

Pasal 310

Cukup jelas,

Pazal 311

Cukup jelas,

Pasal 312

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jclas.

Fasal 314

Culkap jelas.

Pangl 315

Culkup jelas.
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Pasal 316 . _ .



Faszal 316

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pazal 318

Cukup jelas.

Paral 319

Culkaap jelas,

Pasal 320

Cukup jelas,

Paszal 321

Cukup jelas,

Pasal 322

Cukup jelas,

FPa=sal 323

Cukup jelas.

Fasal 324

Cubkup jelas,

Pa=sal 325

Cukup jelas.

Pazal 326

Cukup jelas,
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Culp jelas.

Pasal 348

Cukup jelas.

Fasal 320

Cukup jelas,

Prusal 330

Culiup jelas,

Pasal 331

Cukup jelas.

Pasal 332

Culiup jelas.

Fasal 333

Cukup jelas.

Pasal 334

Culnup jelas.

Pasal 333

Cukup jelas.

Pa=al 336

Cukup jelas.

Pasal 337

Cukunp jelas.
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Pazal 338 _ ..
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Cukup jelas.

Pasa] 330

Cukup jelas,

Pasal 340

Culaap jelas,

Fosal 341

Cukup jeluas.

Pasal 342

Cukup jclas.

Paznal 443

Culoap jelas.

Paxal 344

Cukup jelas.

Pasal 345

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Fasal 347

Culoup jelas,

Fasa] 3458

Cukup jelas,
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Pasal 349 _ _ .
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Cukup jelas,

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 351

Cukup jelas,

Pasa] 352

Cukup jelas.

Pazal 353

Culap jelas.

Paual 354

Cukuap jelas.

Panal 355

Cukup jelas.

Pa=al 356

Cukup jelas.

Pagal 337

Cukup jelas.

Pazal 3SR

Cukup jelas.

Prigal 350

Culaap jelas,
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Pasal 360}
Culoup jelas.

Pasal 361
Cukup jelas.

FPasal 363
Cukugp jelas.

Pazal 363
Cukup jelas.

Pasal 364
Cukup jelag,
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